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SARI

Santoso, Eko. 2019. Melawan Genangan Air: Resistensi Warga Kemusu
Terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo 1980-2002. Jurusan Sejarah FIS
UNNES. Pembimbing Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum dan Drs. Ibnu Sodiqg, M.
Hum.

Kata Kunci: Pembangunan, Resistensi, Kedung Ombo, Kemusu

Pada tahun 1980-1990an, seiring dengan berkembangnya paradigma
developmentalisme di berbagai negara yang dipelopori oleh lembaga
internasional, ditransferkan ke negara-negara berkembang dalam wujud
pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan waduk yang
diharapkan akan memenuhi kebutuhan listrik di dunia industri dan perumahan,
irigasi untuk mengintensifikasi hasil pertanian serta menjadi cadangan air saat
musim kemarau. Hal serupa dilakukan pula oleh Indonesia di bawah
pemerintahan Soeharto. Salah satunya adalah Pembangunan waduk Kedung
Ombo yang menggusur masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut.

Penelitian ini membahas tentang sejarah pembangunan Waduk Kedung
Ombo, terutama terkait perjuangan para korban penggusuran yang memilih
bertahan di lokasi pembangunan waduk. Penelitian ini berkonsentrasi di sepanjang
tahun 1985-2002 ketika sebagian besar warga menolak pembangunan waduk
hingga proses relokasi para korban pembangunan yang masih bertahan.
Penelitiaan ini mengambil satu lingkup spasial yang terjadi di Kabupaten Boyolali
tepatnya di Kecamatan Kemusu. Lebih lanjut penelitian ini mencoba melihat
alasan warga Kemusu dalam melawan pembangunan waduk sekaligus melihat
bagaimana bentuk resistensi warga yang memilih bertahan di lokasi
penggenangan air waduk.

Selama proses Pembangunan Waduk Kedung Ombo berlangsung,
banyaknya warga yang masih bertahan dan tidak mau digusur menjadi fakta
sejarah yang tidak bisa dipungkiri, selain karena tidak dilibatkannya masyarakat
dalam perumusan kebijakan pembangunan waduk, pendekatan pemerintah yang
koersif serta tindakan aparat yang cendrung melakukan tindakan intimidasi,
membuat warga tidak simpatik. Hal ini diperparah dengan rendahnya ganti rugi
atas lahan bagi warga terdampak. Tatkala waduk telah digenangi, mereka bertahan
hidup secara nomaden dengan memilih daerah yang tak tergenangi. Pemerintah
justru menyikapi kondisi semacam ini dengan sikap yang arogan dan merasa
kebijakan ini paling benar, sebelum pada akhirnya muncul desakan dari berbagai
pihak agar pemerintah kooperatif dengan mengakomodir warga yang bertahan.
Pemberian kuasa atas lahan perhutani di sekitar lokasi waduk untuk dijadikan
permukiman dan tempat tinggal baru bagi yang masih bertahan di area
penggenangan waduk Kedung Ombo, setidaknya mencairkan kondisi dan mulai
diterima oleh sebagian warga.



ABSTRACT

Santoso, Eko. 2019. Fighting Puddles: Resistance of Kemusu Residents to The
Development of Kedung Ombo Reservoir in 1980-2002. History Department FIS
UNNES. Mentor Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum and Drs. Ibnu Sodig, M. Hum.

Keywords: Development, Resistance, Kedung Ombo, Kemusu

In the 1980s, along with the development of the paradigm
developmentalisme in various countries pioneered by international institutions,
transferred to developing countries in the form of infrastructure development. One
of them is the construction of reservoirs that will hopefully meet the needs of
electricity in the world of industry and housing, irrigation to intensify agricultural
products and become reserves of water during the dry season. It was also done by
Indonesia under the Suharto administration. One of them is the construction of
Kedung Ombo Reservoir that displacing the people who have inhabited the
region.

This study discusses the history of the development of Kedung Ombo
Reservoir, especially related to the struggle of the burnt victims who chose to
survive at the site of dam construction. The study concentrated throughout the
years 1985-2002 when most of the villagers refused to build the reservoir until the
process of relocation of the victims of the development. This research took a
spatial scope that occurred in Boyolali district precisely in Kecamatan Kemusu.
Furthermore, this research is trying to see the reason of Kemusu residents in
resisting the construction of the reservoir and see how the resistance form of
residents who choose to survive at the location of the reservoir water.

During the construction of Kedung Ombo Reservoir, the number of
residents who still remain and do not want to be displaced into historical facts that
can not be denied, other than because of the community in the formulation of
reservoir development policy, A cohersive government approach as well as an
action apparatus that nudge acts intimidation, making citizens unsympathetic.
This is compounded by the low losses on land for affected citizens. As the
reservoirs have been flooded, they survive on a nomadic basis by choosing an
unflooded area. The Government is addressing this kind of condition with an
arrogant attitude and feel this policy is most correct, before the end appears
insisting from various parties so that the Government is cooperative to
accommodate the residents who survive. The granting of power to the land around
the reservoir site to be used as a settlement and new residence for surviving in the
area of the reservoir of Kedung Ombo, at least dilute the condition and began to
be accepted by some citizens.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu diskurs yang sakral dalam tertib
politik Pemerintahan Soeharto (1966-1998). Pada masa itu program
pembangunan diberlakukan dengan sistem top-down planning, pemerintah
bertindak sebagai pencipta, perencana dan pelaksana pembangunan, sedangkan
rakyat diposisikan sebagai konsumen.! Siapapun yang bersebrangan dengan
program pembangunan pemerintah, akan menanggung konsekuensi berhadapan
pada mesin-mesin represi negara.?

Sebagaimana dikatakan oleh Huskens, dalam peristiwa yang terpapar
dalam catatan sejarah, di bawah pemerintahan Soeharto, negara sering
menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai masalah di tingkat lokal
maupun nasional. Sementara itu, para pejabatnya cendrung menciptakan hukum-

hukum sendiri demi melayani kepentingan-kepentinganya sendiri pula.®

'Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3S,
1986), him. 29.

2Samuel Gultom, Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap
Kekerasan Negara, (Jakarta: ELSAM, 2003), him. 95.

3R. W. Hefner, “Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia”,
dalam buku Soeharto Sehat Asvi Warman Adam (ed), yang dikutip oleh Baskara
T Wardaya, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), him. 167. Dalam istilah Henfer,
dengan pendekatan kekerasan itu pemerintah Soeharto telah menjadikan Indonesia
layak untuk disebut sebagai negara yang “tak beradab”. Hal ini tak terlepas dari
fakta bahwa, proses pembangunan yang dilakukan selama 32 tahun turut pula
disertai dengan berbagai macam tragedi kemanusian yang memakan korban tak
sedikit. Mulai dari tragedi G 30 S, Peristiwa Malari, Operasi khusus, penggusuran
pembangunan waduk-waduk di berbagai daerah, peristiwa Tanjung Priok dan
Kasus Trisakti.



Kasus Kedung Ombo merupakan refleksi dominasi negara atas
masyarakat dalam konteks pembangunan. Pembangunan waduk Kedung Ombo di
Jawa Tengah, diimplementasikan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat
setempat, bahkan terbilang koersif.*

Pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana
proyek pengembangan wilayah sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang,
Lusi, dan Juwana). Proyek ini merupakan proyek lapar tanah yang membutuhkan
lahan luas. Luas genangan waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai
elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha luasan tanah yang
mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek waduk Kedung Ombo.> Areal itu terdiri
dari 2.230 Ha tanah sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655 Ha tegalan, 30 Ha
perkebunan dan sisanya merupakan hutan.®

Luas areal lahan, sebagaimana yang terpapar di atas mencakup tiga
wilayah kabupaten yakni, Grobogan, Sragen dan Boyolali.” Di Kabupaten
Boyolali, proyek waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan tanah seluas
1.503,6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa tersebut
diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu,

Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam Kecamatan

“Gultom, loc. cit.
5 Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), him. 43.

®Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim
Agung Buat Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1997), him.7-8.

"World Bank, Recent Experience With Involuntary Resettlement
Indonesia-Kedung Ombo, (World Bank, 1998), Report No. 17540, him. 2.



Kemusu.® Penduduk yang terkena proyek pembangunan waduk Kedung Ombo
secara keseluruhan berjumlah 5.391 kepala keluarga. Lebih dari separuh
diantaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kemusu.®

Jumlah keseluruhan biaya pembangunan waduk Kedung Ombo, termasuk
anggaran untuk pembebasan tanah, bangunan rumah dan tanaman (karang Kitri)
milik penduduk yang dikeluarkan untuk merealisasikan megaproyek tersebut
tercatat sekitar Rp 495,52 miliar.!° Biaya ini berasal dari dana pinjaman Bank
Dunia Nomor 2543-IND sebesar USD $ 156 juta dan Bank Exim Jepang sebanyak
USD $ 25,2 juta.!’ Dengan demikian dana pinjaman dari dua lembaga itu
berjumlah USD $ 181,2 juta atau kira-kira RP 453 miliar (kurs rupiah terhadap
dolar saat itu Rp 2.500/ dolar AS).*?

Proyek ini diklaim pemerintah akan membawa keuntungan dan
keberhasilan. Proyek waduk Kedung Ombo selain untuk pengendali banjir,
bertujuan juga untuk menciptakan pembangkit listrik sebesar 22, 5 megawatt yang
akan menerangi 59 ribu rumah warga, mengairi areal persawahan seluas 87.000

hektar, dan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan industri di Ibukota Jawa

8Stanley, loc. cit.
®Ibid., him. 44.

Ojsdiyanto, Menyelami Kedungombo: Investigasi Wartawan, (Semarang:
Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2002), him. 9.

1 Abdul Muntholib, “From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of
Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia”,
The Social Science 11, 2016, Volume 13, him. 3341.

12)sdiyanto, loc. cit.



Tengah Semarang. Waduk Kedung Ombo akan membawa kesejahteraan bagi
masyarakat.?

Namun demikian, proyek ini justru diwarnai dengan penolakan sebagian
besar warga terdampak khususnya di wilayah Kemusu. Mereka menolak ganti
rugi yang diberikan pemerintah atas lahan yang bakal terkena dampak
pembangunan waduk. Beberapa tokoh di Kemusu bahkan pernah menggabungkan
diri dalam sebuah gerakan dan bertekad bulat untuk menolak pendataan tanah,
ganti rugi maupun program transmigrasi.** Hal serupa ditulis oleh Karmono, yang
mengungkapkan bahwa penolakan warga terhadap pembangunan waduk tidak
terlepas karena tidak dilibatkannya warga dalam perumusan kebijakan untuk
penentuan besaran kompensasi ganti rugi tanah. Alhasil, yang terjadi adalah
ketetapan besaran ganti rugi yang dipatok oleh pemerintah kepada warga jauh di
bawah harga tanah pada umumnya di Boyolali dan sekitarnya pada waktu itu.*

Di sisi lain, selain soal ganti rugi tanah yang rendah, penolakan warga
terhadap pembangunan waduk dilatarbelakangi juga oleh nilai-nilai sosial yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti pemahaman bahwa tanah

kelahiran adalah tumpah darah yang sekaligus sebagai tempat tinggal sehingga

Birene Hadiprayitno, Hazard Or Right? The dialectics Of Development
Practice and The Internationally Declared Right to Development, With Special
Reference to Indonesia, (Oxford: Intersentia, 2009), him. 1.

“Imron Rosyid Taufikkur Rahman, “Protes Petani di Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (1985-1993)”, Skripsi pada Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sebelas Maret, 1998, him. 68.

BKarmono, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka
Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah
Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna
Melindungi Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)”, Tesis Jurusan Hukum
Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro, 2005, him. 61.



perlu dipertahankan hingga tumpah darah. Sebagaimana disampaikan oleh
Wijayati yang meminjam dari pendapat Sudargo, bahwa persoalan tanah
merupakan persoalan yang peka dan untuk itulah dipertaruhkan jiwa.®
Perlawanan warga sebagai upaya memperjuangkan hak-hak atas tanah dan
ruang hidup terhadap proses pembangunan waduk yang dilakukan pemerintah
dengan dalih kepentingan umum, masih terus berlangsung hingga hari ini. Hal itu
tidak lepas dari arogansi pemerintah yang mengalienasi ruang hidup warga tanpa
memperhitungkan kelayakan hidup jangka panjang bagi mereka yang terdampak.

Oleh sebab itu, persoalan ini masih menarik dan relevan untuk dibahas.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah mengapa sebagaian besar warga
Kemusu melakukan perlawanan terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo.
Dari permasalahan pokok ini diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan
penelitian.

1. Apa alasan waga Kemusu melakukan penolakan terhadap pembangunan
waduk?

2. Bagaimana bentuk perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan?

®putri Agus Wijayati, “Pemilikan dan Penguasaan Tanah (Desa di Jawa
Timur)”, dalam Forum IImu Sosial, 2008, VVolume 13, Nomor 1, him. 75.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan sebagian besar
warga Kemusu dalam melakukan perlawanan, begitu pula dengan bentuk-bentuk
perlawanan yang dilakukan, serta meninjau bagaimana pemerintah merespon hal
tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk menghadirkan historiografi
sejarah Kedung Ombo yang menempatkan korban penggusuran sebagai subyek
dalam sejarah. Perlawanan masyarakat Kemusu yang menjadi korban
pembangunan waduk Kedung Ombo adalah fakta historis yang tak boleh

diabaikan dan penting dicatat dalam sejarah.

D. Ruang Lingkup

Seperti produk akademik lainnya, penelitian ini dibatasi dalam ruang
lingkup, baik spasial dan juga temporal. Secara spasial, penelitian ini difokuskan
di daerah yang secara administratif masuk ke dalam Kecamatan Kemusu. Hal ini
pun masih dibatasi pada desa-desa di Kemusu yang wilayahnya terkena dampak
pembangunan waduk. Dari 13 desa yang secara administrasi masuk wilayah
Kemusu, terdapat sembilan desa yang terkena dampak pembangunan waduk.
Sembilan desa tersebut yakni, Desa Wonoharjo, Nglanji, Genengsari, Ngrakum,
Watugede, Klewor, Bawu dan Sarimulyo. Adapun secara temporal, penelitian ini
mengambil rentan waktu antara tahun 1985 hingga 2002. Batasan waktu awal
dipilih, sebab pada tahun tersebut sebagian besar masyarakat menolak ganti rugi
dan memilih bertahan di wilayah pembangunan waduk. Mereka menolak besaran

uang ganti rugi atas lahan mereka yang terkena proyek pembangunan waduk



karena dianggap jumlahnya tidak sebanding dengan harga tanah di sekitarnya
pada waktu itu. Tahun 2002 dipilih sebagai batas akhir waktu dalam ruang
lingkup temporal penelitian ini, sebab pada tahun tersebut upaya perlawanan
masyarakat Kemusu mereda. Hal ini ditandai dengan adanya relokasi sebagian
besar warga yang semula bertahan di lokasi genangan waduk. Pelunakan sikap ini
tidak terlepas dari adanya kebijakan akomodatif pemerintah dengan melakukan
program aksi di Kedung Ombo bagi mereka yang masih bertahan. Program ini
berlangsung selama empat tahun dengan menggunakan anggaran mulai dari
APBD, APBN, hingga bantuan luiar negeri. Program ini dilakukan untuk
menunjukan kepedulian pemerintah terhadap warga yang bertahan di lokasi

genagan air waduk.

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan isu yang
seksi di tahun 1990-an. Mulai dari prosesi pembebasan lahan yang bermasalah
hingga terjadinya penolakan yang ditandai dengan bertahannya sebagian warga di
lokasi penggenangan waduk. Persoalan ini kemudian berimbas pada Kkritik
terhadap pemerintahan Soeharto hingga pihak investor yang mendanai proyek ini
yakni, World Bank dan Bank Exim Jepang. Pihak-pihak ini dianggap yang
bertanggungjawab atas penderitaan warga Kedung Ombo yang tidak terakomodir
hak-hak hidupnya.

Akibat kondisi demikian, maka hingga kini banyak literatur yang memuat

persoalan Kedung Ombo dengan berbagai macam latar belakang dan perspektif.



Dalam perspektif hukum, sebagaimana yang ditulis oleh Nusantara dan Budiman
Tanuredjo.r” Titik berat isi buku mereka lebih kepada peninjauan aspek hukum
pengambilan keputusan Mahkamah Agung mengenai ganti rugi lahan warga
Kedungpring yang tergusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo.
Persengketaan warga Kedungpring di peradilan menjadi fokus dalam kajian ini
dan terutama analisis mereka tentang putusan kasasi dan peninjauan kembali
Mahkamah Agung.

Perspektif yang berbeda dibangun oleh Aditjondro dalam tulisannya yang
berjudul The Media as Development “Textbook”: A Case Study on Information
Distortion in The Debate about the Soscial Impact of an Indonesian Dam, yang
melihat persoalan konflik di Kedung Ombo dibangun oleh peran media sebagai
penyokong wacana dari pemerintah dalam upaya mengaburkan dan
memutarbalikkan fakta-fakta mengenai dampak sosial yang diterima masyarakat
sebagai korban pembangunan waduk Kedung Ombo.*® Dalam tulisannya yang
berbeda, berjudul Large dam Victions and Their Defenders: The Emergence of an
Anti-dam Movement In Indonesia, yang melihat persoalan konflik di Kedung
Ombo dari perspektif wacana pembangunan dan kepentingan umum.®®

Menurutnya konflik di Kedung Ombo sangat sarat dengan munculnya

17 Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, loc. cit.

8George Junus Aditjondro, “The Media as Development “Textbook™: A
Case Study on Information Distortion in The Debate about the Soscial Impact of
an Indonesian Dam dalam Cornel University”, Disertasi pada jurusan Ilmu
Politik, Fakultas Imu Pemerintahan di Cornel University, 1993, him. 78.

YGeorge J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The
Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and
Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources
and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), him. 29-54.



kecemburuan sosial antara mereka yang dijadikan korban pembangunan dengan
mereka yang mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Orang-
orang yang tanahnya diminta untuk pembangunan waduk, karena kesusahan yang
mereka alami, menganggap bahwa pembangunan dengan jargon kemakmuran
adalah mitos belaka. Bagi mereka ternyata yang menikmati adalah orang-orang
yang berada di bawah waduk, sementara mereka yang berkorban alih-alih
mendapatkan kesejahteraan, yang dialami justru sebaliknya—menjadi tumbal
pembangunan.

Karya lain yang mengupas mengenai waduk Kedung Ombo adalah karya
Stanley berjudul Seputar Kedung Ombo, mengetengahkan pula persoalan konflik
antara warga dengan pemerintah dalam proyek pembangunan waduk Kedung
Ombo.2° Stanley berupaya membangun tulisannya dari sudut pandang ilmu-ilmu
sosial, sekalipun persoalan politik yang paling mendapatkan tekanan utama. Dari
berbagai data yang diungkapkan terlihat tulisan Stanley mengakomodasi konflik
di Kedung Ombo hingga sekitar tahun 1990-an.

Kajian yang juga mengulas persoalan konflik waduk Kedung Ombo
adalah karya Prasetyohadi yang berjudul, Democratic Actors in The Kedung
Ombo Land Rights Struggle.?* Dari judulnya titik tekan yang diketengahkan
adalah aktor-aktor yang terlibat dalam perlawanan masyarakat di Kedung Ombo.

Beberapa aktor yang ia analisis diantaranya LSM, Rama Mangunwijaya, media

20Stanley, loc. cit.

?1prasetyohadi, Democratic Actor in The Kedung Ombo Land Right
Struggle (2004), http://democracyandpeace.blogspot.com/2004/11/democratic-
actors-in-kedung-ombo-land.html (diakses 9 Juli 2019).
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massa dan mahasiswa. Cukup menarik dari tulisan ini bukan hanya membedah
apa peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor tersebut, tetapi juga melihat
nilai-nilai yang dipegang oleh aktor-aktor tersebut. Analisanya terhadap tiap aktor
pada dasarnya menggunakan konsep gerakan sosial baru. Persoalan seperti
kesempatan politik, framing dan analisis budaya masing-masing aktor berusaha
untuk dibaca. Meskipun demikian, kajian ini bersifat deskriptif semata dengan
tidak mengambil kesimpulan atas gejala pelaku-pelaku yang bermain dalam
gerakan perlawanan Waduk Kedung Ombo.

Berbeda dengan itu, tulisan lain yang mengangkat persoalan Kedung
Ombo adalah karya Emha Ainun Najib yang berjudul, Gelandangan Di Kampung
Sendiri: Pengaduan Orang-orang Pinggiran.?? Dalam memahami konflik yang
terjadi di Kedung Ombo antara pemerintah dengan masyarakat, Najib
mengartikulasikan gagasannya ke dalam sebuah istilah yang disebut lingsem.
Lingsem menurutnya adalah kondisi psikologi sosial, dimana telah terjadi
peralihan objektivitas persoalan ke dalam subyektivitas sosial. Subyektivitas yang
dimaksudkan adalah ego yang menyangkut harga diri. Persoalan Kedung Ombo
telah beralih dari kepada masalah harga diri daripada persoalan rill yang dihadapi,
yaitu konflik pembebasan tanah. Akhirnya yang muncul adalah kondisi ingin
saling menang, keinginan untuk mengalahkan yang satu terhadap yang lainnya.
Dengan kata lain, penyelesaian masalah pada dasarnya adalah zero sum game,

bukan sebuah solusi konkret atau win-win solution yang mungkin bisa dicapai.

22Emha Ainun Najib, Gelandangan Di Kampung sendiri: Pengaduan
Orang-orang Pinggiran, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2015), him. 5.
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Konsep lingsem yang Najib bangun pada dasarnya adalah akibat
berkelanjutan, dimana pangkal konflik di Kedung Ombo terletak pada pendekatan
pemerintah yang tidak simpatik terhadap masyarakat. Menurutnya permasalahan
di Kedung Ombo sebenarnya dapat diatasi sejak awal jika pemerintah mau
melakukan perundingan kepada masyarakat atas standar ganti rugi, tetapi dengan
cara sportif dan demokratis. Karena tidak terjadinya pendekatan yang demikian
menyebabkan terjadinya konflik yang berbuntut pada lingsem. Oleh sebab itu,
sekalipun Emha Ainun Najib melihat persoalan dari kacamata kognisi, tetapi
variabel budaya yang berupa keengganan penduduk untuk pindah tidak
mendapatkan sorotan olehnya.

Naskah akademik lainnya yang mengangkat persoalan Kedung Ombo
adalah kajian Abdul Muntholib. Dalam papernya yang berjudul From Dry-Land
Farming to Karamba: The Impact of Kedung Ombo Reservoir For Sosio-Cultural
Change in Wonoharjo, Indonesia,?® Abdul Muntholib mengungkapkan ada
perubahan sosial-budaya yang dialami masyarakat Wonoharjo akibat
pembangunan waduk Kedung Ombo. Dari makalah ini penulis terbantu untuk
melihat bagaimana perubahan sosial-budaya itu berlangsung. Meskipun paper ini
terbatas pada pembahasan perubahan sosial-budaya dari pertanian lahan kering ke
model karamba dan kurang mencakup perubahan sosial kehidupan masyarakat
yang lebih kompleks. Menggunakan perspektif yang sama, dengan mengambil

wilayah yang berbeda dilakukan oleh Ardhi Setyawan Novandi?*, menurutnya

23 Muntholib, loc. cit.

24ardhi Setyawan Novandi, “Dampak Pembangunan Waduk Kedung
Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten
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dampak pembangunan waduk secara sosial dan ekonomi juga dirasakan oleh
masyarakat Grobogan, utamanya bagi kalangan petani.

Guntur Arie Wibowo® juga melakukan penelitian terhadap persoalan
Kedung Ombo. Fokus penelitian itu terletak pada upaya para petani di Kecamatan
Kemusu untuk melakukan pemberontakan. Sayanganya makna pemberontakan
hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat reaktif dan abai untuk mengungkapkan
bentuk-bentuk pasif dari penduduk Kemusu sebagai bentuk protes. Penelitian ini
juga terbatas pada tahun 1990-an sehingga tidak mampu menghadirkan
bagaimana kehidupan mereka yang masih melakukan protes hingga tahun-tahun
berikutnya.

Penulis memakai pula laporan World Bank yang berjudul Involuntary
Rersettlement The Large Dam Experience.?® Laporan ini memuat tentang
pengalaman pembangunan bendungan-bendungan di berbagai negara, tak
terkecuali Indonesia yang sebagian proses pembangunannya di danai oleh World
Bank. Dari sini penulis terbantu, contohnya laporan ini memuat jumlah jiwa yang
terdampak atas pembangunan waduk. Tak berhenti disitu dijabarkan pula
bagaimana upaya relokasi yang dilakukan dan seperti apa realisasinya di

lapangan.

Grobogan Tahun 1989-1998”, dalam Skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas IImu
Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019.

Guntur Arie Wibowo, “Pemberontakan Petani Di Kecamatan Kemusu-
Boyolali 1985-1993” Journal Seunneubok Lada, 2014 Volume 1, Nomor 1, him.
8-14.

26World Bank, “Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience”,
dalam Precis, World Bank, 2000, Number. 194, him. 4.



13

Dalam perspektif dialektika mengenai dampak positif maupun negatif
terhadap pembangunan waduk Kedung Ombo dikaji oleh Irene Hadiprayitno.?’
Hasil penelitiannya menunjukan bahwa ada perdebatan antara pihak donatur
pembangunan yakni, World Bank dengan berbagai Media maupun LSM yang
mencoba menceritakan fakta lapangan. Perdebatan ini dapat dilihat dari klaim
sepihak World Bank dan pemerintah Indonesia yang menganggap problem di
Kedung Ombo telah selesai. Namun demikian, munculnya pemberitaan yang
menarasikan masalah Kedung Ombo sebagai sebuah proyek yang gagal dalam
mengakomodir hak-hak warga yang terdampak oleh media dan LSM, menjadi
sebuah kritik terhadap pemerintah selaku pihak pelaksana proyek dan sekaligus
terhadap donatur proyek tersebut.

Dari berbagai macam kajian di atas, minim literatur yang mengkaji
persoalan waduk Kedung Ombo, khususnya di Kemusu dalam perspektif sejarah
yang menempatkan korban pembangunan waduk Kedung Ombo sebagai subyek
sejarah. Selain itu, dari lingkup temporal berbagai literatur di atas, belum ada
yang mengkaji mengenai tema resistensi warga di Kemusu dalam menghadapi
pembangunan waduk Kedung Ombo pada rentan waktu 1985 hingga 2002.
Berbagai penelitian di atas lebih banyak berkonsentrasi pada tahun 1990-an.
Tulisan Stanley memang mengetengahkan masalah yang terjadi di Kedung Ombo,
tetapi pembahasan mengenai warga Kemusu yang bertahan hanya sebatas sebagai
salah satu fakta pelengkap dalam kajiannya yang memiliki ruang lingkup lebih

luas (Kedung Ombo). Selain itu juga terbatas pada sisi temporal tahun 1990-an.

2'Hadiprayitno, loc. cit.
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Demikian juga tulisan Guntur Arie Wibowo, yang sekalipun mengkaji
permasalahan Kedung Ombo dengan mengambil lingkup spasial di Kemusu,
namun terbatas di sisi temporal pada 1990-an sehingga tidak menghadirkan sisi
kehidupan setelah tahun itu yang sebenarnya banyak terjadi peristiwa penting,
yang sayang bila tidak dihadirkan dalam penulisan sejarah. Demikian juga tulisan
Aditjondro, Abdul Muntholib, Nusantara dan Budiman Tanurejo, serta Emha
Ainun Najib, dimana mereka membangun tulisannya berdasarkan perspektif
mereka masing-masing seperti telah diuraikan di atas. Kalaupun tulisan ini ada
singgungan dengan kajian-kajian di atas, hal itu sebatas penggunaan fakta. Oleh
sebab itu, sekalipun banyak penulis menjadikan konflik Kedung Ombo sebagai

tema kajiannya, tetapi tulisan ini berbeda dengan kajian-kajian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada
empat langkah yang digunakan dalam penelitian ini: pengumpulan sumber
(heuristik), pengujian sumber (Kkritisisme), interpretasi dan penceritaan atau

penyajian (sinthese dan penulisan).?

28Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang
Budaya, 1999), him. 89. Penjelasan mengenai metode penelitian sejarah juga
disebutkan dalam dua buku Kuntowijoyo lainnya yang berjudul Metodologi
Sejarah dan Penjelasan Sejarah. Lihat juga Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan
Sejarah (Panitia Pengadaan Buku Ajar Gugus Pengembangan Mutu Akademik
Pusat Penjamin Mutu Universitas Negeri Semarang dan Penerbit Unnes Press:
2007), him. 9.
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1. Heuristik

Secara umum sumber yang digunakan dalam penelitian terbagi ke dalam dua
jenis, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan.
a. Sumber Tertulis

Ada dua jenis sumber tertulis yang digunakan, yaitu sumber primer kearsipan
dan sumber sekunder?® yang meliputi berbagai macam karya yang terkait dengan
masalah Kedung Ombo. Pencarian kedua sumber ini dilakukan dengan cara terjun
ke lapangan dalam berbagai tempat. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Boyolali maupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah, banyak didapatkan arsip-arsip yang terkait dengan masalah Kedung
Ombo. Salah satunya adalah arsip soal relokasi penduduk yang berada di wilayah
perhutani dan surat keputusan soal ganti rugi lahan bagi warga terdampak
pembangunan waduk Kedung Ombo, sedangkan salah satu dokumentasi yang
didapatkan adalah potret masyarakat yang berjuang melawan genangan air waduk.

Sumber arsip lainnya juga diperoleh dari koleksi perorangan, maupun instansi
lain. Tokoh-tokoh Kedung Ombo yang saya temui memberikan sumbangan besar
koleksi arsip mereka dan beberapa kliping dari surat kabar dan majalah. Dalam
konteks gerakan di Kedung Ombo, mereka adalah orang-orang yang memainkan
peran aktif, salah satu tokohnya adalah Bapak Jaswadi.

Banyaknya surat kabar yang membahas mengenai pembangunan waduk

Kedung Ombo dengan berbagai hal yang menyertainya menjadi salah satu sumber

29 ouis Gottschalk, Understanding History: a primer of historical method,
diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto dengan judul Mengerti Sejarah
(Jakarta: Ul-Press, 1986), him. 35.
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primer yang juga saya gunakan. Mencuatnya berita-berita tersebut pada tahun-
tahun 1989-1990 di berbagai surat kabar ternama seperti, Suara Merdeka,
Kompas, Kedaulatan Rakyat, Wawasan, Suara pembaharuan, Forum Keadilan
membatu saya untuk mendapatkan data dan menganalisis persoalan dalam
pembangunan waduk Kedung Ombo. Berbagai majalah juga menjadi rujukan
dalam mencari berbagai informasi terkait Kedung Ombo. Diantaranya seperti
Majalah Tempo, Radar dan Editor.

Literatur-literatur kepustaaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti menjadi sumber tertulis sekunder yang juga digunakan.
Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan berguna sebagai bahan
pembanding, pelengkap dan penganalisa guna memperdalam permasalahan yang
dibahas.

Buku-buku yang dipakai diantaranya karya Stanley berjudul Seputar
Kedung Ombo, buku berjudul Dua Kado Hakim Agung buat Kedung Ombo:
Tinjauan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Kedung Ombo yang
ditulis oleh Abdul Hakim Garuda Nusantaraa dan Budiman Tanuredjo dan
beberapa buku lainnya yang terkait. Sedangkan untuk jurnal yang dipakai adalah
yang memuat karya Abdul Mutolib dan George Junus Aditjondro.

b. Sumber Lisan
Sumber lisan dapat dikatakan sebagai informasi yang terkait dengan masalah
penelitian yang dituturkan oleh orang sebagai pelaku (primer) ataupun orang yang

mendengar tentang peristiwa (sekunder).2® Untuk masalah Kedung Ombo yang

%0 1bid., him. 36.
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banyak didapatkan informasi dari orang-orang yang secara langsung berhubungan
dengan masalah Kedung Ombo. Informasi lisan diperoleh dengan cara terjun
langsung ke lapangan dengan wawancara. Pencarian sumber lisan dalam
penelilitian ini dibantu oleh beberapa narasumber antara lain, Jaswadi, Sadi,
Widarti, Jimin, Darsono, Karmono, Senen, Tulus, Suroto, dan Parno.
2. Kritik Sumber

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah kritik sumber. Ada dua
kritik yang dilakukan, yaitu kritik eksternal dan internal. Dalam tahap ini saya
melakukan penilaian mana yang relevan untuk dimasukan refrensi dan sumber
mana yang tidak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesahihan sumber dan
data penelitian.
3. Interpretasi

Kuntowijoyo mengatakan jika pada tahap ini adalah biangnya
subyektivitas penulis yang masuk dalam tulisan mereka.3' Ada dua hal yang
sebenarnya dapat dipahami atas subyektivitas penulisan. Pertama, karena adanya
kepentingan dan tendensi. Kedua, subyektivitas sebagai interpretatif akademik.
Untuk hal yang disebut pertama, sebuah karya ilmiah sudah semestinya dapat
melepaskan diri dari berbagai macam kepentingan, prasangka dan emosi pribadi
penulis. Satu-satunya yang dibela adalah kebenaran itu sendiri. Tentunya saja
kebenaran yang dimaksud adalah interpretasi subyektif penulis yang didasarkan

pada data dan konsep yang dipegang. Dalam kategori kedua ini, maka penulisan

31 Kuntowijoyo, op. cit., him. 100.
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sejarah secara akademik adalah sah, sebab mendasarkan diri kepada metodologi.
Pada tahap ini saya pun mulai melakukan praktik menafsirkan fakta-fakta yang
diperoleh dari data yang telah diseleksi.
4. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, dimana saya
melakukan penulisan sejarah yang terejawantah dalam tulisan ini. Penulisan yang
dipakai menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan.
Beberapa istilah lokal juga dipakai untuk memeperjelas pemahaman masyarakat
yang bersangkutan, tetapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang
berlaku.

Dari segi penulisan, penyajian narasi yang dipakai berbentuk tematik.
Namun demikian, hubungan antar bab dalam tulisan ini sebisa mungkin dibangun
berdasarkan hubungan waktu agar aspek perubahan yang membangun kontinuitas

antar bagian dapat dipahami dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari pembahasan yang ada di
dalam tulisan ini. Penulisan dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang
isinya memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah,
tujuan penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, metode penelitian dan
sistematika penulisan yang tertuang dalam Bab Satu. Penulisan dilanjutkan
dengan pembahasan mengenai penjabaran watak pemerintahan Soeharto yang

berkuasa secara politis dan menerapkan pembangunan secara otoriter. Watak ini
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salah satunya termanifestasikan dalam pembangunan waduk Kedung Ombo.
Pembahasan ini tertuang dalam bab dua. Dalam bab tiga, memuat alasan-alasan
warga dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan waduk. Alasan ini
terkait dengan kompensasi besaran ganti rugi yang dinilai masyarakat tidak
sepadan dengan harga tanah di sekitaran Kemusu. Pembahasan di bab selanjutnya
lebih mengarah pada berbagai bentuk upaya masyarakat Kemusu yang bertahan
dalam menghadapi genangan air waduk yang semakin naik pasca pintu waduk
ditutup. Realitas ini kemudian menimbulkan kepedulian dari mahasiswa, ormas
hingga LSM. Beberapa diantaranya mengunjungi lokasi Kemusu dan juga
mengadakan aksi untuk menyuarakan penderitaan yang dialami masyarakat di
lokasi genangan. Akhirnya, berbagai kampanye itu mampu untuk membuat
pemerintah mulai mengakomodasi keinginan masyarakat dan diwujudkan dengan
kebijakan yang kooperatif bagi sebagian warga yang masih bertahan di lokasi
waduk. Penulisan penelitian ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang tertuang

dalam bab lima.



BAB 2
PEMBANGUNAN VERSUS PENGGUSURAN

A. Kuasa Politik Orde Baru

Soeharto merupakan presiden Republik Indonesia yang kedua setelah
menggantikan Soekarno pasca melalui tragedi kemanusian luar biasa pada 1965,
yang kemudian dikenal sebagai gerakan G 30 S.! Pada pemerintahan Soeharto atau
yang akrab dikenal sebagai masa pemerintahan Orde Baru segala aktivitas politik
dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah dengan dalih menjaga stabilitas nasional,
hingga tak ada satupun partai yang mampu menyaingi Golkar, selaku kendaraan

politik Soeharto dan semua rakyat dibuat bungkam olehnya.? Di Bidang Ekonomi,

Peristiva G 30 S dianggap banyak pihak sebagai bagian dari Kudeta
Merangkak Soeharto. Peristiwa ini disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga
Puluh September) atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober), namun karena
kepentingan politik Seoharto, maka selama masa pemerintahanya peristiwa ini
lazim disebut sebagai G30S/PKI 1965. Tiga kekuatan politik utama bangsa yang
kala itu diwakili partai dan ideologi PNI, Partai Islam, dan PKI harus saling serang
dan membantai pada peristiwa gerakan G30S. Terlepas dengan segala
kontroversinya peristiwa ini menyisakan konflik dan dampak yang berkepanjangan.
Tentu dalam hal ini PKI menjadi perhatian karena dianggap sebagai dalang atas
hilangnya nyawa 7 Jenderal waktu itu dan dicap sebagai pihak yang akan
melakukan pemberontakan. Namun seiring banyaknya studi dan penelitian mulai
banyak yang berdalih bahwa, dalam berbagai kesimpulan justru mengungkap PKI
hanyalah kambing hitam guna melanggengkan posisi Soeharto untuk naik ke
puncak singgasana dengan CIA (Amerika Serikat) berada dibelakangnya. Lihat:
Herman Dwi Cipta, Kontroversi G 30 S, (Jakarta: Palapa, 2013), hIm.176. Lihat
juga Baskara T Wardaya, Membongkar Supersemar Dari CIA Hingga Kudeta
Merangkak Melawan Bung Karno, (Yogyakarta: Galang Press, 2009).

2Kuasa posisi politik Soeharto semakin kentara tatkala pada 1975
pemerintah dengan berani melakukan perampingan partai menjadi hanya tiga
partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi
Pembangunan (PDI). PPP adalah fusi dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi,
PSII, dan Perti). Sedangkan PDI adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik,
IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia), Murba. Lihat: Phil Gustiana IM,
Wajah Toleransi NU:Sikap NU Terhadap kebijakan Pemerintah Atas Umat Islam,
(Jakarta: RM books, 2012), him. 86.

20
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melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Soeharto mulai
membuka keran penanaman modal asing dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 1 tahun 1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki
saham 5% dalam sektor strategis yang semula pada masa pemerintahan Soekarno
ditutup. Setahun berselang, kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-
undang No. 6 Tahun 1968 yang mana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi
49% sebagai upaya untuk menggenjot pembangunan di tanah air.

Kebijakan penanaman modal asing jelas menjungkirbalikkan semangat dari
UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal
dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). Hal ini dapat dipahami
mengingat, masuknya kapital atau modal yang mengusung semangat pembangunan
akan membutuhkan ruang, terkhusus adalah lahan. Lahan diperlakukan sebagai
komoditas di bawah kapitalisme yang berfungsi menggerakkan arus modal untuk
menghasilkan akumulasi nilai.*

UUPA merupakan produk revolusioner perundang-undangan yang
mengatur distribusi lahan di tanah air yang semula sempat lahir di masa
pemerintahan Soekarno pada 24 September 1960, namun sayangnya belum sempat
dilaksanakan sama sekali. Undang-undang ini antara lain mengatur pembatasan

penguasaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh

3Syamsul Hadi dkk, Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan
Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Indonesia Berdikari,
2012), him 18.

*Neil Smith, Uneven Development: Nature, Capital and the Production of
Space, (Oxford: ldeas — Basil Blackwell (1991)), him. 94-96.
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hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak
milik. Lahirnya UU Penanaman Modal Asing yang kemudian dilanjutkan dengan
lahirnya pula UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, akan berdampak
terhadap status suatu lahan atau tanah yang rentan untuk menjadi sebuah komoditas
yang diperebutkan. Hal ini kemudian memicu banyaknya konflik perampasan tanah
yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sekaligus menjadi bukti pengkhianatan
terhadap mandat UUPA.°

Kebijakan di atas bagi pemerintah adalah sebuah langkah yang ditempuh
untuk merealisasikan paradigma developmentalisme yang dianut oleh pemerintah
Orde Baru. Developmentalisme sendiri merupakan sebuah diskurs pembangunan
yang diciptakan negara-negara maju untuk mendominasi negara-negara
berkembang. Mereka menggunakan alasan untuk memecahkan masalah
keterbelakangan yang dirancang setelah Perang Dunia Kedua. Setelah dilontarkan
diskurs pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi
ekonomi pada negara dunia ketiga, tetapi diskurs pembangunan itu sendiri justru
menjadi media penghancur segenap gagasan alternatif rakyat Dunia Ketiga
terhadap kapitalisme.®

Dalam paradigma demikian, pemerintah menerapkan konsep Trilogi

pembangunan yang dipandang sebagai kata kunci untuk merealisasikan

SHendri F. Isnaeni, Reforma Agraria: Konflik Agraria Terjadi Karena
UUPA Tidak Dijalankan, (Jakarta: Historia, 2012), him. 4.

®Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan, (Yogyakarta: Insist Press,
2011) him. 186.
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kemakmuran masyarakat. Ada tiga hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama
terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis; terjadinya pertumbuhan ekonomi
yang tinggi; dan terjadinya pemerataan pembangunan.” Konsep ini
termanifestasikan dalam bentuk program Replita 5 tahunan yang menjadi payung
hukum dalam menjalankan proyek-proyek pembangunan.®

Segala kebijakan tentang pembangunan kemudian diperkuat dengan model
pemerintahan yang sentralistik, yang mana segala kebijakan diatur, direncanakan,
serta dikontrol oleh pusat. Pada pemerintahan orde baru, rakyat tak mampu berbuat
banyak hal, kecuali tunduk pada segala keputusan pemerintah. Wajah pemerintahan
saat itu lebih banyak sebagai manifestasi dari penguasa yang otoriter, tidak
kompromistis dan menentukan segalanya. Di lain hal, dalam kondisi saat itu tak ada
satupun kekuatan poltis di tanah air yang mampu mengintervensi kebijakan
Soeharto.’

Kebijakan pembangunan proyek-proyek kemudian berimbas pada
eksploitasi pemanfaatan lahan yang meningkat. Pemerintah gencar melakukan

pembebasan lahan demi memperlancar proyeknya. Saat itulah terjadi banyak

"Trilogi ini ini sering dikenal sebagai stabilitas, pembangunan, dan
pemerataan. Dalam penerapannya pemerintah ode baru beranggapan bahwa dalm
menciptakan stabilitas negara dibutuhkan satu ideologi dalam segala bidang.
Kehidupan politik dan konflik ideologi yang tinggi pada masa orde lama dinilai
tidak kondusif dalam menciptakan berjalannya pembangunan bangsa. Lihat:
Sulastomo, Hari-hari yang Panjang: Transisi Orde Lama ke Orde Baru, (Jakarta:
Kompas, 2008), him. 91.

8Baskara T Wardaya, "Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan
Orde Baru Secara Kritis", dalam Soeharto Sehat, Asvi Warman Adam (ed),
(Yogyakarta: Galang Press, 2006), him. 26.

°Samuel Gultom, Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap
Kekerasan Negara, (Jakarta: ELSAM, 2003), him. 13.
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gejolak perampasan tanah. Kasus Tapos pada 1971 dalam pembuatan lapangan
golf, yang mana PT Rejo Sari Bumi (RSB) yang sebagian besar sahamnya dimiliki
anak-anak Soeharto merampas lahan petani Desa Cibedug dan desa lain di
sekitarnya untuk mewujudkan obsesi Soeharto memiliki ranch. Tanah seluas 31,6
hektare itu dibuldoser untuk pembangunan lapangan golf Cibodas. Petani
penggarap dan buruh dipaksa menerima uang ganti rugi sebesar Rp 30 per m2.
Kasus perampasan semacam itu juga terjadi di belengguan Situbondo, kasus
pariwisata di Parang Gupito, kasus di Majalengka hingga kasus di Sumenep.°
Tindakan serupa diterapkan pemerintah tatkala Soeharto membangun
berbagai proyek waduk atu bendungan di Jawa.'! Mulai dari perencanaan waduk
Jipang di Jawa timur, waduk Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa tengah, serta

bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.> Di Jipang, waduk ini

°Djanto Bachriadi dan Anton Lucas, Merampas Tanah Rakyat: Kasus
Tapos dan Cimacan, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi
dan Ford Foundation, 2001), him. 8.

11Secara hukum, landasan pemerintah dalam membangun waduk maupun
bendungan adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam
pelaksanaannya diterbitkan pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke Empat (1984/1985-
1988/1989). Tujuan pembangunan waduk maupun bendungan ini dijelaskan dalam
Bab | yang memuat Tujuan dan Sasaran-Sasaran Pokok Pembangunan. Dalam
dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan waduk ditujukan untuk
menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau seperti: kebutuhan air minum,
pertanian, serta penyediaan air industri dan kelistrikan, penggelontoran drainase
kota dan pengendalian banjir. Program pembangunan waduk ini kemudian masuk
dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang setiap tahunnya diserahkan Presiden kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Lihat: Kepres Nomor 21 tahun 1984 Tentang
Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita 1) 1984/85-1988/89.

2George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The
Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and
Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources
and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), him. 29-54.
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menenggelamkan 7.000 Ha tanah yang dihuni 50.000 jiwa. Hal serupa terjadi di
Wonogiri, pembangunan waduk Gajah Mungkur yang berlangsung sejak 1978
harus diterima warga dengan hanya mendapat ganti rugi Rp 280 per m?, padahal
harga pasaran Rp 500 per m2. Di Mrica Banjarnegara juga terjadi hal yang sama,
pembangunan bendungan untuk PLTA yang dimulai pada 1982 ini berakhir dengan
kekalahan rakyat yang harus rela digusur negara.’® Begitupun yang terjadi di
Saguling dan Cirata Jawa Barat di tahun yang sama.**

Dalam kasus Kedung Ombo yang sebagian besar dana pembangunannya

merupakan pinjaman Bank Dunia dan Bank Exim Jepang misalnya, rakyat diminta

13_aporan-laporan ini ditulis oleh George Junus Aditjondro pula dalam
sebuah kata pengantar untuk buku Seputar Kedung Ombo yang ditulis oleh Stanley.
Pengantar ini cukup panjang karena termuat dalam 20 halaman. Stanley, Seputar
Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), him. 17-37.

14Selain didukung oleh kebijakan Undang-undang Penanaman Modal Asing
dan ideologi pembangunan, program pembangunan waduk merupakan aplikasi dari
Revolusi Hijau yang berorientasi untuk mencapai intensifikasi hasil pertanian.
Revolusi Hijau sendiri pertama kali tercetus di Meksiko ketika pakar agronomi asal
Amerika Serikat, Norman Borlaug, berupaya membawa konsep pertanian modern
Amerika Serikat ke Meksiko guna merubah konstelasi pangan dan pertanian di
negara tersebut. Feeding the worlds growing population, adalah semboyan
optimisme yang dibawa program Revolusi Hijau untuk dikampanyekan ke berbagai
negara di dunia melalui U.S Agency for International Development (USAID). Di
Indonesia program itu deiterjemahkan ke dalam apa yang disebut sebagai Panca
Usaha Tani, yang antara lain berisi: (1) Pengunaan bibit unggul; (2) Pemupukan;
(3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara
bercocok tanam. Bendungan/ waduk sendiri merupakan terjemahan atas program
tersebut pada poin 4 dan mendapat prioritas dalam Program Replita pada masa Orde
baru. Namun demikian, perlu diingat bahwa Revolusi Hijau bukanlah sebentuk
kemajuan IPTEK yang sama sekali bebas kepentingan, realitasnya istilah Revolusi
Hijau kerap dilawankan dengan istilah “Revolusi Merah” yang mana pada dekade
1950-an hingga 1960-an hampir separuh rezim di dunia mengatasnamakan diri
berpijak di atas nilai-nalai marxisme. Wahyu Budi Nugroho, “Konstruksi Sosial
Revolusi Hijau di Era Orde Baru”, dalam Journal on Socio-Economics of
Agriculture and Agribusiness, 2018 VVolume 12, Nomor 1, him. 56-62.
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pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek.'®
Dengan dalih Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, pemerintah merasa legal dalam
memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah sebagai obyek
pembangunan.’® Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi
atau pindah ke permukiman baru. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar
atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori
surat pernyataan untuk kesedian menerima ganti rugi uang sebesar yang telah

ditetapkan.'’

B. Tatanan Masyarakat yang Terusik

Mayoritas penduduk Kemusu yang terkena dampak pembangunan waduk
Kedung Ombo bermata pencaharian sebagai petani. Ada petani penggarap sendiri
dan buruh tani. Terdapat 8.398 orang yang menjadi petani penggarap sendiri dan
7.491 orang bekerja sebagai buruh tani, sedangkan lainnya bekerja sebagai buruh
industri sebanyak 796 orang, buruh bangunan jumlahnya ada 2258 jiwa. Terdapat

pula pedagang yang bisa dibilang sebagai matapencaharian minoritas di Kemusu

°Stanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), him. 79.

18K armono, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan
tanah untuk Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wilayah Kabupaten
Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada Efektifitas Hukum Guna Melindungi
Golongan yang Lemah dalam Masyaraka)”, Tesis Jurusan Hukum Fakultas Hukum
di Universitas Diponegoro, 2005, him. 21.

Y)sdiyanto, Menyelami Kedung Ombo, (Semarang: Kelompok Diskusi
Wartawan Provinsi Jawa Tengah, 2003), him. 4-5.
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yakni 130 orang, sedangkan jumlah pegawai di Kemusu terdapat 517 orang atau

jiwa. Data selengkapnya bisa dilihat dalam tabel 1 yang disajikan di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Penduduk di Kemusu Menurut Mata Pencaharian 1983

Desa Petani Buruh | Buruh Buruh Peda- | Pega-
Sendiri | Tani Industri | Bangu- | gang | wai
nan
1. Kamuman 720 860 365 330 15 36
2. Kendel 1412 552 142 150 - 69
3. Bawu 752 1517 38 180 - 21
4. Klewor 560 482 28 67 10 45
5. Sarimulyo 335 327 - 216 17 19
6. Watugede 341 87 6 25 - 12
7. Ngrakum 521 87 35 67 28 32
8. Genengsari 257 35 41 212 36 127
9. Kemusu 772 642 16 312 13 37
10. Lemahireng 212 335 86 324 - 12
11. Guwo 360 174 7 125 2 64
12. Nglanji 875 1800 |32 145 3 11
13. Wonoharjo 1281 773 - 107 6 32
Jumlah 8398 7491 796 2258 130 517

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1983, BPS Boyolali

Banyaknya jumlah petani di Kemusu tidak terlepas dari kondisi kesuburan

wilayah tersebut. Hal ini berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian di

Kemusu. Dengan menggunakan data di tahun 1983 terdapat 8.398 petani

penggarap, mereka mampu menghasilkan 7.075 ton padi sawah, 607 ton padi

ladang, 7.700 ton jagung, 5.717 ton ketela pohon, 150 ton kacang tanah, 179 ton

kedelai. Artinya bila kita rata-rata satu petani penggarap di kemusu dalam jangka

satu tahun dapat menghasilkan 0,85 ton padi sawah; 0,073 ton padi ladang; 0,92 ton



28

jagung; 0,68 ton ketela pohon; 0,02 ton kacang tanah; 0,02 ton kedelai.!® Hasil ini
bahkan lebih dari cukup untuk dikonsumsi sehari-hari. Mereka juga menghasilkan
buah-buahan seperti pisang, nangka dan lain-lain. Hasil pertanian ini selain
digunakan untuk konsumsi pribadi dan sisanya umumnya dijual ke kota atau
wilayah lain.*

Tabel 2. Produksi Pertanian di Kemusu dari tahun 1980-1984

Tahun Padi Padi Jagung | Ketela Kacang | Kedelai
sawah Ladang (ton) Pohon Tanah (ton)
(ton) (ton) (ton) (ton)
1980 6.029 - 4.570 9.721 263 158
1981 8.884 1.350 7.848 14.412 560 192
1982 9.196 - 1.427 4.539 167 222
1983 7.075 607 7.700 5.717 150 179
1984 8.306 749 6.459 9.030 369 353
Sumber: Diolah dari BPS Kabupaten Boyolali, Kabupaten Boyolali dalam angka
1980-1984

Menurut penuturan Senen mereka terkadang menjual hasil buah-buahan
seperti pisang sampai ke pasar Legi di Solo. Meskipun jauh, menurutnya ini adalah
cara agar mendapatkan keuntungan lebih, karena harga di pasar Solo jauh lebih
tinggi bila dibandingkan di sekitaran Boyolali. Tak hanya hasil buah, dia bahkan

menjual bambu pula. Perjalanan dari Kemusu ke Solo ditempuh dengan jalan kaki.

18 Angka-angka ini merupakan hasil kalkulasi penulis dengan mengacu pada
data laporan BPS Kabupaten Boyolali di tahun 1983. Angka-angka kalkulasi ini
mnejadi penting untuk menunjukan seberapa jauh hasil pertanian di Kemusu waktu
itu. Produktivitas ini menjadi penting untuk menilai seberapa jauh tingkat
perekonomian di Kemusu sebelum dibangunnya waduk.

Stanley,op.cit., him. 45
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Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sampai dengan 8 jam. Senen berangkat
sekitar jam setengah 5 setelah menunaikan shalat Subuh. Selama perjalanan mereka
bisa sampai beristirahat 3-5 kali tergantung dengan beratnya barang dagangan yang
mereka bawa. Sampai di Solo, orang-orang Kemusu seperti Senen menginap di
rumah saudara sebelum keesokan harinya kembali lagi ke Kemusu.?°

Secara ekonomi, penduduk Kemusu bila dilihat dari tingkat penghasilan
yang diperoleh dapat dikatakan cukup besar. Misalnya di desa-desa di lingkungan
proyek Kedung Ombo, seorang buruh tani dapat menerima upah Rp 500,- per hari
untuk 4 jam kerja.?! Para buruh tani biasanya bekerja pagi mulai jam 7 hingga jam
11. Mereka kemudian kembali bekerja pukul 2 sampai jam 5, artinya dalam sehari
seorang buruh tani bisa mendapatkan penghasilan sampai Rp 800,-. Seorang tukang
kayu dapat memperoleh Rp 750,- untuk 1 hari kerja. Seorang pembuat anyaman
bambu dapat memperoleh penghasilan rata-rata Rp 600,- per hari.??> Melihat realitas
demikian pembangunan waduk akan berdampak pada kemapanan kehidupan para
warga di Kemusu, khususnya para petani yang menggantungkan kehidupannya
pada sisi pertanian. Penghasilan tersebut bisa dibilang di atas rata-rata Upah
Minimum Kerja (UMK) nasional yang kala itu pada tahun 1980 dipatok sebesar Rp

600/hari. =

2OHasil wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018.
2INusantara, op. cit., him. 9.
22Gtanley, op. cit., him. 45

28Angka ini diambil dari penelitian Tim LPU Universitas Kristen Satya
Wacana tahun 1981. Sebagai perbandingan, harga beras per kilo pada tahun 1981
adalah Rp 196,8. Harga beras rata-rata per kg ini adalah untuk menengah di Kota
Semarang pada bulan Juni 1981.
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Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa sebelum dibangunnya
waduk Kedung Ombo, masyarakat di Kemusu memiliki kemandirian ekonomi dan
pekerjaan petani yang menunjang kebutuhan hidup keseharian mereka.
dibangunnya waduk Kedung Ombo yang menggusur 3.006 KK di Kemusu justru
akan berdampak terhadap tatanan kehidupan ekonomi yang telah terbangun.
Mereka akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan pendapatannya dari
sektor pertanian akibat ditenggelamkannya tanah sawah dan tegalan mereka.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Kecamatan Kemusu Sebelum Pembangunan Waduk
Kedung Ombo 1980-1984

Tahun Jumlah Penduduk
1980 40.489
1981 41.535
1982 42.362
1983 42.923
1984 43.498

Sumber: Data diolah dari laporan BPS Kabupaten Boyolali dari tahun 1980-1984

Sementara itu, jumlah penduduk Kecamatan Kemusu, sebagaimaan
ditunjukan oleh tabel 3, di tahun-tahun sebelum prosesi pembangunan waduk
Kedung Ombo berlangsung, jumlah penduduk terbilang stabil. Pada tahun 1980
jumlah penduduk sebanyak 40.489 jiwa. Setahun berselang jumlah ini mengalami
peningkatan menjadi 41. 535 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan penduduk
diatas 1.000 jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah penduduk terus meningkat menjadi
42.362 jiwa. Mulailah pada tahun 1983 dan 1984 pertumbuhan jumlah penduduk
sedikit menurun yakni 42.923 dan 43.498 jiwa. Namun demikian, jumlah

pertumbuhannya selalu di atas angka 600 jiwa. Artinya, angka-angka ini
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menunjukan bahwa jumlah penduduk di Kemusu relatif stabil dan belum terjadi
mobilitas perpindahan penduduk secara masif, sekalipun isu pembangunan waduk
Kedung Ombo sudah dibicarakan.?*

Sebagian besar penduduk di Kemusu menganut agama Islam. Selain itu,
terdapat pula pemeluk agama Prostestan dan Katholik, seperti Desa Juwangi dan
Pilangrejo. Juga agama Hindu dan Budha seperti yang ada di Jerukan, Juwangi dan
Pilangrejo.?> Selain menjadi penganut agama resmi, sebagian besar orang-orang
menjalani gaya hidup dan keyakinan kejawen, seperti orang Jawa pada umumnya.
Ada beberapa tempat yang masih dikeramatkan oleh penduduk, seperti sebuah
pohon beringin dan sendang di dekat bukit Juwangi. Sendang Jolotundo yang
berada di dekat bukit Juwangi, yang pernah menjadi tempat pertapaan Raja
Pakubuwono X, ramai dikunjungi orang pada hari raya Idul Fitri dan malam satu
suro. Menurut kepercayaan, orang yang mandi di Sendang Jolotundo pada hari
tersebut akan awet muda. Selain itu, penduduk juga masih melakukan berbagai
upacara yang berhubungan dengan penghormatan leluhur seperti Punggahan,

Nyadran, atau Apitan.?’

*World Bank, “Involuntary Rersettlement The Large Dam Experience”,
dalam Precis, World Bank, 2000, Number. 194, him 4.

25Stanley, op. cit., him. 46.

26 Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa kejawen bukanlah sesuatu
yang bisa dikategorikan sebagai keagamaan, tapi menunjukan suatu etika dan gaya
hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Jawaisme. Kejawen dianggap hanya suatu
sikap khas terhadap kehidupan yang mampu mengatasi perbedaan agama. Lihat: N.
Mulder, Pribadi Dan Masyarakat Jawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), him. 43.

2’Nusantara, op.cit, him. 9-10.
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Upacara-upacara seperti nyadran dan apitan, adalah bentuk penghormatan
terhadap jasa leluhur yang telah berjuang sejak jaman penjajahan mempertahankan
tanah kelahiran yang mereka diami.?® Mereka juga mempercayai bahwa tanah yang
mereka tinggali merupakan warisan leluhur ini masih memiliki ikatan sakral. Hal
inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi sebagian penduduk menolak ganti rugi
berupa uang maupun tanah pengganti di tempat lain tatkala pemerintah ingin
membangun waduk Kedung Ombo dan menggusur penduduk Kemusu. Selain itu,
penduduk yang sebagian besar tanahnya merupakan warisan, dipesan oleh nenek
moyangnya untuk tidak dijual. Usaha pembebasan yang disertai ganti rugi berupa
uang dianggap sebagai pengkhianatan tehadap pesan orang tua.?® Proyek
pembangunan waduk Kedung Ombo mengundang kekhawatiran penduduk karena
selain dengan pemberian ganti rugi berupa uang yang jauh dibawah harga standar,
pemerintah juga memaksa penduduk pindah ke tempat lain, dengan adanya
transmigrasi atau perpindahan penduduk akan membuat putusnya hubungan
kekerabatan yang selama ini dijalin dalam ikatan yang kuat.®° Berikut dalam
gambar 1 ditampilkan peta wilayah Kemusu sebelum digenangi oleh air waduk

Kedung Ombo beserta jumlah KK yang mendiami.

2Hasyim Hasanah, “Implikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran
Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru (Tinjaun Filsafat Sejarah Pragmatis)”,
dalam Wahana Akademika, 2016 VVolume 3. Nomor 2, him. 27.

29Stanley, op. cit., him. 47.
30Hasil wawancara dengan Jaswadi dari Desa Kedungmulyo 15 Juli 2018.
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Gambar 1. Peta Wilayah Kemusu sebelum Penggenangan waduk Kedung Ombo

dan Jumlah KK yang Mendiami pada Tahun 1984.

Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984, BPS Kabupaten Boyolali

C. Ramalan yang Berkembang

Sebelum pembangunan waduk Kedung Ombo berlangsung, di Kemusu

berkembang mitos bahwa akan ada tregedi besar. Sebagaimana penuturan warga,
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mitos itu digambarkan dengan ungkapan Geger Serang Kaping Telu.3! Mitos
tersebut dilukiskan oleh penduduk seperti berikut,

Bedahe Serang kang kaping telu kuwi geger tundung. Perange, perang

brandal. Ana Mangut mangan manggar. Ora ketang sak eyupe payung,

Serang kuwi dibedah ping pitu ora bakal bisa bedah.”.....%

Kalimat kutipan di atas ditafsirkan masyarakat setempat sebagai keadaan
akan adanya genangan air besar yang akan menenggelamkan kehidupan mereka.
Penenggelaman akan mengusir warga karena air akan datang dan semakin naik
secara cepat untuk memporak-porandakan desa-desa beserta para penghuninya.
Sementara perang berandal diartikan sebagai permainan yang tidak memakai cara-
cara jujur, mirip tingkah laku para berandal yang mana rakyat diintimidasi oleh
oknum aparat. Baik militer maupun sipil.*3

Adanya ikan yang bisa makan buah kelapa (mangut mangan manggar)
diartikan oleh orang Kemusu dan penduduk sekitar waduk Kedung Ombo bahwa

pada saat setelah penggenangan, naiknya permukaan air genangan yang telah

menenggelamkan pohon kelapa akan membuat buahnya dapat dimakan oleh ikan.

31Geger Serang yang pertama dan kedua sebelumnya telah terjadi. Orang-
orang di Kemusu menyebut pertempuran antara Panembahan Notoprojo melawan
Belanda sebagai Geger Serang Sepisan. Sedangkan pertempuran Nyi Ageng Serang
dalam membantu Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa sebagai sebuah Geger
Serang Kaping Loro. Wawancara dengan Jaswadi, 15 Juli 2018.

$2Terjemahan; “Terjadinya Geger Serang yang ke tiga nanti akan mengusir
penduduk dari tempat tinggalnya sendiri. Perangnya perang brandal. Ada ikan
mangan buah kelapa. Meskipun tinggal selembarpayung, bumi serang tidak akan
terbelah walaupun setiap harinya dibelah tujuh kali.” Sumber: Senen, Desa
Kedungrejo, Wawancara 16 Juli 2018.

3Ppenjelasan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Jaswadi.
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Hal tersebut akan diikuti dengan tenggelamnya sebagian kekayaan orang-orang di
kawasan Serang.>*

Dengan keyakinan akan kegagalan untuk membelah bumi Serang meskipun
telah dibelah tujuh kali inilah orang-orang di Kemusu mencoba untuk bertahan di
tanah kelahirannya. Meskipun Bumi Serang yang tersisa sekarang hanya tinggal
selebar payung akibat telah terkepung oleh genangan air. Warga Kemusu juga yakin
bahwa tak ada suatu kekuatan apapun yang bisa mengusir mereka dari Bumi
Serang. Ada piweling yang sering diucapkan nenek moyang mereka, yang
berbunyi: Yen besuk ono banjir getih sarap topi, anak putumu klumpukno. Yen ono
geger Serang maneh, deloken wae saka jendela,.............. 3

Pesan tersebut memiliki makna semacam peringatan agar semua orang
berkumpul dengan anak cucuknya masing-masing pada saat terjadi keributan. Bila
terjadi dan melihat keributan dihimbau agar hanya menengoknya dari lubang
jendela saja. Artinya penduduk Kemusu tidak perlu pindah dari tanahnya, meskipun
terjadi sebuah keributan besar.

Kehidupan masyarakat juga ditunjang kuatnya nilai budaya yang mengakar
dan dipercayai oleh penduduk bahwa tanah yang merupakan warisan nenek moyang
yang ditempati dan digarap secara turun-temurun adalah sah milik penduduk

sehingga harus dijaga sampai kapanpun. Ungkapan sedhumuk bathuk senyari bumi

3Mbah Suroto, Desa Wonoharjo, wawancara 14 Juli 2018.

%Menurut Mbah Suroto cerita-cerita yang dia sampaikan merupakan
ramalan yang disampaikan secara turun temurun. Pengetahuan yang dia miliki
terkait mitos dan ramalan ini dahulu merupakan warisan dari orang tua dan
kakeknya yang biasanya diceritakan malam hari sebelum mereka tidur.



36

ditohi nganti pecahing dada wutahing ludiro® mengobarkan semangat untuk
mempertahankan setiap jengkal tanah yang dimiliki ketika ada pihak, tak terkecuali
pemerintah, yang ingin mengusir warga Kemusu dari tanah kelahirannya.*’

Semboyan di atas dahulunya sengaja dimunculkan oleh orang Jawa untuk
mengobarkan semangat dalam mempertahankan tanahnya dalam peperangan
melawan Kolonial Belanda. Filosofi mangan ora mangan asal ngumpul,® juga
muncul dalam kepercayan banyak pihak. Pada jaman penjajahan Belanda ungkapan
seperti itu ditanggapi dengan sinisme yang ditafsirkan sebagai sebuah filosofi dari
kaum pribumi (Jawa) yang pemalas. Filosofi ini sebenarnya muncul tatkala terjadi
peperangan yang berlarut-larut antara raja Jawa yang berniat mengusir Belanda dari
tanah Jawa melawan Kolonial Belanda yang dibantu beberapa Pangeran Jawa,
peperangan tersebut mengakibatkan penderitaan pada rakyat jelata dan kekurangan
pangan. Rakyat sipil yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bersikap
pasrah.

Pada saat itulah para kerabat enggan berpisah untuk mencari selamat
sendiri-sendiri, karena di mana-mana situasinya sama saja. Mereka bertekad untuk
terus berkumpul, meskipun untuk itu berarti mereka bakal ora mangan karena

persediaan pangan yang tinggal sedikit akan cepat habis bila dimakan banyak

%S0edargo, “Hukum Agraria Dalam Era Pembangunan”, dalam Putri Agus
Wijayati, Forum IImu Sosial, 2008, Volume 13, Nomor 1, hlm. 75. Putri Agus
Wijayati mengutip Soedargo dalam penelitiannya yang berjudul Pemilikan dan
Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur).

37pakpahan, Menarik Pelajaran dari Kedung Ombo, (Jakarta: Forum Adil
Sejahtera, 1990), him. 40.

3Stanley, op. cit., him. 101.
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orang. Dalam anggapan rakyat yang sedang menderita saat itu, persatuan jauh lebih
penting dan menguntungkan dibandingkan persoalan makanan terutama untuk
memperkuat semangat dan optimisme untuk terus hidup dan menghadapi musuh
serta marabahaya secara bersama-sama. Optimisme hidup dan ancaman kematian
yang datang hanya bisa dihadapi dengan cara bersama dan saling tolong.
Sementara itu dalam konteks historis, masyarakat berasumsi bahwa
perjuangan warga Kemusu dalam mempertahankan tanah kelahiran serta menolak
pembangunan waduk acapkali bertaut kelindan dengan perjuangan panembahan
Notoprojo, yakni seorang bupati di Serang yang menolak Perjanjian Giyanti®® dan
memilih tetap berjuang mengusir Belanda dari bumi Mataram. Namun sayangnya
perjuangan Panembahan Notoprojo ini harus gugur karena ditumpas oleh Belanda

dan mengakibatkan RA Kustiah atau dikenal sebagai Nyi Ageng Serang dibuang

$9Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) adalah buah dari politik adu domba
pihak Kolonial Belanda untuk ikut campur dalam kerajaan Mataram dan
memanfaatkan perselisihan di internal kerajaan untuk mendikte salah satu pihak
demi menumpas segala bentuk perlawanan yang ingin mengusir Belanda dari
Mataram. Dalam konflik di internal Mataram, Panembahan Notoprojo (Bupati
Serang) membela Pangeran Mangkubumi yang bergabung dengan Raden Mas said
untuk bersama-sama dalam berperang melawan Sunan Pakubuwono Il yang
dianggap mendapatkan tahta Mataram dengan tidak sah. Dalam perang ini Sunan
Pakubuwono Il yang mulai kewalahan kemudian dibantu oleh Belanda. praktik
perang Gerilya yang diapakai oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said benar-benar
membuat pakubuwono kewalahan hingga tewas karena sakit sehingga kemudian
tahta Mataram dipegang oleh pakubuwono I1l. Akhirnya agar Mataram tidak jatuh
ke tangan Mangkubumi dan Raden Mas Said, muncullah inisiasi untuk membuat
Perjanjian Giyanti, dimana VOC Belanda menjadi inisiator dan dimediator.
Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua wilayah. Pertama adalah Kesunanan
Surakarta di bawah pemerintahan Pakubuwono dan kedua adalah Kesultanan
Yogyakarta yang diperintah oleh Mangkubumi. Dari sinilah Mangkubumi
dijinakan oleh Belanda dengan memberi kekuasaan di Yogyakarta. Sedangkan
Raden Mas Said dengan di dukung oleh Panembahan Notoprojo merasa kecewa
atas hasil perjanjian ini. Joko Darmawan, Mengenal Budaya Nasional Trah Raja-
raja Mataram di Tanah Jawa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), him. 67.
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ke Yogyakarta. Selesai masa pembuangan itu, Nyi Ageng Serang kemudian
kembali terlibat dalam perjuangan melawan Belanda bersama dengan pangeran
Diponegoro pada Perang Jawa (1825-1830).

Selama bergerilya melawan Belanda, Nyi Ageng Serang ditengarai pernah
singgah di beberapa wilayah di Kecamatan Kemusu yang kemudian di abadikan
menjadi nama desa dan tempat, seperti Nglanji, Ngrakum, Mlangi, Guyuban,
Kedungiyu dan Kemusu itu sendiri. Bahkan, sungai yang melewati Kemusu pun
juga dinamai Sungai Serang. Cerita ini kemudian mneybar dari mulut ke mulut di
kalangan masyarakat Kemusu dari generasi ke genarasi yang pada akhirnya
menjadi salah satu motivasi warga Kemusu untuk memilih mempertahankan tanah

kelahiran dan berjuang menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo.

D. Kondisi Geografis

Daerah genangan waduk Kedung Ombo, terutama yang ada di Kabupaten
Boyolali tepatnya di Kecamatan Kemusu mempunyai tanah yang cukup subur. Hal
ini disebabkan karena di sebelah selatan terdapat Gunung Berapi yang masih aktif.
Sebagian besar material yang keluar bersamaan dengan aktifnya kerja Gunung
Merapi, menjadi lapisan penyubur tanaman. Lapisan ini dilarutkan oleh air hujan
menuju sungai utama yaitu sungai Serang. Kemudian menumpuk di daerah lembah
Sungai Serang, terutama di daerah Ampel dan Suruh.*°

Sekalipun secara administrasi Kecamatan Kemusu merupakan wilayah

Boyolali, namun demikian, secara geografis wilayah ini justru lebih dekat dengan

“0Stanley, op. cit., him. 43.
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Kecamatan Geyer dan Karangrayung yang masuk dalam wilayah Grobogan serta

Kecamatan Miri dan Sumberlawang yang masuk dalam Kabupaten Sragen.*!

Berikut adalah peta yang menggambarkan kondisi Kemusu.
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“1Kecamatan Kemusu dalam Angka 1984.
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Luas Kecamatan Kemusu kurang lebih 99,08 km2 atau 9,76% dari seluruh
luas kabupaten Boyolali dan terletak pada 110° .22°-110° bujur timur dan 7°.36’-
70°,71° lintang selatan. Kecamatan Kemusu memiliki ciri-ciri fisik alam dengan
sebelah selatan dan barat dikelilingi pegunungan kapur yaitu pegunungan Kendeng
Selatan, dengan sungai besarnya Sungai Serang yang membelah Kecamatan
Kemusu menjadi wilayah utara dan selatan.

Sebagian besar wilayah tersebut terdiri dari pegunungan kapur dengan
kondisi tanah termasuk jenis litosol, regosol dan margalit gromosol serta crumosol.
Berada di atas ketinggian 75 sampai 400 M diatas permukaan laut, sehingga pola
pertanian yang dimiliki sebagian besar adalah sawah dan tegalan yang biasa
ditanami palawija.*?

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pembangunan waduk di Kemusu
akan menenggelamkan areal lahan yang subur. Hal ini tentu berdampak terhadap
areal pertanian yang secara otomatis berkesinambungan dengan kehidupan
masyarakat di Kemusu secara luas. Kehilangan lahan pertanian, mata pencaharian
ataupun sumber perekonomian, dan juga harapan hidup adalah beban yang harus
diterima oleh warga Kemusu yang terdampak oleh pembangunan waduk Kedung

Ombo.

42K ecamatan Kemusu dalam Angka tahun 1984.



BAB 3
ANCAMAN EKSISTENSI RUANG DAN KEHIDUPAN

A. Entitas yang Terabaikan
Proyek besar Kedung Ombo merupakan proyek lapar tanah sehingga
membutuhkan lahan yang amat luas. Luas genangan Waduk Kedung Ombo bila
ketinggian air mencapai elevasi 95,0 m adalah sebesar 6.125 Ha. Artinya, 6.125 Ha
luasan tanah yang mesti dibebaskan untuk kebutuhan proyek Bendungan Waduk
Kedung Ombo.* Areal itu terdiri dari 2.230 Ha sawah, 985 Ha pekarangan, 2.655
Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan. Waduk Kedung Ombo

menenggelamkan 37 desa di empat Kecamatan dalam tiga kabupaten.?

Di Kabupaten Boyolali, Proyek Waduk Kedung Ombo akan menenggelamkan
tanah seluas 1503, 6792 Ha yang berdampak terhadap keberadaan 9 desa. Desa
tersebut diantarannya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari,
Kemusu, Sarimulyo, Bawu dan Klewor yang secara administratif masuk dalam
Kecamatan Kemusu.®

Kebutuhan lahan yang luas, sebagaimana penjelasan di atas tidak terlepas
dari besarnya waduk Kedung Ombo yang dibangun. Bangunan waduk itu berbentuk

seperti tapal kuda. Terdiri dari tubuh bendungan utama sepanjang 1,6 Km,

IStanley, Seputar Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1994), him. 43.

2Abdul Hakim G. Nusantara dan Budiman Tanuredjo, Dua Kado Hakim
Agung Buat Kedung Ombo, (Jakarta: ELSAM, 1997), him.7-8.

3Abdul Muntholib, “From Dry-Land Farming to Karamba: The Impact of
Kedung Ombo Reservoir for Sosio-Cultural Change in Wonoharjo, Indonesia”, The
Social Science I1, 2016, Volume 13, him. 3342.

41
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bangunan pelipah, bangunan penyadap, pembangkit listrik tenaga air dan
terowongan penggelak. Waduk Kedung Ombo memiliki daya tampung air sebesar
65 juta meter kubik, dengan luasan permukaan waduk sekitar 47 Km persegi.
Ketinggian permukaan air minimal 64,50 meter dan maksimal 90 meter. Ketinggian
air normal 7,50 meter. Air waduk akan meluap apabila permukaan air mencapai
elevasi 95 meter.*

Besarnya bangunan waduk yang memiliki daya tampung air besar pula,
akan menenggelamkan kawasan hutan, sawah, tegalan hingga permukiman warga.
Artinya pembangunan waduk ini akan menghilangkan ekosistem di kawasan-
kawasan tersebut dan juga mengancam entitas penduduk yang sudah terlebih
dahulu tinggal di lokasi calon genangan air waduk.

Penduduk yang terdampak atas proyek pembangunan waduk Kedung Ombo
secara keseluruhan berjumlah 5.268 kepala keluarga. Lebih dari separuh
diantaranya yakni, 3.006 KK di wilayah Kecamatan Kemusu. Bila satu KK rata-
rata memiliki 5-6 anggota keluarga maka, jumlah penduduk di Kemusu yang
terkena dampak atas pembangunan waduk adalah sekitar 15.000 jiwa.®

Pembangunan ini akan menggusur warga Kemusu dari ruang kehidupannya,
yang berarti memaksa mereka untuk meninggalkan segala yang mereka punya.
Lepasnya hubungan kekerabatan antara sanak saudara dan tetangga hingga kerelaan

mereka untuk tidak lagi bisa menjalani ritus kebudayaan yang biasa mereka jalani

*Irene Hadiprayitno, Hazard Or Right? The dialectics Of Development
Practice and The Internatonally Declared Right to Development, With Special
Reference to Indonesia, (Oxford: Intersentia, 2009), him.1.

SStanley, op.cit., him. 44,
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seperti, ziarah kubur, sedekah bumi, slametan, dan lain-lain. Segala bangunan
sosio-cultur yang semula berkembang akan hilang dan tergusur oleh keberadaan
waduk. Tak hanya berdampak pada kehidupan warga Kemusu yang harus digsusur,
namun pembangunan waduk juga akan membuat mereka kehilangan sumber
kehidupan utama yang di dominasi oleh petani.® Gambar 3 di bawah ini
menunjukan berapa saja jumlah KK di 9 desa Kecamatan Kemusu yang harus

digusur oleh pembangunan waduk Kedung Ombo.

KECAMATAN KEMUSU Terdampak Terdampak
U 717 KK 185 KK ‘
Terdampak | Wonoharo )
606 KK N7 ;
Terdampak
621 KK
Guwo
ngmulyo
. Terdampak
Lol 482 KK
Watugede Terdampak
27 KK
Terdampak Terdampak Terdampak
124 KK 218 KK 26 KK

Gambar 3. Gambaran wilayah Kecamatan Kemusu yang Bakal Tergenangi Air
waduk Kedung Ombo 1987.
Sumber: Kecamatan Kemusu dalam Angka 1987, BPS Kabupaten Boyolali

®Nusantara, op. cit., him. 8.
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Luasnya lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk Kedung Ombo
berakibat tergusurnya kehidupan penduduk di Kemusu, mereka harus kehilangan
lahan yang lumayan luas sebagaimana yang dialami oleh Sadi Dwiyowiyoto dari
Dusun Guyuban, Desa Genengsari, tanahnya yang terkena waduk menurutnya ada
2 Ha. Hal serupa dialami oleh Parno dari Dusun Kedungpring, Desa Nglanji yang
juga harus kehilangan 1 Ha lahannya. Menurutnya, lahan, rumah, semua habis tak
tersisa dan tidak ada simpanan apa pun ketika semua ditenggelamkan oleh air
waduk. Tak hanya kehilangan harta benda, tetapi baginya pembangunan waduk
adalah sebuah tindakan yang mencabut dirinya dari pekerjaannya sebagai petani
yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya.’

Bergeser ke Desa Ngrakum, hal serupa dialami oleh Senen. Dirinya
kehilangan tempat tinggal dan sawah seluas 1 hektare karena terendam oleh waduk
Kedung Ombo. Posisi rumahnya memang hanya berjarak beberapa meter dari bibir
waduk, sehingga masuk area greenbelt atau sabuk hijau yang harus bersih dari

permukiman. Dia terpaksa mencari tempat tinggal baru.

B. Menolak Ganti Rugi
Proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan waduk Kedung

Ombo dilakukan dengan cara membentuk Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana

"Jumlah ini merupakan hasil wawancara dengan Sadi dan Parno pada 13-14
Juli 2018. Menurutnya jumlahnya memang bervariasi, tapi bila melihat data besaran
kepemilikan lahan di kemusu pada tahun 1988, rata-rata setiap warga di Kemusu
memiliki jumlah kepemilikan lahan sebedsar 0,62 Ha.
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diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15/19758 yang
melibatkan Pemerintah Daerah serta ditetapkan sebagai bagian dari kegiatan Proyek
Induk BBWS Jratunseluna. Tidak ada masalah dalam pembebasan tanah milik PT
Perhutani Unit | Jawa Tengah maupun 382 ha tanah bengkok/kas desa, karena
hakikatnya, adalah negara membebaskan tanah negara.® Persoalan baru muncul
ketika pemerintah harus membebaskan tanah penduduk sekitar lokasi waduk yang
terdampak pembangunan.?

Proses pembebasan tanah untuk pembangunan waduk dimulai sejak tahun
1985.1 Penduduk Kemusu diundang ke balai desa untuk mendengar penjelasan
rencana pembangunan waduk. Di Ngrakum, Nglanji dan Genengsari aparat desa
langsung melakukan tanpa penjelasan lebih dahulu. Di dusun Kedungcemplung dan
Kedunglele, penduduk langsung disuruh membubuhkan tanda tangan atau cap
jempol dan dipaksa menerima ganti rugi.*?

Panitia Pembebasan tanah mengaku bahwa sudah melakukan musyawarah

dengan sejumlah warga, setidaknya melalui perangkat desa, hingga beberapa kali.

8Wawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali pada 22 Juli 2018.
Pemerintah berpedoman pada tatacara pembebasan tanah yang berlaku saat itu,
yaitu Permendagri No 15/Tahun 1975 jo Permendagri No 1/Tahun 1975 jo Surat
Mendagri No ba.2/384/2/75 tanggal 24 Februari 1975.

%Isdiyanto, op. cit., him. 19.
1bid.

Uproses pembebasan tanah diawali dengan proses pendataan tanah
penduduk yang terkena proyek kedung Ombo. di Boyolali intruksi mengenai
pendataan tanah penduduk disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala daerah
Tingkat Il Boyolalai, M. Hasbi kepada Camat Kemusu melalui surat tertanggal 28
Agustus 1985. Keterangan lebih lanjut lihat lampiran.

12«Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan Nomor 8, Tahun
[11, 4 Agustus 1994, him. 102. Penjelasan mengenai proses awal
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Panitia juga mengundang atau menghubungi para pemilik tanah, bangunan, dan
tanaman yang terkena proyek, panitia juga mengaku sudah mengundang warga
untuk datang ke berbagai pertemuan/musyawarah, dilain pihak sebagian warga
menolak atau tidak menyepakati hasil musyawarah. Hal ini berbeda dengan
pengakuan warga, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya tidak ada
musyawarah dalam penetapan ganti rugi karena cendrung dilakukan sepihak.®

Menurut sebagian warga yang menghadiri undangan di balai desa
mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas
persoalan ganti rugi tanah dan harta benda milik penduduk. Mereka justru hanya
mendengarkan penjelasan petugas dari Dinas Transmigrasi tentang kemungkinan
bertransmigrasi ke luar Jawa bagi tanahnya yang terkena proyek pembangunan
waduk Kedung Ombo. Pada pertemuan tersebut juga diedarkan daftar hadir sebagai
bukti memenuhi undangan. Penduduk yang hadir diminta membubuhkan tanda
tangannya, atau cap jempol bagi yang tidak bisa membuat tanda tangan.
Sebagaimana dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, daftar hadir warga bahkan
beberapa kali dimanipulasi.t*

Pertemuan-pertemuan tersebut juga turut mengundang beberapa orang yang
diklasifikasikan ~ pemerintah  sebagai ET. Mereka dipaksa  untuk
menandatangani/cap jempol blanko-blanko kesedian ikut bertransmigrasi ke luar
Jawa. Apabila mereka sedia ditransmigrasikan, predikat ET yang disandangnya

dijanjikan akan dihapus. Orang-orang yang berpredikat ET tersebut akhirnya

13Stanley, op.cit., him. 84.
“Hasil wawancara dengan Tulus pada 17 Juli 2018.
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dihadapkan pada situasi yang tidak ada pilihan lain kecuali ikut bertransmigrasi.®
Menurut Sadi Dwijowiyoto dari Guyuban, Desa Genengsari yang bekerja sebagai
Guru PNS, dirinya bahkan diancam di skorsing dan tidak digaji bila dirinya tidak
mau pindah dari lokasi genangan.®

Cara yang dipakai oleh pemerintah untuk membebaskan tanah warga adalah
dengan kebohongan dan membodohi warga setempat, pada awalnya penduduk
selalu diundang untuk mengikuti suatu pertemuan guna membahas soal ganti rugi,
namun ketika warga mendatangi pertemuan tersebut, ternyata digunakan untuk
menekan dan memaksa agar segera menandatangani persetujuan ganti-rugi yang
telah ditentukan oleh pemerintah. Posisi warga yang pada saat itu lemah, tidak bisa
berbuat apa-apa kecuali tunduk atau bertahan membela diri.*’

Pembebasan lahan yang tak selesai inilah pada akhirnya menimbulkan
masalah karena warga masih bertahan disaat proses penggenangan dan peresmian
waduk telah berlangsung. Pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, justru memunculkan berbagai praktek pelanggaran Hak
Asasi Manusia. Pemerintah Daerah dibebani untuk segera menyelesaikan
pembebasan lahan sebagai areal genangan tidak berjalan lancar. Hal ini tak lain

karena warga yang tinggal di area waduk cendrung mempertahankan tanah yang

1“Menggapai Keadilan di Kedung Ombo”, Forum Keadilan Nomor 8,
Tahun 111, 4 Agustus 1994, him. 98.

wawancara dengan Sadi yang sekarang tinggal di Permukiman Kayen, 13
Juli 2018. Sebelum memutuskan untuk mengambil pilihan pindah ke Kayen, Sadi
tinggal di Desa Genengsari.

"\Wawancara dengan Senen pada 20 Juli 2018.
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dimiliki, sehingga aparat pemerintah dengan bantuan militer menggunakan
berbagai cara agar usaha pembebasan tanah segera selesai.*®

Ketetapan besarnya uang ganti rugi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
Kepala Daerah | Jateng N0.593/135/1986 tertanggal 25 Agustus 1986. Besaran
ganti rugi sebesar Rp 380,- per meter persegi untuk sawah, sedangkan tanah
pekarangan dihargai sebesar Rp 633,- per meter persegi.*®

Di masyarakat jusru banyak beredar lembaran fotokopi yang sebenarnya
berlainan tanggal penetapannya, menambah kebingunan masyarakat terhadap
kesimpangsiuran besar uang ganti rugi yang disediakan pemerintah. Apalagi dalam
tanggapan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam atas pertanyaan anggota
Komisi 1l DPR-RI pada rapat kerja tanggal 25 November 1987 menyebutkan
besaran ganti rugi yang disediakan pemerintah untuk pembebasan tanah proyek
Waduk Kedung Ombo sebesar Rp. 3000,- per meter persegi. Tanggapan Mendagri
tersebut, beserta kliping dari sebuah koran yang memuatnya beredar secara meluas
di masyarakat.?

Tidak lama kemudian muncul lagi Surat Mendagri Soepardjo Rustam
tertanggal 13 Januari 1988 No. 592.2/464/SJ yang berisi bantahan. Bantahan itu
menyatakan, pemerintah tak pernah menetapkan ganti rugi sebesar Rp 3.000,- per

meter persegi untuk tanah yang terkena proyek Kedung Ombo. Dalam

18«Tak Perlu Kekerasan untuk Tangani Kedung Ombo” Suara Merdeka, 25
Januari 1993.

9Stanley, op. cit., him. 86

20“Gubernur Akui Ada Oknum “Sunat” Uang Ganti Rugi”, Kedaulatan
Rakyat 28 November 1987.
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penjelasannya, pemerintah menyatakan hanya mengacu pada SK Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988.2 Acuan ini
menetapkan besaran ganti rugi Rp. 322-805/m2 untuk tanah/sawah dan Rp 2.472,5-
8.487/m2 untuk bangunan/rumah. Peningkatan jumlah besaran ganti rugi ini tidak
lepas dari banyaknya warga yang masih menolak besaran ganti rugi berdasarkan
ketetapan sebelumnya.??

Beberapa surat keputusan lain yang muncul belakangan, yang menyangkut
besar ganti rugi atas tanah yang terkena proyek, betul-betul tidak lagi dipercayai
lagi oleh masyarakat. Apalagi harga ganti rugi tanah resmi pemerintah dianggap
masyarakat sangat rendah untuk harga sepetak tanah yang subur, keadaan semakin
memburuk tatkala terjadi praktek-praktek kekerasan dan intimidasi terhadap warga.
Hal ini membuat masyarakat merasa resah. Mereka tak bisa membayangkan harus
melepas tanah dan rumah, juga makam leluhur maupun budaya masyarakat
setempat untuk ditenggelamkan air waduk, hanya dengan ganti rugi sebesar
sebungkus rokok untuk setiap m2.2 Akibatnya ada beberapa warga yang terpaksa
tidak memperpanjang KTP-nya karena diancam dibubuhi ET pada KTP barunya.
Mereka akhirnya tidak bisa leluasa bepergian. Misalnya dalam mengurus surat-

surat administrasi di kelurahan juga dipaksa meneken persetujuan ganti rugi.

2l«Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989.

22Untuk soal ganti rugi harga yang ditetapkan pemerintah memang berubah-
ubah. Sedari awal saat musyawarah tidak ada kesepakatan antara warga dengan
pihak panitia pembebasan tanah. Melaui SK Gubernur, pemerintah telah mematok
harga terlebih dahulu tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat. Untuk kejelasan
soal ganti rugi dan perubahannya, lihat SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jateng tertanggal 2 Mei 1985 No 593.8/105/1988 di lampiran.

23«Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989.
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Bahkan, sempat pula tersebar isu, yang membangkang akan di petrus-kan (dibunuh
dengan cara ditembak seperti para gali dulu waktu 1965).%*

Tekanan-tekanan itu ternyata dilawan oleh masyarakat. Kendati diancam,
mereka serentak menolak hadir setiap kali diundang aparat.?® Setiap kali tim
pembebasan tanah datang, mereka tak menanggapinya. Mereka juga tidak
memperpanjang KTP dan ada 25 orang Kemusu yang lari ke hutan karena dituduh
anggota PK 1.2 Perlakuan pemerintah yang sewenang-wenang semakin jelas terlihat
yaitu dengan memberikan stigma mbalelo untuk warga yang tidak mematuhi
peraturan pemerintah, warga yang menolak direlokasi dianggap sebagai simpatisan
PKI. Ketika warga melakukan protes atas stigma ini dan menolak ganti rugi dengan
alasan apapun, aparat desa maupun kecamatan mengimbuhkan kode ET (Eks
Tahanan Politik) pada KTP-KTP warga yang dianggap mbalelo.?” Padahal kode ET
sebelumnya hanya diberikan kepada tahanan politik yang semuanya bekas
anggota/simpatisan PKI atau terlibat dalam G30S. Sebelum ada proyek

pembangunan waduk, tidak ada seorangpun warga Yyang tinggal di area

24Stanley, op. cit., him. 88.

Z\Wawancara dengan Jimin pada 18 Juli 2018. Jimin merupakan anak dari
Jaswadi. Menurutnya ketika mendekati magrib, mereka sudah bersiap untuk pergi
ke hutan. Aparat biasanya datang waktu malam dan masuk ke setiap rumah warga
untuk menandatangani persetujuan ganti rugi. Akhirnya bagi mereka yang menolak
ganti rugi, biasanya setiap malam pergi ke hutan dan kembali ke rumah pada
keesokan harinya. Jimin sendiri waktu itu masih berumur belasan tahun, dia hanya
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jaswadi, bapaknya.

26“Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 26 Maret 1989.
2" “Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan 4 Agustus 1994,
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pembangunan waduk Kedung Ombo di Kemusu yang pada KTP-nya tertera kode
ET. Pemberian stigma mbalelo inilah yang menimbulkan reaksi berlebih.?

Bagi penduduk yang bertahan, proyek pembangunan waduk Kedung Ombo
yang harus membebaskan tanah yang dimiliki untuk kepentingan penggenangan air
waduk dipahami sebagai tindakan yang tidak berbeda dengan apa yang pernah
dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kuatnya nilai budaya yang mengakar
dan dipercayai oleh penduduk dimana tanah yang merupakan warisan nenek
moyang yang ditempati dan digarap secara turun temurun adalah sah milik
penduduk sehingga harus dijaga sampai kapanpun.?®

Secara umum ada dua model pola perolehan kepemilikan tanah di wilayah
yang terkena pembangunan Waduk Kedung Ombo. Pertama, mereka yang memiliki
tanah dari hasil jual-beli. Pola perolehan kepemilikan tanah yang kedua adalah
mereka yang mendapatkan hak atas tanahnya dari warisan orang tua secara turun
temurun.*®

Data yang dihimpun penulis menunjukan bahwa mereka yang menolak

relokasi dan memilih bertahan di wilayah genangan waduk Kedung Ombo sebagian

28“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25 Maret 1989.
29\Wawancara dengan Jaswadi pada 15 Juli 2018.

30pemilikan perorangan turun temurun (Erfelijk Individueel Grondbezit)
merupakan suatu bentuk pemilikan tanah secara kekal yang dapat diserahkan
kepada ahli warisnya. Lazimnya mereka tidak akan melepaskan sawahnya kepada
orang lain karena sangat menjunjung tinggi hak milik sebagai barang warisan yang
akan diberikan kepada keturunanannya. Lihat: Putri Agus Wijayati, “Pemilikan dan
Penguasaan Tanah (Desa di Jawa Timur)”, Forum Ilmu Sosial, 2008, Volume 13,
Nomor 1, him. 76.
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besar merupakan warga yang memiliki tanah dari warisan leluhur. Dari hasil

analisis data yang di dapat dari BPN Kabupaten Boyolali dan dari pihak Kecamatan

Kemusu, sebagian besar penduduk di Kecamatan Kemusu mendapatkan hak atas

tanah mereka melalui hasil warisan. Dari 1.916 KK yang memilih bertahan di lokasi

pembangunan waduk, sebanyak 73,17 % KK memperoleh hak atas tanahnya dari

warisan leluhurnya.

Tabel 4. Jumlah KK yang Terdampak Beserta Status Kepemilikan Tanah Warga

yang Bertahan Sampai Desember 1988

Kecamatan Jumlah KK Sumber Perolehan Tanah Warga Yang
yg terdam-
pak Bertahan
Jumlah Perolehan Perolehan
KK yang tanah dari | tanah dari jual
bertahan warisan/ beli
hibah
Kec. Kemusu
1. Wonoharjo 185 0 0 0
2. Nglanji 717 364 223 141
3. Kemusu 621 486 349 137
4. Genengsari 606 320 227 93
5. Ngrakum 482 448 380 68
6. Watugede 27 6 6 0
7. Klewor 218 191 142 49
8. Bawu 124 99 73 26
9. Sarimulyo 26 2 2 0
Sub total 3.006 1.916 1.402 514
(67,74 %) (73,17%) (26,82%)

Sumber: Analisis dari Laporan BPN Kabupaten Boyolali mengenai data

kepemilikan lahan warga Kecamatan Kemusu.

C. Detik-Detik Penggenangan

Target Pemda Boyolali untuk menyelesaikan secara tuntas masalah

pembebasan tanah yang terkatung-katung sekali lagi harus mundur, dari akhir maret
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menjadi Juni. Target bulan Juni 1988 yang sebenarnya tak bisa ditawar lagi,
ternyata mundur lagi tanpa kepastian. Ketergesaan penyelesaiaan pembebasan
tanah tersebut sebenarnya berkaitan dengan dana pinjaman luar negeri dari Bank
Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan
pembebasan tanah apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.3! Untuk
wilayah Sragen dan Grobogan yang masih terdapat banyak masalah dan
ketidakpuasaan dari penduduk yang tanahnya terkena proyek secara resmi dianggap
telah tuntas.

Meskipun pemerintah bertekad untuk tidak melakukan penundaan
penggenangan lagi ataupun menaikkan uang ganti rugi dan menyatakan tidak akan
memaksa penduduk untuk pindah keluar dari daerah genangan, aparat pelaksana
masih mencoba melakukan upaya akhir untuk mengosongkan daerah genangan.
Berbagai upaya akhir yang coba dilakukan aparat pemerintah daerah adalah dengan

tidak lagi menggunakan tekanan atau intimidasi.®® Mereka mendekati penduduk

31pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama.
Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988.
Lihat “Warga Masih Tolak Ganti Rugi”, Suara Merdeka, 22 Juni 1988. Namun
kenyataannya batas waktu tersebut diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan
sistem konsinyasi.

32penduduk di Sragen pernah mencoba mengangkat kasus pembebasan
tanah dengan menuntut Kanwil Departemen PU dan Pemda Tingkat | Jateng lewat
bantuan LBH Semarang. Namun terjadi hambatan-hambatan seperti undangan
sidang yang tak pernah sampai pada penduduk Sragen. LBH Semarang pada
akhirnya memutuskan untuk mencabut gugatannya karena penduduk Kedung
Ombo di Sragen yang menjadi kliennya dinilai memberikan keterangan yang tidak
benar. Lihat Suara Merdeka, 25 Desember 1987. Penduduk di wilayah Sragen juga
pernah meminta bantuan LBH Jogja, DPC PDI, DPD PDI, hingga DPP PDI.

3Tapi upaya aparat yang berkesan simpatik ini hanya berlangsung sebentar,
yaitu antara pertengahan bulan November 1988 sampai dengan peresmian
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yang belum mau pindah dari daerah genangan dengan mendatangi penduduk dari
rumah ke rumah untuk dibujuk agar bersedia pindah. Aparat penerangan membuat
pertunjukan-pertunjukan rakyat seperti ketoprak dengan titipan pesan-pesan
pembangunan. Pihak Pemda membuat selebaran-selebaran dalam bahasa Indonesia
dan Bahasa Jawa, pengumuman dengan mobil-mobil keliling yang berisi himbauan
kepada penduduk yang belum mengambil uang ganti rugi agar segera mengurus
dengan jalan menghubungi perangkat desanya masing-masing. Aparat juga
meminta kepada penduduk yang telah mengambil uang ganti rugi agar segera
pindah.®*

Pada bulan November, pihak proyek pembangunan waduk Kedung Ombo
mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1348/UM/KDO/X1/88. Pengumuman itu
menghimbau pada penduduk yang berada di areal genangan dalam batas patok
kuning (daerah bahaya) dan kuning strip merah (daerah bahaya 1) agar segera
meninggalkan lokasi paling lambat akhir November 1988. Papan-papan besar yang
memuat pemberitaan tersebut dibuat dan dipasang dijalan-jalan strategis, disetiap
pertigaan dan mulut desa. Palang-plang yang dipasang tersebut memuat tiga poin
pemberitahuan. Pertama, demi keselamatan, diminta penduduk untuk segera
meninggalkan tempat. Kedua, batas waktu pindah paling lambat akhir November
1988. Ketiga, waduk Kedung Ombo akan diisi/digenangi pada tanggal 12 Januari
1989. Gambar 4 menunjukan bagaimana papan-papan tersebut dipasang sebagai

pemberitahuan agar warga segera meninggalkan lokasi genangan.

penggenangan, di mana Kedung Ombo dinyatakan sebagai daerah tertutup, kembali
tekanan dan intimidasi dipergunakan. Lihat: Stanley, op. cit., him. 112.

3Stanley, op. cit., him. 113.
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Gambar 4: Perintah Kepada Warga untuk Meninggalkan Wilayah yang Terkena
Genangan Waduk 1989
Sumber: Tempo, 25 Maret 1989
Setelah upaya akhir untuk memindahkan penduduk dari daerah genangan
tidak banyak membuahkan hasil, Muspida Boyolali membentuk tim khusus yang
kemudian mengerahkan dua belas orang jurusita dari Pengadilan Negeri setempat.
Para Jurusita tersebut ditugaskan untuk menghubungi dan meminta penduduk agar
bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekali
lagi, usaha tersebut tidak banyak membuahkan hasil .
Pihak Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng yang melakukan kunjungan kerja
ke lokasi proyek waduk Kedung Ombo pada tanggal 14 Desember 1988

menemukan data baru. Mereka terkejut dengan masih adanya 1.916 KK yang

berada di lokasi genangan.®® Komisi A DPRD Tingkat 1 Jateng meminta agar

$Wwawancara dengan Karmono pegawai BPN Boyolali.

%L ihat: “Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25 Maret 1989. Data ini
di berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi
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pemerintah segera mendirikan pos Komando terpadu beserta barak-barak
penampungan dan perahu karet. Seruan pihak DPRD ini ditanggapi oleh pihak
Pemda lewat rapat tanggal 10 Januari 1989 di Makodim Boyolali. Rapat
memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) 0724 di
bawah koordinasi Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso.%’

Tanpa sebab-sebab yang jelas, tanggal 12 Januari 1989 yang menurut
rencana akan dilakukan peresmian penggenangan Waduk Kedung Ombo, ternyata
ditunda. Menurut sumber resmi, penundaan tersebut dikarenakan tidak sinkronnya
jadwal acara Gubernur Jateng HM Ismail dengan menteri PU Ir Radinal Mochtar.
Sedangkan isyu yang muncul di daerah genangan, penundaan itu disebabkan
penduduk yang tetap enggan pindah.

Penduduk di daerah yang bakal tergenang menyambut berita penundaan
upacara penutupan pintu air waduk dengan berjingkrak-jingkrak. Mereka yang
tampaknya tidak mengetahui bahwa penggenangan tersebut hanya ditunda dua hari
itu, merasa gembira dan optimis bahwa peresmian penggenangan memang akan

ditunda sampai masalah relokasi selesai.*

karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari,
mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara
itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya.
Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang
menyebut 1.698 KK (Kompas, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah
1.916 KK (Wawasan, 5 Januari 1989).

1bid,.

38“penggenangan Waduk Kedung Ombo Diundur 1 Hari”, Suara Merdeka
13 Januari 1989.

*lbid,.
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Tetapi harapan penduduk agaknya sia-sia saja, karena tanggal 14 Januari
1989 pukul 09.55 tepat, Menteri PU Ir Radinal Mochtar didampingi Gubernur
Jateng HM Ismail, Ketua DPRD Jateng Ir Soekorahardjo, Ketua Komisi V DPRRI
dan tiga bupati yang daerahnya terkena proyek pembangunan waduk, melakukan
peresmian penggenangan. Peresmian dilakukan dengan cara menimbun tubuh
bendungan dan pelepasan balon, yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan
tombol sebagai tanda ditutupnya pintu terowongan waduk oleh Gubernur HM
Ismail .4

Dalam sambutannya, Menteri PU Ir Radinal Mochtar menyatakan
terimakasih kepada pemerintah atas keberhasilan pembangunan proyek Kedung
Ombo yang telah memakan waktu cukup lama dan pengorbanan sangat besar. Hal
itu telah membutktikan mantapnya jalinan koordinasi Pemda Jateng dan jajaran
dibawahnya, dengan pihak proyek Jratunseluna. Sedangkan Gubernur Jateng HM
Ismail menyatakan, bahwa sudah sepantasnya apabila para penduduk dari
Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan yang termasuk daerah genangan waduk
Kedung Ombo, yang telah merelakan dan mengorbankan tanahnya digelari
“Pahlawan Pembangunan”.*!

Beberapa wartawan yang mencoba meliput peresmian penggenangan

ditangkap oleh petugas keamanan, karena dianggap memasuki kawasan tanpa

pengenal yang dikeluarkan panitia. Sedangkan beberapa wartawan yang mencoba

“0Stanley, op. cit., him. 115.

“Bernadette Whitelum, “Rhetoric And Reality in the World Bank’s
Relations with NGOs: an Indonesia Case Study”, A thesis submitted for the degree
of Doctor of Philosophy of the Australian National University, 2003, him 272.
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menelusuri daerah genangan untuk mengetahui perkembangan situasi terakhir,
mendapat peringatan. Dandim Boyolali, Letkol Drajat Budi Santoso, selaku
Komandan Satgaspam waduk Kedung Ombo memberlakukan daerah genangan
sebagai daerah tertutup semenjak peresmian penggenangan. Setiap orang yang
hendak memasuki daerah genangan harus memperlihatkan surat keterangan yang

hanya dikeluarkan Korem 074/Warastratama Surakarta.*2

42“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25 Maret 1989.



BAB 4
MELAWAN TANPA KEKERASAN
A. Mencoba Tidak Menyerah

Keputusan pemerintah untuk melakukan peresmian penggenangan tanggal
14 Januari 1989, dinilai banyak pihak sebagai suatu keputusan yang tergesa-gesa,
terlepas dari kemungkinan utang dan malu yang harus disandang pemerintah
Indonesia apabila terjadi penundaan lagi. Kesan tergesa-gesa nampak dari masih
bertahanya kurang lebih 1.916 KK di lokasi genangan.!

Bulan Januari, ketika dilakukan penutupan pintu waduk dan peresmian,
merupakan saat musim hujan turun. Hujan deras yang turun di daerah hulu Sungai
Serang, juga di kota-kota seperti Sragen, Boyolali, dan Salatiga, segera mengisi
anak sungai-anak sungai. Hanya dalam waktu seminggu setelah penutupan pintu
waduk, ketinggian permukaan air telah mencapai elevasi 57, 20 meter. Genangan
air telah menenggelamkan sejumlah dukuh di Kelurahan Wonoharjo seperti Dukuh
Kedung Uter, Kedung Lele, Jetis dan Cermai. Keadaan ini melesat dari ramalan
semula, yang diperkirakan hingga akhir Maret 1989 elevasi air baru akan mencapai

60-65 meter.?

1“Menunggu Sang Air Meyentuh”, Tempo 25 Maret 1989. Data ini di
berbagai media disebutkan dengan jumlah yang beragam. Hal ini mungkin terjadi
karena beberapa warga yang bertahan bisa saja jumlahnya berubah setiap hari,
mengingat tidak adanya pendataan yang jelas dari pihak-pihak terkait. Sementara
itu seiring menaikknya air genangan, warga tidak bisa diprediksi perpindahannya.
Media massa menyebut jumlah angka yang berbeda-beda, misalnya ada yang
menyebut 1.698 KK (Kompas, 4 Januari 1989) dan ada yang menyebut jumlah
1.900 KK (Wawasan, 5 Januari 1989).

2«Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo Capai 56,59 meter”, Suara
Merdeka 20 Januari 1989.

59
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Sungai Serang yang dibendung sudah tak tampak lagi, genangan air semakin
melebar menggenangi apa saja. Mulai pepohonan pisang, kelapa, hingga jalan-jalan
di daerah-daerah yang cukup tinggi. Jalan antar desa terputus. Sarana transportasi
seperti sepeda dan mobil tidak bisa dipergunakan lagi. Anak-anak yang akan
bersekolah harus menempuh perjalanan secara berputar-putar untuk menuju ke
sekolahnya. Hal itu terpaksa dilakukan untuk menghindari genangan air. Satuan
tugas pengamanan juga tidak mengira naiknya gengangan air akan secepat itu,
segera melakukan sejumlah persiapan. Sejumlah perahu karet dan peralatan SAR
didatangkan guna berjaga-jaga menghadapi musibah yang sewaktu-waktu muncul.®

Akibatnya, penduduk yang semula berkeyakinan bahwa air tidak bakal
pernah sampai pada rumah mereka, mulai dihinggapi kecemasan. Mereka membuat
gethek-gethek dari bambu dan batang pisang untuk bepergian.* Hal itu ditunjukan
dalam gambar 5, yang dengan jelas memperlihatkan bagaimana seorang ibu dengan
anak-anak kecil naik gethek menyebrangi genangan air waduk. Terlihat pula
seorang pria berdiri dengan memegang gethek sambil membantu mengarahkan laju
gethek.

Kepungan air di daerah pemukiman yang semakin meninggi membuat

penduduk berubah sikap. Kalau tadinya banyak penduduk yang bersikeras untuk

3Soal Waduk Kedung Ombo Masih Hadapi Kesulitan”, Suara Merdeka 3
Maret 1989.

413 Dukuh Mulai Tergenang; Penduduk Membuat “Gethek”, Suara
Merdeka 25 januari 1989.
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bertahan di tanah-tanah mereka, pada saat kepungan air mencapai elevasi 59 meter

beberapa penduduk segera pindah.®

Gambar 5: Gethek Menjadi Alat Transportasi Bagi Warga yang Bepergian 1989
Sumber: Suara Merdeka, 25 Maret 1989

Para penduduk bekerja bakti menyelamatkan rumah dan barang-barang
yang berada di Daerah Bahaya 1.° Dengan cara bergotong royong, kaum laki-laki
bekerja membongkari rumah warga yang paling dekat dengan genangan air.
Kemudian diangkat ke tempat yang lebih tinggi untuk disusun lagi menjadi sebuah
tempat tinggal darurat. Cara yang lain adalah dengan membongkari rumah yang
paling dekat dengan genangan air. Genting, papan, kayu tiang rumah ditumpuk di
tepi jalan, ditempat yang agak tinggi agar tidak hanyut. Barang-barang tersebut

kemudian diangkati ke tempat yang lebih tinggi, dimana telah menunggu sejumlah

>“Genangan Air Makin Meninggi”, Suara Merdeka, 25 Maret 1989.
®Daerah bahaya | terletak pada elevasi 50-65 meter.
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warga yang siap menyusunnya kembali.” Sedangkan kaum wanita lebih banyak
bekerja di daerah yang tanahnya tinggi. Pada gambar 6 di bawah ini menunjukan
bagaiamana beberapa warga bergotong royong membangun rumah di dataran tinggi
yang tidak tergenangi air waduk. Beberapa pria dewasa menyusun genteng dan
usuk. Terdapat juga wanita yang membawa rumput pakan ternak yang digendong
dalam keranjang. Mereka mencari rumput untuk makanan ternak, membuat dapur
umum, membantu memasang dan membuat kayu usuk dari bambu untuk atap

rumah.®

Gambar 6: Potret Warga yang Bergotong Royong Membangun Kembali Rumah
Mereka di Dataran yang Lebih Tinggi 1989.
Sumber: Termpo, 15 April 1989

Beberapa warga kemudian mulai menyerah, tidak sedikit pula dari

penduduk yang secara sukarela meninggalkan tanahnya dan pindah ke daerah diluar

’“Selebaran di Kedung Ombo”, Tempo 15 April 1989 .
8“Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 25 Maret 1989.
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genangan yang mana sanak keluarga mereka tinggal. Sebagian ada yang mendaftar
untuk mengambil uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan di pengadilan tinggi
terdekat atau mendaftarkan diri untuk bertransmigrasi.® Menyerahnya beberapa
warga yang semula bertahan ini tidak terlepas dari kesaksian mereka yang melihat
secara langsung bagaimana air sampai di bubungan rumahnya. Pada akhir Februari,
ketika ketinggian air mencapai elevasi 76,23 meter lebih, penduduk yang bertahan
masih ada sekitar 1.786 KK.

Berbagai cara dilakukan penduduk untuk menyelamatkan harta bendanya
seperti yang dilakukan oleh bapak Juwahir, yang tinggal ditepian Sungai Serang
dukuh Ngerapak. Seluruh bekas bongkaran, termasuk perabotan rumah
dihanyutkan lewat aliran Sungai Serang. Bapak enam anak tersebut berbagi tugas
dengan teman-temannya.'! Yang hulu bertugas menghanyutkan, sedang yang hilir
bertugas menangkap barang-barang yang dipindahkan. Mulai dari almari, meja,
atap rumah, dan sebagainya yang bisa berjalan sendiri terapung-apung sampai
ratusan meter jauhnya.'? Pada gambar 7 di bawah ini menunjukan bagaimana
penduduk memanfaatkan air genangan waduk untuk memindahkan perabotan
rumah seperti kayu dengan cara menghanyutkannya. Mereka sambil berenang

kemudian mengikuti kayu ataupun barang yang mereka hanyutkan.

SStanley, op. cit., him. 127.

10«Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter” Suara Merdeka
28 Februari 1989.

bid.
12«Mereka Mencoba Tidak Menyerah”, Tempo 25 Maret 1989.
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Gambar 7: Warga Memanfaatkan Air Genangan untuk Memindahkan Kayu-Kayu
Guna Membangun Rumah di Tempat Lain 1989
Sumber: Tempo, 25 Maret 1989

Keadaan seperti ini memaksa masyarakat yang bertahan fokus untuk
bertahan hidup, sehingga sawah-sawah tidak terurus dan hewan ternak menjadi
kurus. Pemiliknya sibuk menyelamatkan harta benda masing-masing.*3 Di beberapa
desa, warga tetap berusaha menghidupkan suasana desa yang pernah ada. Pasar
yang telah tergusur tetap digunakan warga untuk tempat transaksi jual-beli. Atau
tukar-menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan sebagian benda
berharga yang dimiliki.'4

Budaya menggeser rumah di daerah dataran tinggi di lingkungan daerah

genangan terus dilakukan penduduk yang bertahan di tanah kelahiran mereka.

Cukup banyak jumlah penduduk yang nekad tidak akan keluar dari daerah

13“Menunggu Sang Air Menyentuh”, Tempo 25 Maret 1989.
4Stanley, op. cit., him. 128.
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genangan. Sebuah rumah yang baru saja digeser, ada kemungkinan seminggu
kemudian sudah harus digeser lagi untuk menghindari air yang terus naik.®

Memasuki awal bulan Maret, menurut pendataan terakhir yang dilakukan
oleh Pemda Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 10 Maret 1989 jumlah warga yang
masih bertahan di area genangan tinggal 1.684 KK. Ketika saat itu, ketinggian air
mencapai elevasi 76,23 meter lebih.'® Mereka berasal dari berbagai desa yang
berlainan, banyak berkumpul di bukit-bukit dan membentuk permukiman baru.!’
Banyak rumah tenggelam tidak terselamatkan oleh pemiliknya.

Banyak pula anak usia sekolah yang tak bisa bersekolah. Selain jalan-jalan
telah terputus oleh genangan air yang terus melebar, gedung-gedung sekolah
banyak juga yang tenggelam. Sebagaimana ditunjukan dalam gambar 8 di bawah
ini, didirikan sekolah-sekolah darurat di pingggir genangan waduk untuk
mengakomodir anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah secara efektif
karena gedung sekolah mereka tenggelam oleh air waduk. Sekitar puluhan anak

usia sekolah berkumpul untuk belajar bersama.

°Stanley, op.cit., him.128.

16«Ketinggian Air Waduk Kedung Ombo capai 77 meter” Suara Merdeka
28 Februari 1989.
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Gambar 8: Foto Anak-Anak yang Belajar di Sekolah Darurat
Sumber: Tempo, 25 Maret 1989

Terlantarnya anak-anak usia sekolah banyak diberitakan oleh media massa,
dibantah oleh Ka. Depdikbud Boyolali Drs Moh Said. Sementara itu, satu setengah
bulan semenjak penggenangan dilaksanakan mengakibatkan daerah genangan yang
sebenarnya subur, harus terendam dan tenggelam oleh air waduk. Genangan air
yang semakin meluas mulai membentuk waduk Kedung Ombo seperti tapal kuda.*8
Daerah-daerah yang berada dibagian sebelah dalam tapal kuda menjadi daerah
terpencil. Misalnya dukuh Kedungpring, Banger, Ngrakum, Ngrapah. Di daerah-

daerah terisolir tersebut, selain rawan pangan muncul beberapa wabah penyakit

18«“yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat”, Tempo 25 Maret 1989.
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kulit dan muntaber. Kesulitan lain adalah langkanya air bersih, karena mata air yang
menjadi sumber air minum telah tertutupi oleh genangan air waduk.®

Untuk pergi ke kota terdekat yang dulunya hanya sekitar lima kilometer dan
bisa ditempuh dengan berjalan kaki, menjadi tidak bisa lagi. Orang-orang di desa
yang terisolir harus menempuh perjalanan berpuluh-puluh kilometer lewat daratan
di sebelah selatan. Seringkali pula mereka harus melewati pos-pos penjagaan. Pihak
militer yang berada di pos penjagaan acapkali sengaja mempersulit penduduk yang
pulang belanja dari daerah luar genangan.?

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kopi, gula, garam, atau
pupuk tanaman dan genting, penduduk seringkali pergi membeli ke Pasar Legi, di
Solo. Ketika penduduk yang membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari
tersebut melewati pos penjagaan, biasanya para petugas dengan sengaja memeriksa
dan membongkar barang-barang bawaan secara lama. Akibatnya penduduk
seringkali harus menginap satu malam di pos penjagaan.?:

Rumah penduduk banyak yang tenggelam dan tidak sempat diselamatkan.
Sampai tanggal 17 Maret 1989 air telah menenggelamkan 35 rumah penduduk.??
Orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan rumahnya hanya mampu bersikap

pasrah. Sebagaimana yang ditunjukan oleh gambar 9, air waduk menenggelamkan

Ybid.

20\Wawancara dengan Jaswadi pada 25 Juli 2018.
2l“Menunggu Sang Air Menyentuh”, Tempo, 25 Maret 1989.
22 | bid.
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rumah penduduk sampai setinggi genteng. Akibatnya banyak pula rumah-rumah

yang tidak sempat terselamatkan oleh pemiliknya.

Gambar 9: Rumah-Rumah yang Tenggelam Oleh Air Waduk yang Semakin
Meninggi 1990
Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi
Air yang menggenangi bekas hutan, dimana banyak tumbuhan-tumbuhan
dan pepohonan, menjadi daerah baru yang berbahaya. Di bawah permukaan air
yang tampak tenang, terdapat cabang dan ranting pohon yang siap mengait apa saja
yang lewat di atasnya. Hingga bulan Maret 1989 telah ada dua warga Sumberharjo
dan Wonoharjo mati tenggelam. Seorang meninggal karena terjeblos ke dalam parit

hutan jati yang sudah tak terlihat lagi. Seorang lagi terpeleset ketika sedang

mandi.?®

23«“Korban Tewas Di Kedung Ombo 15 Orang”, Suara Merdeka 12 Januari
1996.
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Beberapa diantara penduduk yang nyalinya menciut melihat air memporak-
porandakan tempat tinggal dan desa mereka. Sebagian memilih menerima tawaran
pemerintah untuk bertransmigrasi. Pada akhir Maret 1989 sebanyak 64 KK atau
302 jiwa penduduk dari kawasan yang terkena Proyek Waduk Kedung Ombo
berangkat bertransmigrasi ke Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Utara.
Para transmigran yang mendapat bantuan dana dari Banpres dan Yayasan Dharwis,
serta Yayasan Sosial Soegyapranata diberangkatkan dengan pesawat Hercules dari
bandar udara Adi Sumarmo, Solo. Ke-64 KK tersebut diantaranya berasal dari 8
KK Desa Bawu, 29 KK dari Desa Kemusu, 11 KK dari Desa genengsari, 12 dari
Desa Nglanji, 3 KK dari Desa Klewor dan 1 KK dari Desa Sarimulyo.?*

Dari 3.006 KK di Kecamatan Kemusu yang harus pindah akibat terkena
proyek Waduk Kedung Ombo, sebanyak 983 KK atau 32,70 % telah pindah ke
sekitar waduk di luar daerah genangan. Sebanyak 193 KK atau 6,42 % memilih
untuk mengikuti program pemerintah yakni bertransmigrasi. Memilih untuk tinggal
di rumah sanak saudara yang tak terkena waduk juga menjadi salah satu alternatif
pilihan warga, sejumlah 193 KK atau 13,2 %. Sebagian warga juga mulai menerima
tawaran pemerintah untuk menempati Kayen, sebanyak 31 KK atau 1,03 % pindah.
Data jumlah penduduk di Kemusu yang memutuskan untuk melakukan perpindahan

secara lengkap per masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel 5 di bawah ini.

24Menurut versi Warga Kedung Ombo, sebagian besar orang-orang yang
berangkat bertransmigrasi adalah sanak keluarga pamong desa yang justru tidak
memiliki rumah atau tanah di daerah genangan. Mereka mendaftarkan diri ikut
bertransmigrasi untuk mendapatkan tanah seluas 2 hektar di daerah transmigrasi.
Lihat Stanley, op. cit, him. 30-31.



70

Tabel 5: Jumlah KK dan arah perpindahan Penduduk Kecamatan Kemusu dan
wilayah Waduk Kedung Ombo lain sampai dengan 23 Maret 1989

Kecamatan Jumlah | Jumlah KK yang pindah keluar wilayah genangan

KKyg

harus Ke Trans- Kewi | Ke Jumlah | %

pindah | sekitar | migrasi | layah Kayen | KK

waduk lain

Kec. Kemusu
1. Wonoharjo 185 144 14 27 - 185 | 100
2. Nglanji 717 180 76 232 6 494 | 69,90
3. Kemusu 621 244 9 19 - 272 | 43,80
4. Genengsari 606 224 71 71 13 379 | 62,54
5. Ngrakum 482 51 11 28 12 102 | 21,16
6. Watugede 27 21 - - - 21 | 77,77
7. Klewor 218 62 2 12 - 76 | 34,86
8. Bawu 124 33 10 8 - 51| 41,13
9. Sarimulyo 26 24 - - - 24 | 92,31
Sub total 3.006 983 193 397 31 1.604 | 53,36

Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung
Ombo

Di Kecamatan Kemusu yang belum keluar dari wilayah genangan, umunya
menempati tanah-tanah yang berada pada elevasi 85-95 meter. Penduduk yang
telah menggeser rumah sebagian masih tinggal di daerah yang ada di bawah elevasi
95 meter. Artinya mereka masih berada di wilayah yang bakal tergenang.?

Usaha penggeseran yang dilakukan penduduk, selain menuju ke arah yang
lebih tinggi, mereka juga berusaha untuk berada sedekat mungkin dengan wilayah
asal mereka yang diperhitungkan tidak bakal tenggelam. Dengan demikian, di

daerah sekitar sabuk hijau (green belt)?® mereka bertahan hidup dengan mengolah

*Menunggu Sang Air Menyentuh”, Tempo, 25 Maret 1989.

26“Recent Experience With Involuntary Resettlement (Indonesia-Kedung
Ombo)”, Operatioan Evaluatioan Departement report No. 17540 document of
world bank, him. 7. Kawasan sabuk hijau adalah sebuah areal dengan ketinggian
air (elevasi) 90-95 meter, yang sebenarnya tidak boleh dijadikan hunian. Kawasan



71

lahan Perhutani di kawasan Kedung Ombo yang dekat dengan tempat tinggal
mereka di wilayah sabuk hijau. Pada waktu elevasi air waduk turun, mereka pun
nekat turun ke waduk yang tanahnya mengering dan menanaminya dengan padi.
Meskipun demikian, panen yang cuma sekali dalam setahun, karena lahan pasang-
surut hanya bisa ditanami ketika air waduk menyusut masih bisa membuat mereka
bertahan.?’

Ada juga warga yang memanfaatkan tanah-tanah “tidak bertuan” diluar
lahan pasang surut, yaitu tanah proyek yang tidak tergenangi air waduk. karena
disana merupakan tanah kering, maka warga yang bertahan dan memanfaatkan
tanah ini harus bekerja keras untuk mengolahnya, baru kemudian mereka
menanaminya dengan jagung atau ketela. Celakanya, beberapa komoditas tani yang
dulu hampir tidak pernah dibeli warga, kini harus dicari sampai di pasar. Bayam,
misalnya, dulu tinggal memetik di tanah pekarangan rumah. Namun, semenjak
mereka digusur oleh pembangunan waduk serta memilih bertahan di lokasi sabuk
hijau mereka tak lagi bisa mendapatkan sayur-sayuran seperti dulu lagi, terkecuali
harus pergi ke pasar.?®

Di daerah Kecamatan Kemusu, selain masih banyaknya warga yang

memilih bertahan dan tidak mau pindah ataupun transmigrasi, masih banyak pula

ini dijadikan tempat sebagai cadangan air, ketika air waduk mengalami pasang
akibat curah hujan yang tinggi. Jadi, sangat berbahaya jika warga tetap bertahan di
sini, karena pada musim huujan air waduk pasti menjadi pasang, yang sewaktu-
waktu bisa menenggelamkan mereka. Tapi inilah wujud protes yang dipilih rakyat.

2sdiyanto, op. cit., him 68.
28 \Wawancara dengan Tulus, 17 Juli 2018
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warga yang tidak mau menerima uang ganti rugi. Dari jumlah 1.402 KK yang
bertahan, terdapat 669 KK atau 57 % yang tetap menolak uang ganti rugi.

Tabel 6: Jumlah KK yang bertahan dan tidak bersedia menerima ganti rugi uang,
sampai dengan 23 Maret 1989

Kecamatan/Desa | Juml. KK hrs Jumlah KK yang masih bertahan dan belum
keluar wilayah keluar dari wilayah genangan
genangan Jumlah | % Yang bertahan dan tidak
mau menerima ganti rugi
Jumlah %
Kec. Kemusu
1. Wonoharjo 185 0 0 0 0,00
2. Nglanji 717 223 31,00 149 20,78
3. Kemusu 621 349 56,20 147 23,67
4. Genengsari 606 227 37,46 48 7,92
5. Ngrakum 482 380 | 78,84 252 52,28
6. Watugede 27 6 22,22 0 0,00
7. Klewor 218 142 65,14 49 22,48
8. Bawu 124 73 58,87 24 19,25
9. Sarimulyo 26 2 7,69 0 0,00
Total 3. 006 1.402 46,64 669 22,25

Sumber: LPU UKSW, Laporan Perkembangan Resettlement Penduduk Waduk Kedung
Ombo

Selain menolak untuk pindah dan juga tidak bersedianya mereka menerima
uang ganti rugi, perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk juga
dilakukan secara simbolik dengan menolak mengambil ikan dari perairan waduk.
Menurut penuturan Parno, mengambil ikan di lokasi waduk sama dengan halnya
mereka mengamini tindakan pemerintah yang telah menggusur mereka secara

paksa dari tanah dan rumah yang mereka miliki.?® Tak hanya itu, Parno, Jaswadi,

2Dalam proses awal poembebasan tanah, pemerintah memang menging-
imingi mereka denghan potensi perikanan yang menjanjikan. Perikanan dapat
dikembangkan dengan berbagi cara, antara lain dengan membudidayakannya dalam
karamba jaring apung atau ditangkap langsung ditengah perairan waduk. namun
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Darsono, Senen, Tulus bersama warga yang bertahan menyuarakan gerakan golput
di setiap pemilu sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang abai
terhadap hak-hak mereka. Mereka tidak peduli siapapun yang terpilih, karena toh

nasib mereka tetap sama saja.

B. Kepedulian Ormas hingga LSM

Simpati masyarakat terhadap rakyat Kedung Ombo sepertinya terakumulasi
di saat menjelang penggenangan waduk, dimana masih ada puluhan ribu manusia
yang belum meninggalkan lokasi genangan. Apalagi berbagai media massa dengan
gencar memberitakan permasalahan yang terjadi di daerah genangan beserta
ganjalan-ganjalan yang tersisa menjelang peresmian genangan.®!

Tidak berselang lama setelah proses peresmian penggenangan dan
diberlakukannya Kedung Ombo sebagai daerah tertutup, muncul berbagai
kelompok yang ingin mendampingi, membantu dan membela rakyat Kedung Ombo
yang telah menderita selama bertahun-tahun. Kelompok yang bermunculan ini
sangat heterogen, meliputi berbagai profesi, dan kedudukan sosial dalam

masyarakat.>> Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga

warga yang bertahan di lokasi sabuk hijau ini tidak berminat atas bantuan tersebut.
Penolakan ini bukan cuma sekedar simbol protes perlawanan terhadap kehadiran
waduk, tetapi juga karena warga masih asing dengan bidang pekerjaan seperti itu.

30“Golput Ala Warga Kedung Ombo, “Palang Sepur Dilumpati, Ajur
Mumur Dilakoni”, Bernas 1 Juni 1997.

31George J. Aditjondro, “Large Dam Victims and Their Defenders: The
Emergence of An Anti-dam Movement in Indonesia”, dalam Philip Hirsch and
Carol Warren (eds.), The Politics of Environmental in Southeast Asia: Resources
and Resistance, (London dan New York: Routledge, 1998), him. 80.

#1bid., him. 81.



74

kelompok besar. Yaitu kelompok mahasiswa dan masyarakat umum yang
tergabung dalam KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Waduk
Kedung Ombo), Kelompok Romo YB. Mangunwijaya dan kelompok LSM.33

Ketiga kelompok tersebut lewat aksi-aksinya yang dilakukan secara terpisah
nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah.
Khususnya yang menyangkut cara penanganan terhadap orang-orang Yyang
mencoba terus bertahan di daerah genangan waduk Kedung Ombo.
KSKPKO (Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo)

Dimotori oleh beberapa aktivis mahasiswa dan masyarakat secara umum
dari Salatiga, Yogyakarta dan Surabaya yang merasa prihatin dengan nasib orang-
orang di daerah genangan waduk Kedung Ombo, yang terancam tenggelam karena
waduk akan segera digenangi, dilakukan serangkaian pertemuan. Mereka
melakukan investigasi mengumpulkan data dan informasi. Sekaligus
mendiskusikan persoalan yang terjadi di Kedung Ombo. Kelompok ini kemudian
bertambah banyak setelah bergabungnya belasan mahasiswa dari Yogya dan
Semarang, sehingga akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok yang
kemudian diberi nama KSKPKO.

Salatiga dipilih sebagai sekertariat kerja, kota yang dianggap paling dekat
dengan lokasi genangan. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan dari para
aktivis mahasiswa dan simpatisan di Jakarta, Bandung, Bogor dan beberapa kota

lain.?*

#Stanley, op.cit., him 135.
31bid., him. 136.
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Pada 6 Februari 1989 ketika persiapan dianggap cukup matang, KSKPKO
mengirimkan surat pernyataan kepada Ketua DPR/MPR, Kharis Suhud yang
ditembuskan ke Presiden Soeharto, Menko Polkam, Mendagri, Menteri PU, Ketua
DPRD Tingkat I, Gubernur Jateng, rakyat di daerah genangan, lembaga
kemahasiswaan di seluruh Indonesia dan media massa. Surat pernyataan tersebut
ditandatangani oleh 961 orang. Diantaranya adalah mahasiswa dari 45 perguruan
tinggi di Jawa dan Lombok, agamawan, seniman, pekerja sosial, dosen, birawan,
buruh, ibu rumah tangga dan sebagainya.*®

Selain mengirimkan surat pernyataan, KSKPKO yang diwakili oleh
komponen mahasiswa, membikin aksi solidaritas secara serentak di tiga tempat
pada hari yang serupa, Senin 6 Februari 1989. Di Jakarta, sekitar 100 orang
mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan Bogor datang ke kantor Depdagri
di JI Merdeka Selatan Jakarta. Mereka membawa poster. Kepada petugas yang
mencegat di kantor Depdagri, rombongan KSKPKO menyatakan keinginan untuk
bertemu dengan meteri Rudini guna menyampaikan surat pernyataan dan semua
permasalahan yang terjadi di Kedung Ombo. Namun Keinginan tersebut gagal
karena Menteri Rudini tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi
Il DPR di Senayan. Sedangkan 70 mahasiswa berasal dari Salatiga, Yogya dan
Semarang yang juga tergabung KSKPKO mengadakan aksi solidaritas dengan

mendatangi lokasi genangan di desa Kedung Cumpleng yang telah tenggelam

%Lihat “Mahasiswa Temui Ismail Bicarakan Kedung Ombo” Kedaulatan
Rakyat 7 Februari 1989.
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sebatas dada.®® Aksi yang dilakukan di lokasi genangan waduk di datangi oleh
aparat kepolisian yang berjaga dan mengawasi, sebagaimana yang ditunjukan oleh
gambar 10 di bawah ini. Rombongan KSKPO membawa poster yang bertuliskan

kata-kata seperti: “Hai Ismail, Kedung Ombo bukan tanah mbahmu!”; “Rakyat

Kedung Ombo Ditipu”; “DPR dan Pemerintah Anjing Kapitalis”.

Gambar 10. Aksi KSKPKO yang Diamankan Oleh Aparat 1989
Sumber: Editor, 11 Februari 1989

Buntut aksi yang pertama KSKPKO ini adalah dikepungnya sekretariat di
Salatiga dan dijaga oleh aparat selama beberapa hari. Para penghuni rumah yang
dijadikan sekretariat KSKPKO merasa khawatir dengan perkembangan situasi

setempat. Para mahasiswa terpaksa mengungsi dan mengosongkan rumah mereka

3«Qalah, Kedung Ombo”, Editor 11 Februari 1989.
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selama lebih kurang dua minggu. Beberapa aktivis KSKPKO dicari-cari oleh aparat
kepolisian dan militer. Mereka dituduh telah melakukan rapat gelap pada tengah
malam 5 Februari 1989 di sebuah rumah di Dukuh Cemara, salatiga sebelum
mengadakan aksi ke lokasi genangan Waduk Kedung Ombo. Salah seorang aktivis
kemudian mendapat panggilan dari Polres Salatiga untuk di dengar kesaksiannya
tentang rapat-rapat gelap dan rapat terselubung lainnya.®” Aksi KSKPKO kembali
berlanjut pada tanggal 25 Maret 1989 di Semarang. Mahasiswa di Yogya dan
Jakarta juga melakukan hal sama dengan waktu yang berbeda.

Selain aksi yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat, mulai aksi
pertama dan berikutnya, KSKPKO juga melakukan sebuah aksi yang sifatnya diam-
diam. Dalam penyusunan skenario pertama kali, KSKPKO sengaja melakukan
pemilahan antara aksi untuk membentuk opini dan aksi diam-diam yang sengaja
dirahasiakan.3®

Aksi diam-diam tersebut dilakukan dengan cara penyusupan menembus
satgaspam secara berkala dan hanya melibatkan kelompok kecil. Dalam aksi
tersebut dilakukan koordinasi pemantauan keadaan penduduk di daerah genangan
dan penyampaian barang-barang yang dibutuhkan penduduk seperti tali-temali,
makanan, pakaian dan obat-obatan serta vitamin. Barang dan uang yang berhasil
dikumpulkan oleh KSKPKO di beberapa kota disampaikan kepada penduduk

dengan cara yang sama atau lewat LSM di Solo.>®

$7Lihat: “Hari-hari Penting Menuju Kasasi”, Forum Keadilan Nomor 8, 4
Agustus 1994. Juga Wawasan, 14 Maret 1989.

3Stanley, op.cit., him. 168.
39“Yang Membuat Ribut Malaikat Penyelamat”, Tempo 25 Maret 1989.
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Kelompok Romo YB Mangunijaya

Romo YB Mangunwijaya memulai aksinya dengan membuat sebuah surat
pernyataan, yaitu hanya akan menolong anak-anak yang terdapat di lokasi
penggenangan waduk Kedung Ombo yang masih bertahan dan tidak akan ikut
campur dengan persoalan kasus Kedung Ombo. la membuat surat himbauan kepada
pribadi-pribadi yang mungkin tertarik untuk membantu anak-anak di daerah
genangan waduk Kedung Ombo.*° Turut menandatangani surat himbauan itu antara
lain, Abdul hakim G Nusantara dari YLBHI, Soemedi dari LBH Semarang.

Romo Mangunwijaya segera melakukan kunjungan ke daerah genangan
Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu. Romo Mangun menyaksikan sendiri
bagaimana blokade militer dan pemandangan menyayat di daerah genangan.*
umah-rumah penduduk terisolasi oleh genangan air yang terus meninggi.
Pengalaman Romo membuat niatnya ingin segera terealisasi dalam mengajar anak-
anak yang tak dapat melanjutkan sekolah, mengingat genangan air semakin

meninggi.

“0Surat himbauan itu kemudian dimuat sebagai iklan oleh Harian
Kedaulatan Rakyat pada 27 Februari 1989, yang segera mendapat tanggapann dari
pihak aparat pemerintah antara lain dari Kaditsospol ABRI Letjen Harsudiono
Hartas, Mendagri Rudini dan Menko Kesra, Soeparjo Rustam. Ketiganya
menyatakan memberikan dukungan terhadap niat Romo Mangunwijaya untuk
membantu orang Kedung Ombo, asalkan murni untuk kepentingan kemanusiaan
dan tidak digunakan untuk manuver politik atau kepentingan yang lain. Lihat:
Suara Merdeka 3 Maret 1989.

“IKedaulatan Rakyat, 6 Maret 1989.
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Banyak orang yang kemudian mencurigai niat Romo Mangun sebagai
manuver politik yang sengaja dilakukan tatkala pemerintah berusaha
mengosongkan daerah genangan. Bahkan kemudian muncul isu yang menyatakan
bahwa niat Romo Mangun dipelopori keinginanya menyebarkan misi agama di
Kedung Ombo. Romo Mangun sendiri menanggapi isu yang menyerang dirinya
dengan mengibaratkan bahwa dirinya mendengar ada sapi kecemplung sumur
nyuwun tulung. la hanya berniat membantu anak-anak yang mungkin cacingan,
korengan atau kurang makan, hingga yang putus sekolah tanpa ada pretensi apapun.

“Saya dan teman-teman ke Kedung Ombo tidak ditunggangi oknum lain,

atau bahkan unsur pewaris paham yang menentang pemerintah. Kali ini

justru mau melaksanakan penghayatan dan pengamalan Pancasila, mulai
dari sila pertama hingga yang terakhir.”*

Romo Mangun merasa bahwa langkahnya adalah legal, tidak subversif,
ataupun aneh-aneh. Apa yang dilakukannya bahkan sangat sesuai dengan kehendak
pemerintah. Juga merupakan konsekuensi dari semangat kesetiakawanan sosial
yang diperingati setiap tanggal 20 Desember.*

Ajakan Romo Mangun mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
Puluhan relawan-relawati mendaftarkan diri ke tempat-tempat seperti yang
tercantum dalam iklan yang dipasang di koran. Hanya dalam beberapa hari saja

telah terkumpul buku, alat tulis, makanan, obat, pakaian, tenda, tiker, selimut, uang

dan lain-lain. Bahkan di pos Yayasan Palamarta Indonesia di Mangkunegaran Solo

42“Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo”, Kompas 6
Maret 1989.

“Aditjondro, op. cit., him. 70.
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berhasil terkumpul tujuh ton beras, satu ton gula pasir, dan 12 pak pakaian.**
Sebagian anggota KSKPKO juga menyatakan bergabung dengan kelompok Romo
Mangun, bersamaan dengan bergabungnya sejumlah dosen-dosen Undip Semarang
dan Pimpinan Pondok Pesantren Muntilan, Kyai Hamam Djafar.*® Mereka
bergabung mengatasnamakan pribadi tanpa menyangkutpautkan dengan posisi
sebagai dosen, mahasiswa, dokter atau profesi lain dalam masyarakat. Gambar 11
menunjukan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu anak-anak yang
putus sekolah dengan membuat kelas-kelas darurat unuk pembelajaran dengan

lokasi seadannya.

P

Gambar 11. Sekolah Yang dibentuk Oleh Para Relawan 1990
Sumber: Stanley, 1994

#“Romo Mangun Ajak Orang-Orang Peduli Kedung Ombo”, Kompas 6
Maret 1989.

“5Bergabungnya Kyai Hamam Dijafar yang juga merupakan tokoh MUI
Jateng tersebut, berhasil menetralisir isyu dan kecurigaan terhadap rencana
kemanusian Romo Mangun. Lihat: “Menunggu Sang Air Menyentuh”, Tempo, 25
Maret 1989.



81

Kelompok LSM

Sikap awal keprihatinan LSM terhadap korban penggenangan Kedung
Ombo ditunjukan oleh Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusi yang pada 28
Januari mengirimkan surat pernyataan kepada Mendagri Rudini. LPHAM
menyatakan keprihatinan terhadap penggenangan Waduk Kedung Ombo.
Penggenangan yang dilakukan merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan
yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya korban fisik, sosial
dan ekonomi di kalangan rakyat.

Sebagian LSM memilih meninggalkan kasus Kedung Ombo tatkala mereka
mendapatkan tekanan dari aparat dan merasa kasus Kedung ombo menemui jalan
buntu. Sebagian lagi tampil menjadi kekuatan pelobi. Sementara itu beberapa LSM
yang bergerak di bidang hukum seperti LBH, YAPHI dan GPS terus mencoba
mendampingi penduduk dalam urusan litigasi.*®

YLBHI mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap kasus yang terjadi
di Kedung Ombo dengan mengadakan diskusi Panel. Diskusi bertemakan “Dimensi
Sosial dan Kemanusiaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Studi Kasus Waduk
Kedung Ombo” diselenggarakan pada 17 Maret 1989 di Jakarta. Diskusi tersebut
mencoba membahas aspek-aspek hukum, sosial dan kemanusiaan pembangunan
waduk Kedung Ombo. Serta merumuskan bentuk-bentuk partisipasi warga negara

yang bisa dilakukan untuk membantu penduduk Kedung Ombo.*’

“6Stanley, op.cit., him. 189
47Ibid., him. 190.
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Peran LSM yang paling menonjol (yang tampak di permukaan) adalah dari
kelompok International NGO Forum on Indonesia (INGI). Sebuah kelompok LSM
yang merupakan forum komunikasi antara LSM Indonesia dan LSM luar negeri.
Mayoritas anggotannya terdiri dari LSM negara-negara yang tergabung dalam
Inter-Govermental Group on Indoneisa (IGGI). Forum komunikasi yang berdiri di
tahun 1985 ini dalam konferensinya yang ke V di Nieport Belgia yang berlangsung
pada tanggal 24 hingga 26 April 1989, mengangkat kasus Kedung Ombo sebagai
salah satu agenda.*® Dengan demikian kasus Kedung Ombo yang tadinya baru
merupakan sebuah kasus nasional, diangkat INGI menjadi kasus internasional.

Dalam konferensi yang diikuti oleh delapan belas LSM dari Indonesia
tersebut, dihasilkan sebuah Aide Memoire yang berisi lima belas buah rekomendasi
untuk 1GGI dan Bank Dunia. Di antara rekomendasi tersebut, diangkat masalah
partisipasi masyarakat yang dilalaikan pemerintah dan terjadinya kemerosotan
kondisi hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi di Kedung Ombo. Dalam surat
yang ditanda tangani oleh Abdul Hakim G Nusantara dan Peter Kardoes yang
dikirimkan kepada Presiden Bank Dunia, Barber Conable, INGI meminta agar
Bank tetap konsisten pada kebijakannya sendiri mengenai pemukiman kembali
penduduk. Serta lebih memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan dalam
pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. INGI meminta agar Bank Dunia

tidak mencoba menutup mata terhadap situasi yang terjadi di Kedung Ombo. Ada

“8Dalam konferensi sebelumnya, yaitu Konferensi INGI ke IV yang
berlangsung pada 25 sampai 28 April di Zeewolde Belanda sebetulnya Kedung
Ombo juga termasuk dalam agenda pembicaraan sebagai sebuah studi kasus.
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lima butir langkah penyelesaisn yang dianjurkan oleh INGI kepada Bank Dunia
untuk menyelesaikan permasalahan di Kedung Ombo.*°

Rekomendasi ini kemudian menjadi angin segar bagi warga Kedung Ombo.
Pemerintah kemudian mencoba menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi itu
dalam rumusan kebijakan-kebijakan untuk lebih mengakomodir keinginan rakyat

yang masih bertahan di lokasi penggenangan.®

C. Kebijakan Pemerintah yang Melunak
Target penyelesaian pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang
terhambat pada akhirnya berdampak pada dana pinjaman luar negeri dari Bank

Exim Jepang, yang akan membekukan dana pinjamannya untuk pelaksanaan

“Svatikiotis, M. 1993. Indonesian Politics Under Suharto, Order,
Development and Pressure to Change. London: Routledge. him 34.

Lima rekomendasi tersebut berisi, 1. Menetapkan dan menerapkan
rencana pemukiman kembali dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap 900 lebih
KK yang tetap bertahan sekaligus mencakup langkah pemulihan pendapatan
keluarga melalui pertanian dan perikanan, kompensasi untuk properti yang hancur,
identifikasi atu oemukiman kembali yang setara dengan nilai tanah yang hilang
begitupula aset-aset lainnya. Serta menyediakan anggaran untuk pemukiman
kembali. 2. Mengalokasikan kompensasi yang memadai dan menyiapkan
pemukiman kembali untuk semua warga yang masih bertahan dan juga mereka
yang belum mendapatakan kompensasi dengan nilai yang setara. 3. Membentuk
forum monitoring dan evaluasi untuk pengawasi jalannya pemukiman kembali dan
rehabilitasi di Kedung Ombo dan proyek irigasi lainnya di Jawa. 4. Mengadakan
diskusi dengan pemerintah Indonesia mengenai pemukiman kembali di Kedung
Ombo dan meminta adanya peninjaun penuh atas pembebasan lahan dan
pemukiman kembali di Indonesia sebelum mendanai proyek-proyek lebih lanjut
yang menggusur pemukiman warga. 5. Melengkapi perencanaa Analisi Dampak
Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan yang dijalankan.
Rekomendasi ini dilayangkan oleh INGI kepada presiden Bank Dunia pada 26 April
1989.
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pembebasan lahan apabila tidak dapat selesai pada akhir Maret 1988.%! Pemerintah
Indonesia diharuskan segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo, sehingga
pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan yang akomodatif.

Pemda Jateng yang tadinya keras kepala menolak dialog dengan warga pada
akhirnya menyatakan kesediannya untuk memenuhi permintaan warga Kedung
Ombo. Mereka bersedia untuk berdialog dan mengakomodir masukan warga yang
masih bertahan.>? Bupati Boyolali M Hasbi tiba-tiba memberi tawaran baru kepada
penduduk yang bersedia pindah dan tinggal di Kayen, berupa tanah seluas 1.000
meter persegi untuk tiap KK.

Tawaran baru M Hasbi tersebut disampaikan kepada warga di Kemusu yang
masih berada di genangan lewat selebaran yang disebar pada 6 April 1989.
Selebaran tersebut dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa
Jawa dengan nomor 593.8/00784 dan 500/00794 dan langsung ditandatangani oleh

Bupati Boyolali M Hasbi. Tawaran Bupati Boyolali ini sebelumnya tidak mendapat

%1pihak pelaksana pembangunan juga mengambil kebijakan yang sama.
Penduduk diberi kesempatan untuk mengambil ganti rugi hingga akhir Maret 1988.
“Warga Masih Tolak Ganti Rugi”, Suara Merdeka 22 Juni 1988. Namun
kenyataannya batas waktu tersebut diperpanjang dan kemudian diubah lagi dengan
sistem konsinyayi.

2Perubahan sikap Gubernur Jateng disebabkan tekanan dari presiden yang
memberikan waktu dua bulan kepada HM Ismail untuk mernuntaskan
permasalahan Kedung Ombo, atau tidak akan dipilih menjadi Gubernur kembali.
Sebelum Gubernur HM Ismail menyatakan kesediannya menerima perwakilan
rakyat Kedung Ombo, pada 28 Maret 1989 Jaswadi mewakili penduduk Kedung
Ombo mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng yang berisi tentang keinginan
mereka terhadap suartu musyawarah yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan
di Kedung Ombo. Kutipan wawancara dengan Jaswadi.
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respon karena warga merasa tanah yang di Desa Kayen, Kecamatan Juwangi
Boyolali adalah tanah lahan kritis.

Pada akhirnya ada 7 KK yang bersedia menerima tawaran Bupati. Sadi
Dwijowiyoto yang menjadi salah satu pelopornya. la menuturkan bahwa,
keinginannya pindah sebenarnya karena ada intimidasi terhadap dirinya.
Jabatannya sebagai PNS guru akan dicabut bila dirinya tidak bersedia menerima
tawaran tersebut. Sadi juga disuruh untuk mengajak warga yang masih bertahan
untuk mengikuti dirinya pindah ke Kayen.®

Sadi membujuk beberapa warga yang masih bertahan untuk mengikuti
pilihannya dalam menerima tawaran pemukiman di Kayen. Setelah berhasil
membujuk 6 KK yang ikut pindah bersama dirinya, sampai bulan Februari 1990

warga Kedung Ombo yang bertahan dan memilih pindah ke Kayen Ada 31 KK.>

\Wawancara dengan Sadi Dwijowiyoto 13 Juli 2018. Sadi kemudian
berdiskusi bersama sang istri, Widarti, sebelum mereka memutuskan untuk pindah
ke Kayen. Menurut Darwati, mereka harus memilih ke Kayen agar suaminya tetap
bisa bekerja sebagai PNS untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Sebagai seorang
pedagang, menurut Darwati pendapatannya tak seberapa, sehingga mereka juga
masih mengandalkan hasil pertanian dari lahan seluas 2 ha. Dengan adanya waduk,
lahan mereka harus tenggelam. Dalam kondisi lahan sudah tenggelam, ancaman
pencabutan status PNS, maka pilihan paling realistis adalah menerima tawaran
pindah ke Kayen. Sekaipun keputusan ini akhirnya banyak dicaci oleh teman-teman
seperjuangannya kala melawan pembangunan waduk. Sadi dianggap malah
berkompromi dan tidak berkomitmen untuk tetap melakukan perjuangan
mempertahankan tanah kelahiran dari pembangunan waduk. Menyikapi hal
demikian Sadi dan Darwati tidak mau ambil pusing dan tetap percaya pilihannya
adalah benar sekalipun sedikit ada penyesalan tatkala mereka ternyata harus
membayar lahan di Kayen. Semula mereka merasa lahan di Kayen bisa didapatkan
secara gratis sebagai ganti rugi lahan yang telah tenggelam. Namun pada
kenyataannya mereka harus membayar lahan Rp 160/m2.

>4Seorang Guru Ajak Warga Pindah ke Kayen”, Suara Merdeka 5 Februari
1990. Dalam berita di Suara Merdeka disebutkan bahwa sorang guru bernama Sadi
menjadi pahlawan karena berhasil mengajak warga Kedung Ombo yang Bertahan
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Pemerintah merasa jumlah warga yang pindah ke Kayen belum seberapa
bila dibandingkan dengan mereka yang masih bertahan. Hingga pada akhirnya
pemerintah mengabulkan isi permohonan surat warga yang diwakili oleh Jaswadi,
dimana warga tidak ingin pindah dari wilayah genangan terkecuali mereka
diizinkan untuk menempati wilayah sabuk hijau dan membuka pemukiman di area
hutan. Menurut Jaswadi, selain soal ganti rugi lahan yang rendah warga ngotot
bertahan karena ingin memperjuangkan tanah kelahiran dan warisan nenek moyang
mereka.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-11/1991 dilepaslah
tanah kawasan hutan seluas 58, 2550 Ha yang terletak di petak 143, 144, 157 dan
158 RPH Grenjengan, Desa Ngrakum dan seluas 249, 1615 Ha di petak 189, 165,
168, 170, 175, 171, 172, dan 173 RPH Kemusu, Desa Genengsari, BKPH Kedung
Cumpleng, KPH Telawa, Kabupaten Boyolali untuk digunakan sebagai pemukiman
penduduk yang tanahnya terkena proyek Waduk Kedung Ombo yang masih
bertahan di lokasi genangan.>® Wilayah-wilayah inilah yang kemudian menjadi
sebuah desa baru. Kedua lokasi pemukiman tersebut kemudian menjadi sebuah desa
yang diberi nama Desa Kedungmulyo dan Desa Kedungrejo. Sayangnya wilayah
ini dianggap warga sebagai wilayah yang kritis dan sangat jauh bila dibandingkan

dengan kesuburan tanah mereka yang ditenggelamkan oleh air waduk.

untuk pindah ke Kayen sebagai upaya penyelesaian masalah yang selama ini gagal
diatasi oleh Pemda.

SKeputusan Menteri ini selengkapnya dapat di lihat di lampiran.
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Gambar 12. Peta kawasan Perhutani yang dijadikan pemukiman Kedungmulyo 1991
Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-11/1991
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Tawaran pemukiman baru ini pun akhirnya tidak serta merta membuat para
korban yang bertahan pindah begitu saja. Sebanyak 34 orang warga di Kedungpring
masih tetap berjuang untuk menggugat dua instansi pemerintah, Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Jawa Tengah dan Direktur Jendral Pimpinan proyek
Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna. Pada tanggal 13 Juni 1990 gugatan
itu diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Substansi gugatan adalah gubernur
mengeluarkan SK. No. 593.8/105/1988 tentang pedoman penetapan nilai ganti rugi.
Surat Keputusan yang terbitkan tertanggal 2 Mei 1988 itu dianggap tanpa
sepengetahuan para penggugat. Padahal, ketika itu belum ada persetujuan ganti rugi
antara tergugat dan para penggugat. Tetapi sayangnya Pengadilan Negeri Semarang
tertanggal 20 Desember 1990 mengambil putusan menolak permohonan pihak
penggugat.®® Banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Semarang pun juga tak
membuahkan hasil. Dalam putusan tertanggal 19 April 1991, PT Semarang justru
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Upaya warga untuk terus menempuh jalur hukum tidak berhenti disitu,
kegagalan di PN dan PT mereka lanjutkan dengan mengajukan kasasi ke MA.
Gugatan itu membuahkan hasil tatkala pada 28 Juli 1993 Majelis Hakim Kasasi MA
melalui putusan Reg. No. 2263 K/Pdt/1991 yang terdiri dari Prof. Asikin Kusuma

Atmadja, M. AM Manrapi, RL Tobing mengabulkan gugatan warga

%6 Nusantara op cit, him. 19.
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Kedungpring.®” Melalui putusan ini Pemda Jateng harus membayar ganti rugi Rp
50.000 per meter persegi. Tanaman sebesar Rp 30.000 per meter persegi.>®

Keberhasilan perlawanan warga Kedungpring melalui jalur hukum ini
sayangnya tidak pernah ditindaklanjuti. Putusan Asikin hanya berlaku diatas kertas.
Belum sampai eksekusi dijalankan, Ketua MA Purwoto menangguhkan eksekusi,
dan melalui Peninjauan Kembali (PK) kemudian membatalkan putusan Asikin
melalui putusan Reg no 650 PK/Pdt/1994.%° Dalam putusan ini menyatakan bahwa
kasasi warga Kedungpring tidak dapat diterima.

Meskipun secara hukum persoalan Kedung Ombo dianggap pemerintah
telah selesai dengan dibatalkannya putusan MA melalui PK, warga dan banyak
pihak terkait tetap meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Kedung Ombo
secara lebih substantif, mengingat banyaknya warga yang masih bertahan dan tetap
menolak relokasi. Sikap warga yang menolak relokasi ini sebenarnya cukup
beralasan, sebagaimana penuturan Jaswadi, ini terkait dengan biaya dan sarana pra
sarana umum di lokasi pemukiman baru. Mereka tak mungkin bisa pindah sendiri
karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memindah rumah dan

perabotannya. Di lokasi pemukiman baru, mereka juga membutuhkan fasilitas

>"“MA Menangkan Warga Kedungombo, Ganti Rugi dari Rp. 250 Menjadi
Rp. 50 Ribu”, Jawa Pos, 7 Juli 1994.

8Nusantara op cit, him. 79.

PK ini dituding akibat desakan Soeharto yang tidak terima atas
kemenangan warga Kedungpring di MA. Lihat: “Presiden Tanyakan Kasus
Kedungombo, Pemerintah Cari Upaya Hukum, Ketua MA: Pengadilan Bebas”,
Suara Merdeka, 26 Juli 1994.

80«Presiden Soeharto Tanyakan Putusan MA Soal Kedungombo™ , Kompas,
26 Juli 1997.
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umum semacam sekolah, tempat ibadah, saluran air dan hal lain yang harusnya
terlebih dahulu dibangun sebagai fasilitas penunjang kehidupan.

Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri terus mendapat desakan dari
Bank Dunia dan Exim Bank untuk segera menyelesaikan kasus Kedung Ombo
hingga pada akhirnya diambillah kebijakan yang akomodatif. Kesulitan pemerintah
dalam melakukan relokasi warga yang bertahan ke wilayah perhutani yang sudah
dilepas akhirnya disikapi dengan kebijakan yang lebih manusiawi. Dimulai dengan
membuka dialog dengan warga, pemerintah pusat menggagas program sebagai
upaya rehabilitasi kehidupan bagi warga yang bertahan dan terutama
mengupayakan mereka untuk mau direlokasi.®!

Program aksi kemudian dibuat dan dilaksanakan di Kedung Ombo selama
4 tahun (tahun anggaran 1998/1999 sampai 2002). Program ini menghabiskan dana
sebesar Rp 41.470.259.125. Hal ini ditempuh karena tidak lepas dari upaya
pemerintah pusat yang kala itu dipimpin oleh Gus Dur yang menginginkan kasus

ini diselesaikan dengan musyawarah.%?

®1Kebijakan pemerintah Indonesia ini tidak terlepas dari keluarnya
kebijakan dan pedoman Bank Dunia yang dirancang untuk melindungi masyarakat
adat termasuk: No. Kertas Teknis Bank Dunia 80/1988 menyatakan bahwa populasi
pengungsi dan masyarakat tuan rumah harus terlibat dalam tahap perencanaan
pemukiman kembali rudapaksa; Petunjuk Operasional 4.00 yang berkaitan dengan
kebijakan lingkungan untuk proyek bendungan dan reservoir; dan Petunjuk
Operasional 4.20 tahun 1991 yang dirancang untuk melindungi masyarakat adat
warisan budaya dan memastikan mereka tidak lebih buruk untuk proyek-proyek
Bank Dunia. Kebijakan Bank Dunia juga tidka terlepas dari desakan berbagai LSM
dan media yang banyak menyoroti kasus-kasus pembangunan bendungan yang
bermasalah, seperti di Kedung Ombo. Lihat: Bernadette Whitelum. 2003. “Rhetoric
And Reality in the World Bank’s Relations with NGOs: an Indonesia Case Study”,
A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian
National University, him 288.

62“Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang”,
Suara Pembaruan, 5 April 2000.
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Tabel 7. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan di Kedung Ombo Tahun 1998-2002

Tahun APBN APBD APBD Intruksi Bantuan Bantuan Luar | Jumlah
Anggaran Provinsi Kabupaten Gubernur Gubernur Negeri
1998/1999 1.091.838.000 108.985.000 439.500.000 0 32.500.000 0| 1.672.823.000
1999/2000 | 2.616.882.000 711.823.500 737.845.000 0 126.901.500 0| 4.193.452.000
2000 2.137.196.000 | 5.070.387.500 0 0 336.038.000 0| 7.543.621.500
2001 2.678.001.000 | 2.066.617.000 | 2.148.666.000 | 626.500.000 254.440.000 | 1.270.690.000 | 9.044.914.000
2002 8.126.922.800 | 7.421.907.500 | 2.039.868.325 0 | 1.426.750.000 0 | 19.015.448.625
Jumlah 16.650.839.800 | 15.379.720.500 | 5.365.879.325 | 626.500.000 | 2.176.629.500 | 1.270.6900.000 | 41.470.259.125

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2002)

Pemerintah yang diwakili oleh pihak provinsi, yang kala itu dipimpin oleh
Gubernur Mardiyanto (1998-2003) diutus untuk menyusun beberapa langkah untuk
fokus pada pemberdayaan warga Kedung Ombo dengan fokus utama memerangi
belenggu 3K (kemiskinan, keterbelangan, dan keterisolasian).®®

Sejak 1998, persoalan Kedung Ombo disikapi pemerintah dengan menaruh
perhatian untuk merelokasi warga yang masih bertahan di kawasan sabuk hijau,
serta rehabilitasi kehidupan warga. Pemerintah yang semula melakukan tindakan
intimidasi dan kekerasan mulai berbenah, akhirnya pemerintah mengakomodir
pendapat warga untuk diadakan musyawarah dan pertemuan dengan warga yang
masih bertahan pada pertengahan Oktober 1998 di Kecamatan Kemusu, Boyolali
yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati,
diantaranya, pemerintah akan membangun jalan dan jembatan sekitar waduk,

penyedian air bersih, pembangunan sarana pendidikan, terutama SMU, penyedian

sarana listrik bagi masyarakat. Selain itu, Gubernur Mardiyanto mulai melakukan

%3|sdiyanto, op. cit., him. 84.
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pendekatan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk menggali aspirasi warga
guna membicarakan kemungkinan adanya relokasi bagi mereka yang masih
bertahan.%

Semenjak dilantik menjadi gubernur pada 24 Agustus 1998 gubernur
Mardiyanto melakukan kunjungan beberapa kali ke Kedung Ombo berikut napak
tilas dan beberapa hasil pertemuan antara Gubernur Mardiyanto dan warga
Kedungombo.

1. Tanggal 13-14 Oktober 1998

Pertemuan pertama ini berlangsung di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu,

Boyolali.®® Agenda pertemuan ini adalah kunjungan kerja dan dialog dengan warga.

Hasil pertemuan ini menghendaki agar pemerintah melakukan hal-hal berikut,

a. Pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan
b. Pengadaan sarana air bersih

c. Sertifikasi tanah

d. Pemasangan jaringan listrik

e. Pembangunan SMU di Kemusu

%Ibid., him. 85.

%Bagi pemerintah pertemuan ini sebagai bentuk awal komitmen untuk
melakukan program aksi bagi warga yang bertahan. Sedangkan bagi warga yang
bertahan, pertemuan ini minimal membuat pemerintah sadar bahwa, mereka yang
bertahan hanya ingin mendapatkan hak-hak mendsar dalam hidup mereka setelah
kehidupannya ditenggelamkan oleh air waduk. Upaya mereka yang bertahan
selama ini dan tidak mau direlokasi adalah bentuk protes kepada pemerintah.
Mereka sebenarnya bisa saja menerima relokasi dengan syarat terpenuhinya sarana
dan prasarana mendasar di lokasi relokasi yang semula adalah hutan. Sayangnya,
jangankan membangun sarana, sebelum pertemuan itu diolakukan, pemerintah
bahkan selalu menyalahkan warga yang tidak mau pindah.
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2. Tanggal 31 Juli 1999

Kunjungan kembali ke Desa Klewor dan berlanjut ke Desa Kedungmulyo,
Kemusu. Acara di Desa Klewor untuk meninjau sambungan listrik, meninjau calon
lokasi SMU, temu wicara dengan siswa SMU Kemusu dan pemberian bantuan
peralatan tulis. Sedangkan acara di Kedungmulyo yakni melakukan penyerahan
sertifikat tanah kepada warga setempat, yang mencakup 367 lembar sertifikat.
Sekaligus juga melakukan penyerahan bantuan dana untuk usaha, serta pengadaan

sarana/peralatan untuk budidaya ikan dengan sistem karamba.
3. Tanggal 23 Februari 2000

Kunjungan ini bertujuan untuk meresmikan SMU Kemusu, dan berdialog
dengan warga di Desa Klewor, Kedungpring, dan Desa Kedungrejo, Kemusu.®’

Dalam pertemuan ini warga menyampaikan aspirasi sebagai berikut,

a. Pengadaan air bersih di Dukuh Ngelaban dan Ngesikrejo di Desa Klewor
b. Perbaikan jalan yang menghubungkan Desa Genengsari, Kedungmulyo,
Kedungrejo, dan Desa Bawu

c. Permohonan lampu-lampu penerangan jalan umum

®Dialog ini minimal menjadi ruang terbuka bagi masyarakat yang masih
bertahan untuk mengutarakan apoa yang menjadi alsan mereka hingga saat itu tidak
mau direlokasi. Mereka akhirnya menyampaikan aspirasi bahwa, pemerintah harus
menyediakan fasilitas-fasilitas umum agar warga bisa menjalanmi aktivitas
sebagaimana saat mereka belum digusur oleh waduk. warga berpikir bahwa mana
mungkin mereka bisa hidup di lahan relokasi bila tak ada sarana seperti ketersedian
air, jalan, jembatan, listrik dan fasilitas sekolah.

®71sdiyanto, op. cit., him. 98-99.
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d. Perlunya membangun jembatan yang menghubungkan Desa Genengsari dan

Desa Klewor
e. Warga menginginkan adanya dialog antara warga dan pemerintah secara rutin
f.  Gubernur meminta warga untuk lebih memikirkan masa depan
4. Tanggal 21 Maret 2000

Gubernur mengundang Paguyuban Warga Kedungombo (PWK) yang
masih dipimpin oleh Darsono. Hasil pertemuan ini warga berharap mendapatkan
kepercayaan untuk mengelola lahan pasang-surut di kawasan sabuk hijau. Dalam
hal ini, Bapelda mengatakan daerah pasang-surut dapat digunakan untuk budidaya
tanaman semusim, tetapi dengan resiko tergenang air jika volume air waduk

meningkat. Warga Kedungpring pada prinsipnya juga bersedia untuk direlokasi.
5. Tanggal 3 April 2000

Pertemuan berlangsung di pendapa Kecamatan Kemusu, yang bertepatan
dengan kunjungan presiden (Abdurrahman Wahid) ke Kedung Ombo.®® Dalam
acara ini Gubernur melaporkan berbagai upaya pemerintah dalam rangka
rehabilitasi maupun pemberdayaan warga. Gubernur mengakui bahwa masalah
Kedungombo belum tuntas. Hasil musyawarah ini menghasilkan beberapa poin

sebagai berikut:

%8“Gus Dur: Ganti Rugi Warga Kedungombo Tak Harus Berupa Uang”,
Suara Pembaruan, 5 April 2000.
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a. Mengharapkan agar kawasan hutan yang sudah dijadikan lahan permukiman
warga Kedung Ombo (sebelum relokasi warga Kedungpring) agar dijadikan
hak milik

b. Menuntut rehabilitasi (pemulihan) nama baik sejumlah warga, terutama
mereka yang dicap sebagai PKI atau mereka yang dalam KTP nya dibubuhi
kode ET

c. Mengharap adanya jembatan di Desa Genengsari, sarana perhubungan antara

Genengsari dan Guwo, pembangunan Masjid dan pengadaan air bersih.
6. Tanggal 1 Februari 2001

Gubernur mengunjungi warga desa yang sedang panen. Gubernur meninjau
pembangunan TK di Desa Kedungrejo. Kunjungan Gubernur yakni ke wilayah
sabuk hijau, dusun Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kemusu. la meyaksikan sendiri
panen Padi yang terendam air waduk, kemudian menyerahkan bantuan alat

pengering gabah kepada warga.®®

Perjuangan warga yang masih bertahan di lokasi genangan waduk tetap
berlanjut. Mereka yang hidup di area sabuk hijau dengan tetap bercocok tanam di
area surutan air waduk sempat juga berhasil mengintervensi pemerintah untuk
menunda penutupan pintu waduk di tahun 2001. Warga Kedungpring berkirim surat
ke Gubernur H Mardiyanto. Dalam surat itu disampaikan bahwa warga sebentar

lagi akan memasuki musim panen padi. Rata-rata setiap warga menanam padi di

89“Pintu Waduk Kedung Ombo Jangan Ditutup”, Suara Merdeka 18 Januari
2001.
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lahan sekitar 1 ha. Setiap tahun warga Kedungpring hanya satu kali bisa menanam
padi di daerah yang mengering itu. Hal serupa dilakukan oleh warga di Mlangi,
Klewor dan wilayah lainnya.”® Upaya ini berhasil dikabulkan pemerintah dan
akhirnya warga bisa panen padi.

Melalui berbagai kebijakan semacam ini akhirnya upaya relokasi dapat
berjalan dan diterima oleh warga. Beberapa warga akhirnya mau untuk direlokasi.
Dari semula pada Maret 1989 yang masih terdapat 1.407 KK yang masih bertahan
di lokasi genangan dan sabuk hijau akhirnya melalui kebijakan akomodatif seperti
pelepasan lahan perhutani untuk pemukiman, hingga berbagai upaya rehabilitasi
warga membuahkan hasil berupa kerelaan warga untuk mau meninggalkan wilayah
pinggiran genangan dan sabuk hijau. Hingga akhir tahun 2002 warga yang mau
untuk pindah ke wilayah yang telah dilepaskan perhutani sebanyak 795 KK.
Relokasi dimulai dengan melakukan landclearing (membuldoser) tempat relokasi
yang semula adalah hutan.”

Perpindahan ini baru mencapai 56% dari keseluruhan warga di Kecamatan
Kemusu yang menolak ganti rugi, sebab sejumlah warga yang bertahan di kawasan
sabuk hijau tercatat masih terdapat 612 KK.”?> Tapi langkah ini setidaknya dapat

mengawali penyelesaian persoalan di Kedung Ombo di luar jalur hukum, dengan

"I bid.

"“Relokasi Bagi Warga: Titik Awal untuk Menatap Masa Depan” , Suara
Merdeka, 15 Februari 2002.

2Jumlah ini di dapat dari penuturan beberapa informan seperti Jaswadi dan
Darsono. Wawancara dengan Darsono dilakukan pada 19 Juli 2018. Sedangkan
sumber lain dalam Menyelami Kedung Ombo yang diterbitkan olen Kelompok
Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah menyebut jumlahnya sekitar 526 KK.
Lihat: Isdiyanto, op. cit., him. 148.
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mengedepankan perbaikan kualitas kehidupan di sana, termasuk memikirkan
sertifikasi tanah sebagai tanda sah kepemilikan bagi warga di Kedungmulyo dan
Kedungrejo.”

Menurut penuturan Jaswadi dan Darsono mereka yang bertahan di lokasi
sabuk hijau memanfaatkan lahan-lahan genangan yang surut dari air waduk untuk
bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu mereka yang bertahan memang
jumlahnya mengalami perubahan. Hal ini karena beberapa warga kemudian
memutuskan untuk bertrasnmigrasi hingga pindah ke rumah sanak saudara.
Sedangkan bagi Jaswadi dan Darsono yang memilih untuk menerima tawaran
pemerintah pindah ke Kedungmulyo dan Kedungrejo, pilihan ini tidak berdampak
signifikan bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi penghasilan mereka juga tidak
mengalami peningkatan justru yang terjadi adalah kemerosotan.

Hal ini disebabkan karena lahan yang didapat di Kedungmulyo maupun di
Kedungrejo tidak sebanding dengan lahan mereka yang ditenggelamkan oleh
waduk. Bila di Kedungrejo dan Kedungmulyo mereka hanya mendapat lahan seluas
1.000 m2 sedangkan dahulu luasan lahan pertanian mereka saja mencapai 1 ha saat
belum ditenggelamkan. Hal ini jauh berbeda ketika dahulu bisa mengandalkan hasil
panennya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan di Kedungmulyo dan
Kedungrejo mereka harus bekerja serabutan. Beberapa warga bahkan memilih

bekerja diluar daerah sebagai kuli bangunan. Sadi dan teman-temanya yang pindah

73 «“Sertifikat hingga Modal Usaha Dipikirkan”, Suara Merdeka, 16 Februari
2002.
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ke Kayen ternyata dibebani biaya Rp 160 untuk setiap meter persegi tanah di Kayen.
Padahal tanah di Kayen tidak sesubur sebagaimana tanah Sadi yang telah
ditenggelamkan. Hal ini membuatnya kecewa mengingat harapan mereka adalah
tanah di Kayen bisa di dapatkan secara cuma-cuma sebagai ganti rugi atas tanah

mereka yang telah ditenggelamkan untuk kepentingan waduk.



BAB 5
KESIMPULAN

Munculnya perlawanan warga Kemusu terhadap pembangunan waduk
Kedung Ombo dari tahun 1985-2002 tidak terlepas dari arogansi pemerintah yang
mengalienasi hak-hak warga setempat dalam proses pembangunan. Hal itu terlihat
dari kebijakan pemerintah yang sejak awal bertindak tidak kooperatif dengan
tanpa melibatkan warga dalam perumusan kebijakan hingga tindakan represif dan
intimidasi yang tak segan dilakukan aparat terhadap warga yang memilih bertahan
di lokasi genangan waduk. Pada satu pihak, pemerintah memberi stigma mbalelo
terhadap warga yang bertahan hingga secara serampangan membubuhan kode ET
pada KTP warga tanpa alasan yang jelas, bahkan warga yang dipaksa agar mau
menandatangi uang ganti rugi. Di lain pihak, warga tetap masih merasa enggan
menerima besaran uang kompensasi ganti rugi lahan yang jauh dari harga tanah
pada umumnya, ditambah dengan ketidakjelasan nasib masa depan kehidupan
mereka yang digusur oleh waduk, menjadi alasan dominan untuk melakukan
perlawanan. Latar belakang historis dan filosofi hidup masyarakat setempat yang
sudah tertanam juga menjadi faktor yang membuat masyarakat bersikeras
melakukan penolakan pembangunan.

Dominasi negara atas rakyat semakin tampak ketika proses penggenangan
waduk berlangsung. Pada saat yang sama, merespon hal tersebut, masyarakat
terpecah menjadi tiga kelompok. Pertama, warga yang memilih pasrah dan
menyerah untuk di gusur, sehingga mereka mengikuti program transmigrasi

pemerintah atau pindah secara swadaya ke lokasi lain diluar wilayah genangan.

99



100

Kedua, kelompok warga yang melakukan perlawanan secara pasif, yakni mereka
yang memilih bertahan tinggal di pinggiran lokasi genangan dan sabuk hijau
sebagai bentuk penolakan atas pembangunan waduk. Ketiga, kelompok warga
yang melakukan perlawanan secara reaktif, yakni mereka yang selain bertahan di
lokasi genangan juga sekaligus menggugat pemerintah melalui jalur hukum.

Penderitaan warga yang bertahan akhirnya menimbulkan simpati dari
berbagai pihak seperti ormas hingga LSM. Kampanye menuntut pemerintah dan
lembaga donor untuk bertanggung jawab dilakukan di tingkat lokal, nasional
hingga internasional. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih
kooperatif dengan menyiapkan pemukiman baru dan rehabilitasi kehidupan
penduduk.

Menjelang akhir abad ke 20 dan memasuki abad 21, pemerintah pusat
mulai menganggarkan dana untuk membangun sarana-prasarana di lokasi
pemukiman yang baru. Hal ini cukup berhasil untuk membuat beberapa warga
bersedia pindah dari lokasi genangan dan sabuk hijau ke lokasi pemukiman baru.
Meskipun masih banyak pula warga yang bertahan, setidaknya kebijakan ini
menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk menerapkan pembangunan yang
lebih manusiawi. Imajinasi soal kesejahteraan yang dibawa oleh proyek ini, bagi
warga yang terkena dampak waduk merupakan sebuah jargon ilusi. Alih-alih
membawa kesejahteraan, proyek ini justru lebih akrab dengan banyaknya protes
dari berbagai pihak hingga penderitaan hidup warga yang terdampak.

Hingga detik ini berbagai persoalan dalam konteks pembangunan waduk

ternyata masih berlangsung terus. Hal itu tampak dari sebagian warga yang
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tinggal di lokasi pinggiran genangan dan sabuk hijau. Dalam fenomena sosiologis,
realitas tersebut menunjukan bahwa pembangunan waduk Kedung Ombo masih
menyisakan persoalan, tidak sebatas psikologis, namun juga bisa jadi ekonomis.

Kondisi ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.
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Kepada Camat Kemusu Perihal Pendataan Tanah Penduduk Yang Terkena Proyek
Waduk Kedung Ombo yang dimulai pada 1985
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Sebagainya dalam Pelaksanaan Pembebasan Tanah Proyek Waduk Kedung Ombo
di Kabupaten Daerah Tingkat Il Grobogan, Sragen, dan Boyolali
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5. Peraturan Menteri Delum Negeri Nomor § Tohun 1973;

6. Peraturan Kenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975;

T. Surat Keputusan Gubernur Kepelu Dasrsh Tingkat I Jawe
Tengeh tonggul 23 Pebruieri 1976 Nomor : Huk.16/1976;

Surat Keputusan Gubzrnur Kenels Daorah Tingkat I  Jew

Teng#h tongpel 3 April 1978 Nomor : Ag,15/1978,

.

MeNMUTUS K AN H
Pedoman Penctupnn Besornyt Geti Rugl 'onah, Doangunan, Ta
naman den lain gebagainye delom rangka Poloksansan Pembe-
bagen Tansh Proyek Waduk Fodungombo Al Kabupaten Deepah

Tingkat II Grobogan, Sragen dan Boyolali Dohun Anggavan -
1988/1989, scbaguimans daf'ter torlampiv, ‘

e
Grobogen, Sregen dsn Boyvolali aelalu Ketun Manitia Polak-

sunean Pembebogan Tanah Proyel Waduk Kadungombo untuk wis

layahnja masing-mesing, deleam na natapkan bonovnys  gandy

1‘\\(;1 IR
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Lanjutan:

"ﬁ;“L"‘ tenoh, bongunor, taneman deon lein neobasgsl
.77 lam Tehun Anggeran 1988/1989 )erpedoman peda
iterlampir Suret Keputusen ini.

i Surat Keputtsan Ani berlnku oejalk tangzal ditetapkan ==
. uengan ketentynn Opuhlln dikemudisn hori ternyats ter %

v dapet kekeliruan delem Keputusen ini, oken dibetulken ‘3
, 8ebogaimane mestinya, .

Ditetapkan di : Semercng
Pada tanggal ¢ ¢ MEI 1988

GUBQPHUR—Kh?ALA DAERAH TINGKAT I .
\. o S48 TENCAH ws " RE

- LAY AN Surat Keputusan ini dizempeikan
udy Yth,:

ﬂunteri Sekretaris Hegera di Jakorta;

“‘enko EKUIH'gun Pengowesen Pembengunan di Jakarta;
ienteri’Dalam Negeri di Jekerta;

“enteri Pekerjesan Umum ai Jakertao;

::euteri Keudngan di Jakaria;

‘irektur Jenderal Apraria Tepdegri di Jokerta;
.‘irektur Jenderal Fengelrun Depsrtemon Pekerjaan -
“ieum 1 Jakerta; .
“irektur Jenderal hnggorcn Departemen Keuongon di
citerte; -
“ipektur dJenderal AIRDAS pade Departemen Pekerjuan
Smui. ¢ Jakertag
\ .
.o DPRL Tingkat I Jowo Tenpah i Semarang;
. viui SAYFEDA Tingket I Jewe Tengeh ol Semerang;
semus sslaven Sekwilae Pingkot I Java Tengah di Sg
LrangT; '
seautn ITY1L Propinei Jews ‘tengeh di Semareng;
v‘awntu Gunernur Jows Teugeh untuk viileyoh Semn -
s 41 Senarang; 5 |
Coewan tu Gubernur Jdown Tenpuh untuk Yilayeh Suru -
tala AL Snerakertag :
w1 bivelktorat Agrarie Fropinpi Jawn Tengel ai
Ny \
.nti Fegotie Doorel Tingkat II Sropgen (1 Srogen;
~otl Repszia Deeroh Tingket II Grohaghn di Purwo-
gy .
sail Lepele Deeroh Pingkot I Dayoleli di Doyoleld "

20, Aot seeves
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Lanjutan:

FisCh mie PR LA PreanabiYa Gaintl RUGT Tulan, La), UL AL, 1Pdi fdudi
sale Ladh ofbavdalbYs Vatal Wil GKA PhonkoidiA PEL B BACA: DAl
tal Yl L DUR RisbUkuCr 0 DY Vo Uloveth paklad @1EnEaT T1 GRORO
it omeand. wale BOYOLALL,

we venti bwuei Tarch

¢. ronah Pekarun.en {(D1,D2,P) - Hp. £05,-/ME )
b. Tunsh Sawah Klaes I (31) - Rp. 483,.-/he

r -

¢. finch Sawah #les 11 (32)

]

ltp, 402,5,-/M2
d. fenal Pegal Rles 1 (3,D4,1) - dp. 403,5,-/12
¢. funeh Tegal wlms IL (D5 dst) - Rp. 32%,-/M2

wi.gatun

- enti rusi tenuh klmous untuk Dess smindul, Pendem, Kecematan

Surber Lowony, Dess coke, lecamatsn hiri, Ksbupsten Daersh
l‘i:;.;

kot II oragen dor Desa itlewor, Genengsari Kecamatan Kewu-

su, Hatupaten Daorsh Moaflet 1T doyoluli t: ) )
w. Lanzhe Pewiven. on (L1, ,P) < Kp. 8%9,9,-/lia
G. Yenoh Suwah sloag L (31) - kp. 8506,-/M2

¢. M neh Suweh Elus 1T (82)

- Rp. 414 ,.-/M2
¢. renah Texul Kles 1 (D%, 04,71)

- Rp. 414 ,-/l2 .

e. Mapah Pegsl 8les I1 0 (DS dst) -A“D. 333,5,=/M7

- Mirah oawah £las 1 (31) ¢ adalah sawah yang méhdapat pengair
ar: teknis.

- Purael Sewaeh llas I (LZ2) @ adelah swwoh tacuh hujen, buken pe
nitairan teknis, "

c
cooanptl sl Banfanan
a. dLngmunan Permunen - Iy, 84“7_,—/”2
v.. tumzunarl: Semi Forwunen - Rp. 3542 ,=/h2
. zumtunen Sewmentiru - Rp. 2472,5,-/m2
1 Catatun :
- Lanc-unsn Pecemanen
Aerun ke i hsyu Jut.
Dinding ¢ Tewbok/kayv Juti
genting 4 Vliems
Lantoi : bukan tenal (tegel, plesteran dan lainela
in) h
Buprn o w6 Permonan ¢
wetor ke ¢ Moyu Jutid
\ b1 .'lqnx.:u



Lanjutan:

s,f - -
Dinding i oredek
enting Vliums
Lantai ¢ tunah

- Yemyrunan £ementars )
Kevanpka ¢ buksn ksyu joti c !
Dinsiin:g ¢ pedek .
denling towelit
Lantai ¢ tanah

<. vYunti Ruei Banjgrunan loin-lain
U, ounar

nompa (Drojron dan lain-lain)

- Rp. 7.072,5,-/per buah
Ve S2NIEUT DaBan rgn

- Rp.14.145,- /perc buah
- kp. %.542,-/M2

--Rp. 713,-/M2

- Rp. 138,-/M2

- Rp. 4.414,5,-/112

- Rp, 7.072,5,~/M2.

- Rp. 356,5,=/M2

: SD, Masjid, Puskesmas, Ba

C.o OO =0 00N0F,

a. Purur poswenizan batu
¢. Pawor hidup

t.. Jumban permenen

Z. Kuburan

ir. holam ikan

V. Yanti Rugi Bsnzunan Khusus (misalnya
la2i Jesz ian lain-lvin)

Dibicaraken khusus oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Wila
yah Sun=ei. Jratunseluna denzsn Panitia Pembebasan Tenah setempat.

L, SGanti :uri Tansman

I-l'—':.'-:::======2H====.':=====:.=====:=====‘-==;======'~===================:=====
. i HARGA SulPUAN ( Rp./batang )
Jzh IS TalinMhl b STRIE T gUDA T .
a. Pansman_Dbahsn Bgnsunan | !

1. Jeti ! 34,5 ¢ 1391,5 ! 27?1[5 

2. fEnyu tohun 11,5 ! 690,- | 1391,5

%, baebu bLeser | 2%,- o 69,- | ¢ 138,

4. Soumbu lkecil ! c3,- ! U6 - ! 103,5

p., Tanaman perdunan;an/

ipuustred ' : )

1. Cwenclkeh Coogls.- -0 01%91,5 2771,5

2. felupe Lo276,- 1 1391,5 b 2971,5

*. liinjo, reve, fancg Uo1%E - 276,- | 483, -

4, n=yu putih | 23,- | 138,- ! 276 -

‘. Duri/kenus ! 11,5 69, - H 276, -

c. Tenaman c.ecesecvsees

113



Lanjutan:

LSS Nt A7
e . /- >

. L Buah-bouhien
; I\ Hnnh—huuhun Jeniyg e 1

X
“

“mahi-huahen Jenis ke 171
i g, Depayo

O N VLR

lain-lain
——=din=lain
1. Cinmeny terngeriy.-

deoheyn bak, Jendy
e kU Bekap Jenig 13

\

E. %uah-huuhzn

Jenis

e I

ECeaserig

e Lo b Jeniy e g

Eﬁyu.bnkﬁr jenig ke(Il

{ "_.“,.-.'..

Beien an Rp, 6, - heutey

: Rp. 8305,-
R,‘-i. 483 [ e

wlisilave

sttt
s bae Ll

LR Ll

GnB moges
Yootunhi-hauhan Jenis ke 1

s Jomhn ovi, v lung:, petung) Jawa,
” 1

¢ Hangka, Sawo, mangga,

Lol St paees diboewan An.

Menjadi Rp. @10 =
Jenjaci Ry, 4R0, -

'lianﬂrn, talol
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136,- 1 690, - ! 1391,5
23,- 1 138, - ! 216 ,-
23,= Gy - ! 138,-

IL,5 1 ! 69,-
;?-,7,,- ! ! 4143-
Qs ] ! 276, -
= R L kSN niSTzozme Stimzea

Senson, tremhegi,
Johoy,

warn, sono, agenm,
aulum, nahoni, aambi, mindi,
trcngguli, cendonn, 1ubun,-hcrincin
len unhunninya.

la

—

nengon, dun sebopainya” '

kedondong, ke
cepi, Jemtu, hlimbing, Jeruk keprol
kluwil, pctai, rambutan, dquiq

dan
Sebogainyg,

sivsat/wulwo, earikoyo, Jembu k1y -
tuk, dnwet, Ilayu, dnn scbuuninya.
H]rndinunnflumtoro, watupena,

kald.
an:drs, dan sehagainya, ’

Kgntos, adam ati, klampis,'kQNMniné %
dkasia dan 2ebagainya, .

Seau, V7éru, . lelar, leral, dadap, kﬁ,
g, Pace, bpntis,Jguyom
den uebuuainyn?'_ '

Sy= Mbulatkin penuy kébeWéh N

A1bulatkan penug lkeatag, £
: b
‘1on aeteruanyu.
)}
GunzuugﬁqyfgﬁLa DABRAH PINGIpy iﬁg'
el & AL S L XY
e §?iz%ﬁ%>TDHGAH~ .
0 oY . d oo 7 o Y
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Lampiran 3: SK No. 419/Kpts-11/1991 Menteri Kehutanan Tentang Pelepasan
Lahan Perhutani untuk Permukiman di Kedungmulyo dan Kedungrejo

MENTER!I KEHUTANAN -
REPUDLIK INDONESIA

. KEPUIUSAN MENTZRY KEHUTANZN
Nomor : 419/Kpts-II/1991.

ASAN" TAIAH KAWASAN HUTAN SELUAS 58,2550 (LIMA PULUH

DELAPAN, DUA RTBU -LIMA RATUS LIMA PULUH PER SEPULUH RIBU)

HA TERLETAK DI' PETAK 143, 144, 157 DAN 158 RPH GRENJENGAN-
NGRAKU' |, DAN SELUAS 249,1615 (DUA RATUS EMPAT PULUH
LAN, SERIBU' ENAM RATUS 'LIMA BELAS PER SEPULUH RIBU)

HA DI PETAK 189, 165, 168, 170, 175, 171, 172 DAN 173 RPH

KEMUSU - DESA GEMENG SARI,wBKPH KEDUNG CUMPLENG, KPH TELAWA,

KABUPATEN BOYOLALI, PROPINSI JAWA TENGAH UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI PEMUKIMAN PENDUDUK YANG. TANAHINYA TERKENA PROYEK -
WADUK KEDUNG OMBO .

MENITERL KEHUPANAN, -

Mondnbang a. hahwa Mentori Kehulanon dengan surat tgl. 27 -Juli 1989 No. 958/
Manhut-I1/1989, tgl. 3 Pebruari -1990 No. 179/Menhut-VII/1990,-:
dan- tgl. 18 Dugenber 1990 No. 2173/Menhut-I/1990 telah menyetu--
jui permohonan tukar menukar tanah kawasan hutan cleh. Proyek'
Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna; AR S -

L. bshwa berdasarkan persetujuan tecsebut diatas, telzh dilaksana-
kan pengukuran bersama antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah,
.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro dnsi Jaws, Tengah ]
.dan Badan Pelaksana Proyek Induk Pengmbangi::layah' Sungai-
Jratunseluna atas tanah kawasan hutan sebagalmana Qituangkan
‘dalam Berita Acara Pengukuran Bersama tgl. l.April '1991;

berh dengan itu maka dipandang 1lu untuk melepas-

e mmzamhmgan ngtan seluas 307,4165 (tg;: ratus- tujuh, em-
o uluh lima per‘sepuluh ribu) ha sebagai-
pat ribu seratus enan pu : . 1)
mana tersebut dalam Berita Acara Pengy..lkutpn Bersama tgl.

41 1991 untuk digunakan sebagai areal pemukiman pendudu)'c
B ;g’:ng'mhnya terkena Proych Kodung Qnbo. - :

3. Barita Acar ) .
- e . MEMUTUSKAN : ....-

inglnga 1. Undang-Undang'No. S -tahun 1960; . .
Hengingat s ‘1,.- X ng-gzcng o 3 etwei 19673 o :
o - 37 bernturan Pemarintah No. 33 tahun ig-{g;
" K jcdon Mo, G4/M tabun 10685
3 ‘&"wh"mam pmsmmmm No. 25 tahun 1990:
5. Kepulusen o eri Portanian No. 178/Ipts-I1//4/1975;
§ 6‘.“9},(“?;3” san Menteri Kehutanan to. 399/Kpts-1:t/1990.. :
iﬂn’ggm 7 ' t Menteri Pekerjaan Umm No. UN.01.01.MA/484 tgl. 11 Dessm
tikan : 1. Sura erl. 7 ; ' !
A D e de%0. hOE-VIIZ1990 tgl. 23 Juni
2. Surat Menteri Kehwtanan No. 1143/Ment ‘
11950, - 'a Pengukuren Bersama tgl. L April 1991,
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Wm H
1 » e ol

ERTAYA (1) mmul\ (oaneh kavasan hutan seluas 58,2550 (Lims puluh delapan
- ' Jetak ) ratus lima puluh persepuluh ribu) hektar yang Ler—’
W s p:tak 143, 144, 157 dan 158 di RPH Grejengan, Desa Ngra-
' el “1““ 249,1615 (dua ratus empat puluh sembilan seribu -
16t us limabelas persepuluh ribu) hektar di petak 189, 165, '~
- 298, 170, 175, 171, 172 dan 173 di RPH Kemusu, Desa Geneng Sari,-
:g’@“ Kedung Cumpleng, -KPH Telawa, Kabupaten Boyolali, Propinsi =~
véwa Tengah sebagaimana tertuang dalom Berita Acara Pengukuran -
Bersana tanggal I'April 199] untue digunakan sebagai pemukiman =
. .penduduk yang tanahnya- terkena Prcyek Waduk Kedungombo. “ g
(2) Latak dan batas kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sebagaima= :

© + ha terlukis pada peta lanpiran keputusan ini. .

- (3) Penyelesaian lebih lanjut terhadap kawasan hutan yamj telah dile-
Paskan tersebut dilakuken gleh Ladan Pertanahan Nasional sesuai -
. déngan keténtuan peraturan perundany-undangan yang berlaku.

JZOUA ¢ Penggantian/penukaran tanah kawasan hutan seluas 307,4165 (tiga ratus
~tujph  empat.ribu seratus enam puluh lima persepuluh ribu) hektar -
oleh Départemen Pekerjaan Umum cq. Proyek Induk.Pengembangan Wilayah
- Sungal Jratunseluna diselesaikan hersama dengan penyelesaian penggan-,
tian. kavagan hutan yang terkena Proyck Waduk Kedungombo secara kese =
luruhan, o y '

-

KETIGA + Keputusan ind mulai berlaku sejak Caugyal ditetapkan.

" “Ditetapkan di : JAKART ALy
)

sALfAN Keputusan ini

disanpaikan kepada Yth, :.
i. 8dv, Menteri Koordinator Bidang FKUIH
dan Pengawasan Pembangunai.

& ﬁi.‘mnuri Dalam Negeri.

. 8dr, Menteri Pekerjaan Umm. X
4. §dr, Kepala Badan Pertanahen Nasional. —

% Pesabat Eselon T lingkup Departeomen Kehutanan,
b 'Sdr. ijgem Kepala puerah ‘l‘lngka; I Java Tengah.
% Sdr, i tand.,

%, §dr, Direktur Utama Perum Perhu . .

§, 8dr, Kepdla Kantor ilayal Departeman Kehutanan

" e L’:{:’f‘,ﬁg‘f ‘ﬂ\f'f?.;:';h padan I'értanahan Nagionai
' Pmropaj.] M'.i Lo 'mngt\h‘.’ rhutani Jawa ‘lengah.
L gar, m&%ﬁg,i PuLMih Tingkat 11 Royolall.
2. Bar. Camat Kemusu. ;

-
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Lampiran 4: Peta Wilayah Permukiman di Kedungmulyo Tahun 2002

: ) T
FETA PETUNJUK
SCRALA | 100 000

Gambar 1

Keterangan

Wilayah Permukiman

Kawasan Hutan

- Bangunan-bangunan

Wilayah Genangan Waduk

© KAWASAN H JTAH YANG DIKELUARKAN
UNTUK PEHUKIMAM KEDUNGMULYO

%]
n
Belum dihuni

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 419/Kpts-11/1991

Gambar 2

PETA PEMUKIMAN KEDUNGMULYO
KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALLI
! ® JAWA TENGAH
x°
I

'\

4 313
o LRk
'HUTAN

vv‘.| "‘,. [IN (1. V ;l

il {kel

Sumber: Kelompok Solidaritas Korban penggusuran Kedung Ombo
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Lampiran 5: Peta Wilayah untuk Permukiman di Kedungrejo Tahun 2002

LA TR0

Peta_petunjuk
Sehala. :100.000

Gambar 3

110°50
®
*Un/
“

1
1 5 1 Keterangan

LOKASI KAWASAN HUTAN
YANG DIKELUARKAN \
UNTUK PEMUKIMAN KEDUNGREJO 41

Lukisan ini setelah
dikeluarkan surat dari |
Menteri Kehutanan Rl

Tanggal 23 Juli 1990 |
No.1143/Menhut VI/1990

Wilayah Permukiman

Kawasan Hutan

Belum dihuni

Wilayah Genangan Waduk

bersejarah 30 September 1965

Sumber: Lukisan Djaswadi

Gambar 4
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Lampiran 6: Keprihatinan Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia Terhadap
Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo

| 2N
LEMBAGA PEMDELA HAK-HAK ASASI MANUSIA
INSTITUTE FOR THE UEFENGE OF HUMAN RIGITS

JALAN MENTENG KECIL 10
TELP. 342608 -

Jakarta, 28 Januari‘'1989.

No. 1 22/LPHAM/1/89.
H s 1 : WADUK KEDUNG OMBO.

Kaepada 1

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
df -

JAKARTA.

Dengan hormat,

Selwbungan dengan dimulainya peuggenangan air HWaduk Kedung Umbo,
Boyolali, Jawa Tengah yang terjadi baru-baru ini, sementara
proses ganti rugi belum berlangsung sesuai dengan tuntutan
masyarakat, maka kami meresa perlu menyatakan keprihatinan lt‘:
masih terjadinya pembangunan—pembangunan proyek yang tida
mengindahkan hak—-hak azasi manusia dan hukum yang berlaku.

Peristiwa Kedung Ombo adalah peristiwa yang tidak berdiri
sendiri, melainkan merupakan peancerminan suatu 90“‘.7'
pembangunan yang tidak secara arif memperhatikan kemungkina
jatuhnya kurban fisik, sosial ran ekonomi dikalangan rakyat.

h
Kami memohon Bapak mengambil langkah untuk mengatasi masals
tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

> llormit kami,
bt la Hak=-hak Azasi

Tembusan kepada 1

1. Yth. Bapek Gubaernur Jawa Tengah.

2. Yth. Bapak Menteri Pekerjaan Usum RI.
3. LBH Yogjakarta.

A. LBH Jakarts dan YLDH Indonesla.
S. Media Massa.
6. A r m i p.

HJICP /mi .



Lampiran 7: Daftar Informan

A. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

B. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

C. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

D. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

E. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

F. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara

G. Nama Informan
Alamat
Umur
Pekerjaan
Tanggal Wawancara
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: Sadi Dwiyowiyoto

: Dusun Kayen, Kecamatan Juwangi, Boyolali
: 70 tahun (10 Februari 1949)

: Pensiunan PNS Guru

: 13 Juli 2018

: Widarti (Istri Sadi Dwiyowiyoto)

: Dusun Kayen, Kecamatan Juwangi Boyolali
: 70 tahun (19 September 1949)

: Pedagang

13 Juli 2018

- Jaswadi

: Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu Boyolali
: 72 tahun (6 September 1947)

. Petani

: 15 Juli dan 25 Juli 2018

: Jimin (Anak dari Jaswadi)

: Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu Boyolali
: 41 tahun (7 Maret 1978)

: Petani

: 18 Juli 2018

: Darsono

: Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 69 tahun

: Petani

19 Juli 2018

: Karmono

: Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 52 tahun

: Pegawai BPN Boyolali

: 22 Juli 2018

. Senen

: Desa Ngrakum, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 70 tahun

. Petani

: 16 Juli dan 20 Juli 2018



H. Nama Informan

Alamat

Umur

Pekerjaan

Tanggal Wawancara

Nama Informan
Alamat

Umur

Pekerjaan

Tanggal Wawancara

Nama Informan
Alamat

Umur

Pekerjaan

Tanggal Wawancara
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: Tulus

: Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 69 tahun

. Petani

: 17 Juli 2018

: Suroto

: Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 74 tahun

. Petani

: 14 Juli 2018

: Parno

: Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Boyolali
: 70 tahun

. Petani

: 14 Juli 2018



Lampiran 8: Bukti KTP Penduduk yang dibubuhi ET Karena Menolak
Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Nomeor K.1.P.

W

\
e g
2
K

" PEMERINTAH KABUPATEN LATLII BOYDLALI

spol l(titl pm\cnng kmu M

KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA 'NDONESIA

Saumbuhnbomynwunbmwdm 14 {empat belas) harl uhhm <

byrlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwe|ibkan MNga kan
kemball permohonac untuk memperoleh Kartu Tands Penduduk yang bery

Nuwnn terhadag peraturan inl diancam Wpu‘n nmn.nl“

‘A . o ets 2 ._\.. SRR

.2 ‘\' : o g
: 290350/001 SO0/ET

Nama langkas . ;! TUMXNEM SASTROREJO' . & -
Joniy Kelamin, *.: WANI TA _ Gelongen dareh: :
Tmmltl‘hhir + BOYOLALI, 29 MAR 1950 .;
Klwm/T!dﬂtkM KANIN ; : : Aglml - ISILAM? (
Pahrinn + + BURUH / PSR
Mlmn\ PR s SB. QPUNG b3 S e
" iaw. 01 Rayelati, 01, JAN 1986
Ke!urahanlnm 7 NGRAKUMZ kA TR11 BOYDLALI
, Kuammn , KEMUSIf:2
pm.uumm s . 57 RONO, BA:
*I*!; MAR~ 1988 U!UU‘FIS??‘“

. ! '

d .
n
5 Iy «
. ‘
% e s ‘o
. - p—

122
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Lampiran 9: Foto-foto

Ketika permukaan air dengan cepat meninggi, warga tak bisa lagi saling membantu.
Semua orang sibuk menyelamatkan rumah masing-masing. (Sumber: Koleksi
Pribadi Jaswadi)

Sementara para orang tua cemas, anak-anak dengan ceria belajar berenang dengan
memanfaatkan genangan air yang sebentar lagi akan menenggelamkan rumah-
rumah mereka. (Sumber: Stanley, Seputar Kedung Ombo, him. 361)
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i i“

‘ill!

Makam-makam ikut tenggelam oleh air waduk. Ada beberapa makam leluhur yang
dikeramatkan ikut tenggelam. Kaum tua merasa terhina dengan keadaan ini.
(Sumber: Koleksi Pribadi Sadi)

Energi penduduk habis buat membongkar dan membangun rumah-rumah di tanah
yang lebih tinggi. Mereka tak sempat memikirkan persedian pangan. (Sumber:
Suara Merdeka, 25 Januari 1989)
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Papan tulis dan deklet penahan panas ini sumbangan Romo Mangun untuk anak-
anak terlantar di daerah genangan waduk Kedung Ombo. (Sumber: Kompas, 6
Maret 1989)

Untuk mengatasi anak-anak usia sekolah yang terlantar, penduduk mendirikan
sekolah-sekolah darurat. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)



126

Pembangunan seperti puting-beliung, yang sanggup memporak-porandakan apa
saja. Warga Kedung Ombo menyebutnya sebagai bencana pembangunan. (Sumber:
Koleksi Pribadi Darsono)

Rombongan KSKPKO menggunakan poster-poster yang menunjukan kekecewaan
terhadap pemerintah waktu itu saat melakukan demonstrasi. (Sumber: Stanley,
Seputar Kedung Ombo, him. 374)
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Sebagian anak-anak usia sekolah yang terlantar, namun ditutup-tutupi oleh pihak
Dinas Pendidikan. Selain jalan menuju sekolah telah terputus dan membuat mereka
tidak sekolah, mereka juga harus membantu orang tua menyelamatkan puing-puing
bangunan untuk dipakai kembali. (Sumber: Koleksi Pribadi Jaswadi)

Selain bermain-main dan memanfaatkan air waduk untuk berenang, anak-anak
terkadang juga memancing di genangan air waduk. (Sumber: Koleksi Pribadi
Darsono)
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Air waduk bahkan menenggelamkan pohon-pohon yang tinggi menjulang seperti
pohon kelapa. Menurut warga ini adalah bukti adanya wader mangan manggar
sebagaimana mitologi yang mereka percayai. ((Sumber: Stanley, Seputar Kedung
Ombo, him. 399)

Warga memanfaatkan lahan pasang surut untuk bercocok tanam. Mereka menanami
padi. Sementara untuk lahan yang kering di areal perhutani mereka menanami
jagung atau palawija lainnya. (Koleksi Pribadi Jaswadi)
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Lampiran 10: Koran-Koran

Suara Merdeka, 13 Januari 1989
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Suara Merdeka, 25 Januari 1989
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Suara Merdeka, 3 Maret 1989
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Editor, 25 Maret 1989
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Editor, 25 Maret 1989



Jug ————p—ui\b mgunu.m
A S.; uling dt Juwa Ba-
"l'T){’ad.liahun 1982, lebih
w‘ 3.000 KK yang mendi-
Jami lokust waduk w1 Cililin,
K:bupn-““ Bandung  itw
ndnh Ada nbut-nbut, tae
i tak scramur Kedungom-
bo, meskipun sampai sekis
rang enant warga Cililin ma-
sih dalam proses menggugat
Pemda Juwa Barat di peng-
adilan, karena menganggap
gang ganti rugi yang diber
fan terlalu keal.
Tak heran orang jika ada
pertanyaan, seperti dike-
mukakan Menteri Rudini
sendiri, kenapa kejadian-
aya lain di Kedungombo.
Dan mengapa pula dalam
kasus ini, penduduk yang
masih bertahan itu cuma di
| Kabupaten  Boyolali, se-
| mentara di dua kabupaten
' binnya, Grobogan dan Sra-
gen, sudah beres.
Dari kaca matanya seba-
| gai seorang ABRI, Rudini
| melihat Bu)omix dulu seba-
( £ai daerah basis PKI. Tapi
| benarkuh dacrah bekas PKI ¢ Jg
akan alot? Belum tentu. §
Wilayah Blitar Sclatan dulu
babian tempud yang dipilih  mmmmm— Pasar
oleh’ s.s..-m.. PKI buai men-
coba bergerilya, tapi kini justru merupakan
daerah yang p.zxuh membangun.
Lagi pule, ¢ kabupaten Boyolali ini
sebenarnys dacrah yang terkend proyek.|
terdiri ‘dar{ dua kecamatan: Andong dan
Kemusy! Ternyata, desa yang bertahan
semua- terletak di Kecamatan Kemusu.
Dacrah ini memang paling belakang diser-
3 air, -Tempatnya rada tinggi.

¥ yang dilakekan panitia ganti rugi terha-
peaduduk, bila diamati, memang ku-
fasg lancas. Sctidaknya kalau laporan pen-
Cuk benar: “Petugas memaksa pendu-
memben cap jempol menerima ganti

TUgi dan trar suugrast Jika tak may, diben-
L, Bebke, wipukul,” kata Yatmo Suda-
0, 52 wahun, penduduk Nglanji.

C—“lmlumbsuha Maka, dipakailah

43 lan, Camat memanggl. Bils pengdu-
by .’“‘ datang, 1a diancam dengan pasal

~4 KUHP. lh‘ulul.dl tertulis dalam surat

Pugglan Cagat, meshipun scbenamya
Pl I'u dikenskan untuk saksi yang @k
Bemateki pangglan pengadilan.

* eadasn bertan bab tegany setelah be-
e pencudud ditanghap dengan (udub-
;" Berius baye Perhwtans Eotah karena

hetuin, senva yang ditangkap adalah
be! ang yang meuolah pant tug Lalu

‘:‘" i MY dglasan pendudub dibgn
L ] taidy buat (u- PRl
setidghnya, cieh Cipto Si-

Setclali 1a menolsh meun

- Mereka Mencob

Boleh jagi, penduduk tak yakinganahnya |.
k2 bisa dicapai zir. Selain it AL,

|...J\.WL Ngsishup yang {
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berl eap jempol gand rugl g, tbe- ubd 4.’1
KTP-ys yang dibenkan kc’»h dess, )
Januan 1986, pakai «ode ET. “Padabal, (|
sebelumnya KTP sayr tek pakad ET.”
katanya sembari memperlinatican: d-l {
KTP-nya yang lama, yan; tanpa ET.
Bupati Boyolali Moh. Ha vl memban-
tah, la mengatakan bahwa kode ET ity |
bukan karangan belaka. “Itu da's ysng |
kami peroleh dari Laksusda ketika its,
kata bekas Komandan Kodim Ybr/l 7“2
tcrkenal berhasil meaumpas g» l fiu
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ﬂlgllmanap\m’f nampak - ~ada )o gyku '
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LAPORAN UTAMA

-

Menunggu Sang Ai
| Menyentuh

Drama Kedungombo terus berlanjut: air bergerak naik, menengge-

lamkan pohon, rumah, sawah. Nanun, ribuan orang — termasuk

anak-anak — tetap bertahan. Mengapa mereka menolak pindah?
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HARI baru terang ta-
nah. Cuaca dingin meng-
gigit Kulit. Mardi’ me-
manjat sebatang pohon
kelapa ditepidesa. Lela-
ki berusia 27 tahun itu
tersentak ketika melihat
di kejauhan wir sudah menggenangi beber-
pat yang agak rendah.

un, lulu berlarn ke sebuah
Tung tung ... tung
1gan yang ada di sana dipu-
kulnya bertalu-talu, Tulah pertanda ba-
aya e mendatangi

| AT

san. Mereka tampaknya sudah
. perempuan, langsung sibuk
1 pohon pisang, membuat rakit.
8 Maret 1989 itu, air mulai

Desa Nerakum, Kecamatan
Kemusu, Kabupaten
Boyolali, Jawa Te-
ngah. Mula-mula li-
dah air menjilat ru-

mah Suriyem, yang

beilokasi di tempat
yung paling rendah.
Semaukin siang,
perlaban-lahan  per-
mukaan air semakin
naik. Hari itu saja,
sctidaknya 9 rumah
sudah tergenang air.

k. ,
! e
L s .

“Air datang

Nygrakum, sebuah dukuh yang

smwasn  Dan airpun semabin meainggl

Dengan sigap, penduduk beramai-ramai
membongkar rumah-ruinah itu. Genting,
papan, kayu-kayu bekas tiang rumah, me-
reka tumpuk di tepi ju'nn di tempat yang
agak tinggi, agar tak dihanyutkan air.

Lalu, penduduk yang rumahnva teren-
dam air pindah ke rumah-rurnah tetangga-
nya yang belum terjamah air. Hingga dua
pekan lalu, sekitar 70 kepala keluarga
(KK), dengan 120-an anak-anak, masih
ngotot tak mau meninggalkan kampung
halaman mercka. Dulunya penduduk du-

TEMPD, 26 MARFT 1989

kuh ini ada 137 KK.

Air Waduk Kedungombo memang terus
merambat naik. Pada & Maret yang lalu
kelinggian permukaan air berada pgd:
sudut elevasi 79,5, dan menggenangl
rumah. Sembilan hari kemudian, Jumat
pekan lalu, air sudah merendam 35 rumah.
Sudut elevasinya sudah di atas 80. Sampai
hari itu, masih ada 102 rumah di dukuh ini
yang selamat dari pagutan air.

Di Kedung Cemplang, dukuh tetangza
Ngrakum, lampaknya airsudah lebih tingz



sacaran  Menujupermukiman bary

Lage. Dibeberapa tempat
air bukan cuma mengge-
nangi rumah-rumah, ta-
pi tinggi permukaannya
sudah  mencapai ping-
gang oruang dewasa.
Penduduk  kelihatan
mengungsikin bermacam perabot rumah
Lngganya, Lemari, meja, tempat tidur,
Juga penting dan papan bekas rumah yang
mereka bongkar. Ada yang  membawa
Davigbiang it dengan menggunakan
rabit batang pivang, ada pula yang dengan

i
e AR 2

S “,-‘ :
SRz ey gt 0 TX
LM\Menyelamman rumah dan perabotan

138

wwamn Sclamallinggal, para leluhur

main panggul saja, bergotong-royong.

Sampai di tempat yaag tinggi, dengan
bergotong-royong pula, mereka kembali
mendirikan rumah dengan  bahan-bahan
bekas bongkirun tadi.

“Cara ini tidak efektif. Bupak-bapak
mendirikan rumah i sini, padahal pada
waktunya tempat ini juga akan tenggelam,”
kata Letkol, (Pol) Dai Bachtiar, Kapolres
Boyoldlfi, sembari menggeleng-gelengkan
kepala melilat perbuatan penduduk itu,

Tapi apa mau dikata, Beginilah peman-
dangan schari-hari dii berbagai desa di

70

Kecamatan Kemusu, Kabupat :n Boy
scjuk Menteri Pekerjaan Un.um
Mochtar meresmikan Waduk
bo, 14 Januari yang lalu.
Sejuk itulah pintu waduk Citutup. Lzl
air Sungai Serang serta beberapa an:

sungai di sekitarnya segera terbendung durg

naik perlahan-lahan, 20 sampazi S0 cm setizp
hari.

Sesuai dengan rencany, kawazsan ini n
akan menjadi sebuzh danau bu:
mampu menyimpan 723 juta m?

Karena itulah scjak 1983, 6.000 ha lebi :

TUMIN, 25 MAREY 1889
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Lanjutan:

‘ A . T

| T e WEW 7 b £t
(i lokasi calon danau buat- SERYW (t i plin 14, vt e
l;mﬂh i lokast N danau buat- v 1 ] N, rt J L4y A"’

‘an:itd meliputi 37 desa di tiga
kabupaten: Boyolali, Grobogan,* .
dan' Sragen, rwlai dibebaskan,

Tentu tak ada kesulitan mem-"' 5
bebaskan 304 ha tanah negura |
dan 1.500 huta1 milik Perhutani. Vel
Persoalun menjadi rumit ketika 8
pemda Jawa Tengah harus meng-
gusur 4.363 ha perkampungan®

yang dihuni lebih dari 5.000 kepa- i ,;)

la keluarga. . e Ay e ¢ - ; P diAgarkatisg
Sebagian di antara mereka me- AN A Eh 7 pingy wadur ¢

polak -pindah. Mereka memilih . o, boy Sograni

bertahan. Sampai saat peresmian 1.
waduk, kawasan yang akan'dige. 7
nangi air itw masih didiami 1.916°
KK atau 8.844 jiwa — termasuk ',

" lamarzir’
pbih” >

Memzng.
- gelam total

anak-anak darorang jompo. Me- | - ° b “ : “salnya; ‘sam
‘reka yang .'\“(uhun adalah pens ot ow e AR Y T y
duduk cnatp\desa di Kecamatan - - -7 VR,

Kemusu: Kemusu, Nprakum, . . fa. VENE

Nglanji, Klewot, Blawu. dan Ge- + =" AL

nengsari. w0 7l : R

. Memang adag yang kemudian® . ,

menyerah setelah menyaksikan -, Covemne Lot B

dengan mata kepala sendiri ba-. ..
gaimana air sumpai di bubungan v“g}
rpmahnya, Menurut  pendataan” © &

“[:terakhirgyang -dilukukun Pemda
| Jawa Tenigah, 10"Maret yang laly,
‘jumlah yang masih bertahan ting-
gal 1.684 KK.

- Tapi tak scluruh jumlah sekitar 2
7.500 jiwa itu terdiri dari orang g2
yang menoluk ganti Tugi. Sebab, ‘3=
menurut citatan Pengadilan Ne- sy Anak
) geri Boyoluli = tempat uang vanti .- L] N WS e T
i ; .. rugi dititipkan —.jumlah | pekan lalu, suura loudspeaKer mengalin;
" yang belum menerima menyerukan puji-pujian ke daTuhan da-.
‘ganti rugi tak sampai’ ‘ri sebuah. langgar kecil 6x8 meter, yang:
1500 KK. . | berhampiran dengan kubufan desa yang

Dengan kata-lain, bas, | sudah terendam’air 'Sedarjg ada upacara’
nyak yang sudah mene-: *nyadran," kata scorang pc luduk, Rupa-.
: rima uang tapi tetap ber- nya, sckalipun kampnng sudy h nyaris.tengs»
tahan. Alasannya beragam. Ada yang soli- gelam, penduduk mésih ingiR m‘cd‘nhgcml
der pada teman-teman. Ada yang masih kan' kuburan, menjclang R'.“l “...‘:‘ 3
| ingin® memetik tanamannya sebelum di- |, Sclintas, q.p:m)sfh'afr'll n?\t_\ >
tenggelamkan air wa- g
duk . Ada pula alasan
lain, " .

Misalnya, di se-
buah rumah kosong
di Desa Ngrakum,
dua pekan laly, be-
berapa lelaki malah
sedang sibuk berjudi
Kurtu. Scorang per-
cmpuan muda mere-
bus. singkong | dan
membuat kopi ‘untuk
vt | mereka "Uang ganti
4 fuginya ratusan ribu
rupial, jadi mercka ¢

»

NUFS

IR LOWENR
e B RN
NERWAL

BRSNS Neatkes
RN Rata gadis kel

3 MR (i
w:\ ST Ak
oY Vang Yersamangdl

T o1t i h
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£ | main untuk membu- . GEIET ; R o § 3 ) ks
i nuh wakt,”  kata .o or ot " : . *] ¢

b seorang peniudz  di B Heakt A, 2 ) R :‘\‘&;\\_ \\}\
Y e N ¥ 3 i oy

rumah  jtu - kepada &
Temro, R
-+ Di.tempat lain; di ;
esa . itu, menjelang
tengah  hari Jumat
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3 orangtua mereka. yang Yetap bertahany:

"Mereka terserak di pulau-pulau; di éhan,
desa (Ngrakum, Nglanji; Wanohatjo, Kle;
wor, Bawu, dan Kemusu); yang seluguk-,
nya masuk wilayah Kecamatan Kenigsy .

gal penduduk Kedungombo yang bertahan
itu.: Js o !

.| Mangunwijaya, 60 tahun, pastor dari
-Keuskupan Agung Semarang yarg - juga
arsitek, novelis, dan penulis risalah'di surat

tahu-menahu urusan orangtua mereka;
Bukan saja sekolah mereka kocar-kacir.

mereka terserang penyakit ‘cacing: atai.
disentri,” kata tokoh*yang biasa dipanggil
Romo Mangun itu. =~ - AR

Maka, setelah berembuk dengan sejuras:
lah tokoh lainnya, ‘seperti* Kiai Hamam

'%
Kabupaten Boyolai."Cuma di sinilah ting. |

kabar itu. Ia"amat’ khawatir pada’ nasib’ |
ribuan "anak-anak yang . sebenarnya tak |

"Makan pun seadanya, sehingga n.mngkin,_,' !

.['ténawal - Mare
‘rencana aksi sostal Romo' Mangun . itu.

" Rudini mengalku belum tahu persis ren-
cana Manguuwijfaya_di.chungombo, tapi
ia berkata, "Seljauh niatnya meémbantu -
anak-anak yang!telantar, kurang

_ Hamam Dja'far : s
-|-Dja'far, . pimpinan.. Pesantren.Pabelan;
+| Prof. Slamet Rahardjo, Ketua Angkatan’
|43 Jawa: Tengah; Soewarno,. Kétuaz PMI
Semarang; dan sejumlih’ tokbh' iainnya
| Yang bertindak atas nama pribadi, terberr
‘| tklah. Panitia Darmakarya ‘Bagi’ Anak-

Anak - Kedungombo, ‘yang disingkat jadi
 EDK-AKO., - . L. g
.| " Panitia ini bermaksud membantu, anak-
anak- Kedungombo. ’Kami akan,mendo-
Ngeng, mengajak mereka menyanyi, mena-"
M, dan main kasti, agar ‘anak-anak. itu
gembira: Tak sepatutnya anak-anak men;

Bururg Vianyar itd. Ia menegaskan bahwa,
| Kégii wan ini sama sekali terlepas dari: soal

B4nti rugi atau’soal gawat Jain, termasuk
Perkara orang-orang eks PKI yang dikata
kan ada di Kedungombo. . 2 ik ¢

‘| Mana-mana. Sejumlah sukaréliwan’men;

dafiarkan dir siap membantu, "Kalangan
Pemerintal mula-mula bcrsuarﬁ positif.
Malah Menteri Dalam Negeri Ryudini, ketj+

derita," kata pastor penulis iovel Butungs B

Segera, bantuan pun berdatangan dari_ @

DY NS
A
YA o

5

"I Waduk Sa

Semua ini rupanya merisaukan hati Y.B.} ‘LF

r

Ay

;}yang lalu, me

Tapi-kemud

an Gubernur Juwa

};ullnu' tak-seramal K'edungor'r\tﬁ.o L .

)3

ndukung | Jumat -pck'a"n'

’1_" ;ngah,. 1

" Bagi Manguniijaya,” it berar 1,
bernur belum percaya ba

Jalu; - Gube rmur “Ismal
setuju’ pada aksi'sosial. yang-di
‘Romo’ Manguni: - I3 - tak;keber;
-Romo Mangun'ingin membantu ana’
itu. tapi'seluruh sumbangan ha
mampu, - | kan melalui ‘pemda’ (lihat ‘wawangara’de-
itu bagus, dan fsaya dukung ......"; ngan. Gubernur Ismail). * . «
fan nigt-itu_terkendala. Ini. |’
terjadi setelahf Romo Mangun, didampingi
Prof. Slamet] Rahardjo ‘dan . Soewdrno,
bertemu densg

! hwa tujuag
tia jni‘murni kemanusiaan.” Kepri
yang sama mqni{npa' Prof.
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Lanjutan:

10740 % f’f)..v -/‘x;n'
R ! l;,-.,“l.

1 kg
;lnﬂ}iﬂ ‘mendritid
untuk g ﬂnn'«,
b “MengdntintZo
Jteranings I"’llh pan
kata pemimpin pasan
kan penghatgaan T
wituk mesithktar, 1980, >
Sampai se¥arang uhgnﬁ 'Jn i
bela anak-ana¥ Kedungombo jnga’ tak
bergeser. Tapi ia sendir,.mepgangzap |
tindak wn Oubernur Irmail mefarang mere-:
ka ke Kedungombo harGs ditasti 2Gelain
karena a4 ingin menjadi mrm? warga’ |
negata yang baiv, katanya, ia ‘wn puaYa
peganyan l’l’"‘ﬂ’llfl “Taatilah Allah’ dan
nmln/a w1ty pimpinan Jany ndaft cau
pilih,”" kata kiay'itu gnengutip Quran.. " |
Orang memany bisit’ beruk: p’untuk: e |

P

— flomo Mangun d1 plaggle Kall Code

djo, yang Jnua gum besur di Unlversitas
Diponspor, Semarang. “Kami bermak- a
sud bk, sesuii dengan anjursn pemerin- ge
tah agar |Af1]mlll.lpu:| tun peka terbadap
masalab sostal, kok  malah dicurigai?” | santren Pabelan yang terkenal itu.
katanys Tapi Komandan, Kodim M:gellnz,‘ut-
Vang menatik valah yang terjadi dengan | kol, Sadig Pu(ul “membantah, cerita Ma-.
Ko Hamam Dja'far. Ta urung menyertai ngunwijaya. l’.am: banya® memberi wa-
tombongan ketikis Mangunwijiuya menghas- | wasan kepada ¥iai Hamam dalam kaitan
dap gubernur, Kenapa? Menwrat Romo dengan apa yang, terjadi di Kedingombo. .
Mangun, kiai itu telah “divlumatum® Ko- | Misaloya, kami katakan, mbok mikis, ka~

” y "y PITATRTTTIITTIY ‘/mwk
AR ) i:‘,b‘f’/‘é?f 7 ??'5‘ M .&*"h

" m”.,' v
m Gl i
- ”’l ':"Ir‘f " d. ak ' ¢
‘7}”’;( 4 “ ’h pcmmbanLan lain: bcumv.z manfult; va-
LA A ,‘..“ ' v

(BRI} i fiTis
. V’l;(*sult? ) s o pa
i Cyapg r}u}u S ‘ C,
f '; }:.un.n

mandan Kodim Magelang.'."Pilihlal, lcha
da negard ataw kepada Mangunwijaga,"™

gitu Mangunwijaya menirukan ucapan
Komandan Xodim kepada pimpinan Pe-

'.nJ

-

,fg .
‘ dlr"l wad“ /m, i a‘mw duk ini untuk kaw.uanjcm.zr Dast’ ,:cng- d
v f’ bt f A %| amatan pampak jelas, daersh itu meman
f'l"'y",wtj"‘/!l"’{{'ﬂ""’ ’ , ‘tu A . t%}},’f,t{l A f ‘ﬁ?," miskin, lanl:hnya Kuping, dail; bcrkapu:“
n,;l,v;(ul.:h ; ?{ '” . }I; 4 , -[}’J))” A ﬁ X Tanpa sarana perairan teknis) pwdyp(
/ % fharu’ lLApnh.nhLu il »flrk !}f e AN padi rendah, cumg Sekitar 4., oopuh&)‘uu,
: V‘cmu.u,Kchm,&WuYcu,uo f ,rl,»' o 'M ,J,', lb .1( 7l ‘,, $| - Pendud 1k umumnya huny.. punla,“nqﬂﬂ
'}’v 1}"’7"?‘“# i}“;‘u"ﬂwlr AL ol giafliflip| an k:ras Kelapa, ;

nL' 5 Hl ) |
~fplelapurat desg hahwa:sapy , 4 ’* s “' A R rl3o ~Tanamar keras yang lam mahom, ukd |
i "“l;‘xdd'l': d"'w'ly"b";’}sﬁ?" A m%')l‘ll‘{":u"‘ ]’ r 7ol sia, jati, dan sonokeling, mcuuujuuan
gt el Gt S 0t g e
‘Jc'n.ﬂ‘:l;x.p;(':xirp*;’u i e 51*“"‘“‘ iilepmliagiia) SHUBIN Yook dkapepiiar e

an kritis, Nah, vadi ipilah yang mémang |
akan mcngubah wajah kering melarat Ka-
2| wasan itu. Dan v.pc“\ dikata .\1& 5 el
23| Rudini kepada IL\‘er.I'USadu Untuk ek
makmurkan rakyat ini, buupupun
butuhkan pengorbanan,"”)
Pengorbanan, dcn,,.m'pmdah:' 4
i séb:numya biasa dalam; sepiap | pesibid;
ngunan bendungan. Ketiky dib gun"\\é;
ol duk: Gajuhmungkuz di, Wonogm)“,h',a
. Tengah, “sekitas 145.000” jiw np,nduhnan A
Bl denigan bedoFdeu kg proyeX: transmis
Sitiung,”Sumatera Uaml..
Waktu ita, 1’174, ta) u‘l.x P'f‘
hal, gante rugh, ‘kata sember. . DS
daerab $gtempay, cumiﬂpzﬁg
% }’ccxl bila' di Landmz ‘harga pé at’
setémpat,yang B LB, 4y }\1
¥ v (3}

x ilg.
H)l'l J
) PRy

Liberipany, gantidugl janipa ululll’
"'Jlu.u anahiny, 'y.my;l,h;umxg;uz,
Ppenduduk’ menol: A 'YI.).’(
L 1986: Fada 29 Agustus, gejurnlally

,‘! duV engadu ke LBH Moyyprarl “x»"?‘“"'x‘«‘t

i g
L D, sya, PrOses) ch.n 4y2pia il
{J‘ !au“ L. lh !.-ndmu(mn’ d,&;l Joang .Y‘}I.’u!’r1
?1 ‘ Y'dpny'unbu el khus)u,d,m d'

~ Y.cum:.p = bergambah sere) 1Y
” 27 1987, Pady 19 Febar 1oL it (i *'; l“"’ ;
£ atah pendiduk dnpunpm Dji % ! £ 4
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"‘ ’; Ewnpiathilan kemudiap gnany
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itu DPRD I1, DPRD 1, dun
DPR Pusat, sempat pula
dia datangi. %
Tapi lcmbugn-lcngbagu
itu pun tuk sanggup mende-
sak peggrintah agy ¢
nuhi kcinginau‘\"#u‘ghmggu.
Akhirnya, sepeni biasa,
tatkala kata sepakat dua
beluh pihak macet, intimi-
dasi pun datang, Warga de-
sa mulai ditakut-takuti bah- .
wa gunti rugi akan "ha-
ngus” kalau tak cepat di-
ambil. Mereka yang tetap
tak mau pindah terancam
hukuman Kurungan, bah-
kan mendapat risiko dicap
ET (eks tahanan politik) {5
dan eks OT (organisasi ter- .
utan yang b
konon sempat mampir di a
Nglanji. vadi iy EZZM Samadl -
-mengaku Tuput dan tuduh-

. gty b, e V0 > Joine '\15 5y
an itu. ) .| {bisa mevciut menjadi 2.000 n ] | ngurus bantuzn itu. Py
Syahdan, ;setelah waktu berjaian, para; I‘bdg -kemudian ia" membatalkan=niatnyal yang akan mencatatsdan memb
Warga pun mulai merasa tak nyaman ting: | mengambil mg;;pgi.-"v' . . 0 semiua bantuan yang masuk, )
gal di daerah panas itu. Sutu demi satu %-dﬁm\hﬁt&g glf | Keterlibatan' lembaga-isin 4

Mulai mengambil vang gainti 1ugi. Langkah | i 113 lapos X ] ; insfan! i H

kompromi mereka ternyata tak luput dari awal”, 1986, Dalamyg A " ‘ di War lingiy
kekecewaun. Prakick pungli, pungutan. 3 : omby, fak ‘diX
liar, seperti dialami oleh tukanyg perahu }\B,l.n-b'khaw:;ur b tuag__g;.'
Paiman, mengganggu mercha. '«iman me-.f* *fkatany. ¥
miliki tanah, menurut girik 2.270 xnzt;l'a':"pl : any

dalam kuitansi pembayaiin, luas tanah !

' menjuluki
; chung(nnbo".
i nya.tentu lehih luag
ephtrd il JAapi Isnail sadala
L HERN] kepala: dacrahday
Ly MG akhig-akbir ini palin
 nyak disebut dalam urusan w. duk|
|, Mengherankan: saat proses v::: ti rugi
:lokasi waduk dimulai, 1985, i sudah;ja
‘Buberrui di sapa. P s
" Di tengah kesibukannya, i
P IAB8rsdia bt i
Kedungombo dengan Band:! 1
dan Nanik Ismiagi dari TEM: (.
, kutipan wawancara itu:
- Kenapa bakti sosial Romo »
disetujuiz -0
¥ Saya tidak menolak” b.i
kemanusiaanna. Tapi senii
.ada:aturanpya, sudah di !
bantuan disalurkan lewat Ly, «
Satgas Kedungombo,
Tapl Romo Mangun kan m:.
.Anak-anak yang telantar kar.
aluanya di Kedungombo?
DO mang mau mens ' ik
ran, di Yogya pun b;m)'u}.'..l.
Mmembu.uhkannya. Ege .. .70k
hgun malah ke sini. Tidak |
anak-guak telantar di Kedu
Kalau anak-anak Jkadang |
bolos sekolsh, ity memang d

B3 megeka membantu orang:
.dahkan rumah, membuat 12 -
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Lanjutan:

KSKPKO itu macet "di
tengah jalun, lantaran
Gubernur Juwa Tengah
Ismail 1ak. mengizinkan
bantuan masuk. Pada-
hal, "Kami mecnunggu
kedatangan Romo Ma-
ngun,” kata Juswadi pula. Apa bolch buat,
anggotd KSKPKO terpuksa masuk ke Ke-
musu secara diam-diam. Mereb a terutama
mengirim obat-obatan. "Permintaan yang
paling banyak adalah salep kulit,” tutur
scorang anggota KSKPKO. -

Keprihatinan Jaswadi adalah keprihatin-
an Cipto Simin pula. Laki-laki 52 tahun
dari Dukuh Ngrakum, Kecamatan Kemusu
ini telah kehilangan gantungan hidupnya,
berupa sawah Y ha, tegal Y4 ha, dan tanah
pekarangan scluas 800 m?. Cipto mengaku
tak sempat mengungsikan rumahiya, " Air
naik terlalu cepat,” tutur Cipto, kesal,

Cipto hanyalah satu duri sejumluh warga
Ngrakum yang bertekad menampik ganti
rugi. ""Uang ganti rugi tidak cukup untuk
membeli sawah atau tegal,” Katanya, Se-
tiap setengah bahu (%5 ha) sawah, tutur
Cipto, hanya mendapat ganti rugi Rp 1,1
juta. Sementara itu, untuk mewperoleh
sawah dengan luas yang sama, di dacrah
pinggiran waduk, paling tiduk diperlukan
Rp 3 juta. X

Bapak lima anak ini sangat menyesalkan
cara pemerintah melakukan pembebasan
tanah. "Kami tidak pernah diajak mu-
syawarah," ujurnya. Kalaupun ada per-

3 AR X%

p l’lsulv'n seperti di Kedungombo? -
ji3. Sebenqrnya masyarakat di sana lugy,
§imau mengikuti ajakan Pemerintuh kalap
{ak 3dy oknum dari luar mempengaruhi
(3 Kami tidak repot dao tidak:ada
it. Yang membuat ribut it

sopgngomong? Npgak ada. Katinyatada
Qéfysqng’dipukuy,_ omong kosong.'Ada.
yang'biling ABRI memaksa terima gangl
.l‘us_l,‘.pgdahal ngguKk adu apazapa. ‘ZF'!,!_«,;'
Bapalmana pemotongan uang g.nli rugl?’
potongan resmi, misalnyg uniuk PEN|

H (s "4 "\"F‘"’l

|51 .‘ %, -
’t&:;M.agnyp, ada peaduduk yang .\udu’h L4l
¥ wmmjlf“ikmh upl }(cmball\, ke ."?ﬂﬁ’i
4 a&““‘“’” karena kecewa? h 1L
¢ (piaimi fak menutup mata. Begitu buryﬁ?
Ao orangryang ditransmigrasikan, tuatu jAcs
3 ﬂ!&_}euwa,.lapi jumlahnya kecil. [tu'pun
iipakai untuk men%k{l kelemaban.
Ay PRI

Ny

. LA

™ 8 S e

' %Sampal kapan penduduk yang bcrluhz‘n_ll.!:
fo: i dipecbolehkan tinggal? "

i3¢Nanti pada elevasi 90, kami harapkan
Emereka sudah di atas sabu'- hijuu. Mepeka
tidak'akan kami paksa, biar meivka mere:
3 tk.‘)f%,'ﬂ diri sendii. Memang hasil inizku-

I‘,‘I‘S baik bila ada orang yang mengugitast
‘mereka, ', é o
%+ "Kita semua harus waspada. Juwa Tengah
'3 _inikanibarat petasan sumbu pendck. Tidak
menyala, tahu-tahu meledak. 05

gar kami bersedia
tambahnya,

temuan di Balai Dés\l.‘ Kar
atau Koramil, “'Bhpak-bapukjtu’, hanya;|’
membujuk-bujuk ‘atau’ raenakut-nakuti-as
menesima ganti'rugi,”

Harga tanah, %ata Cipto, .dil;:fﬁpka};'

sepihak. Menurut mereka ‘yang bertahan
ini, karena pemerintah yang mau membeli,’
mestinya "ya rakyat|
harganya.” g

lah yang menentukan

S Reamyas,

.dengan nilaj tan

Bagai jatuh tertimpa tar;ggn; se'uientqrm

keamanan dapur terancam, s¢jak 3 tahun

Jalu, KTP Cipto dibubuhi tanda ET. "Pa-
dahal, dua KTP saya sebelumnya bersih
dari coretan seperti itu,” tuturnya, seinbari
memperlihatkun dua lembar KTP -lama.

Dia mengaku tak

‘| ngan PKI. "Saya ini.weng bodo. kepla- |
keplo, kok dituduh PKI," bungnya. Isu

pemah berurusan de-

. Bagi Badi,’

-Ba

PKI di desanya bam mencuat setelah
penggusuran penduduk - macet gara-gara.
kesepakatan ganti rugi tak tercapai.

Kini Cipto sekeluarga nebeng di rumah

" adiknya, masih di Dukuh Ngrakum. Dia

hmp‘ duit |

mengaku tak

pun, sementara gal;ah dan s‘ngkongrhasil

panenannya menipi

s sudah. Di saaf sulit

ini, pckan'lalu, dua anzknya terserang
mencret. Dia merasa tak: punya biaya
untuk membawanya ke dokter; dan tak
tahu bahwa.di Pesko Keamaaan Kemusu

tersedia tenaga med

5. .

"Saya puasu ngrowot (tidak ;haknn nasi')"
tiga hari, untuk kesembuhan anak says,”.

 katanya.

Terpisah oleh genangan air sekitar 400

meter dari rumal
tengah masygul den

i iil
i mcmnghg pula bersiaga. Dindi.xgtl{

Mbanger ini tela

h Cipto, Subadi juga .

gan gerikan air waduk
itu. Ketua RT 1 Dukuh’

dinding kamar, dalam rumah kayunya,

telah dia bongkar,
ikat, agar sewd
ungsikan. Badi, k)
kan sepetak kap!ing

papan-papan kayu dia-

ktu-wakty gampang di-

tahun, telah menyiap-

di lereng bukit; sekitar

sebagai ‘' gantinya

dari dasar.

menanam padi

Jmeter!Jag:x
NGURESIAR. S LAl
di- s 1}14; 'meuy_en'fql; )
me’rinmh,yangh‘ dianggap !"“Q‘““??}"'

apal yang SCOCNATNYA. 3.3/
merintah hapyg; m);pcntu)c“ap}g: £
secara global, tanaman:tajaman oi atasnya | !
sama sckali tidak’
nya kesal. Maka, meski'air wnduk.tglull_
sepuluh langkah dari rumahny, Ba i
. lum jugn‘mq:yh /| A

adi,. ganti, rugi“Rp 805
setiap m? pekarangannya terlalu'rendah.
- "Sebab,. di ‘situada ‘13 potion.kelapa,”
tuturnya, Menuit, pengalamarnya,sebas | ; -
tang, pohon’ kelapa yang pérumur::7+15:] **
* takiun bisa-menghasilkan. Rp*12.000"seta-'| .
-hun, kata Badi sambjl menunjuk ke pohon
kelapanya yang tumbuh-dgyang yang'
mulai terendam air
Subadi 'telah bul nere
0,7 ha iegal din :zbahu-'ﬁﬂahn’;%,{ yang
kinj belum tersentuh’ air = menjadi peng-'
“huni’dasar waduk
jatuhkan ketimbang harus rienerima harga
yang dianggapnya kuraug puntas; " Biarlah
saya tak pynya sawah- dan’ tegalz My
gantinya ‘ saya - punyaseg
(laut),” ujar Badiz  +3 7
Lelaki yang hanya ‘punya ijaza .
sudah punya rencana, Bila nanti sawah dan :
tegalya teriggelanj, dia akan menjual sapi-’
nyu- untuk { menyamoung hidup, , sambil
‘memburub di'sawah ‘rang;,d" ar; kom-: | *
pleks waduyTidak khawatir digusur paks |.
sa? "Lha,‘masgk pemerintah mau’ingkar |’
. sar. negara. Pancasila,’” jawabnyals, | *
. Sementara itu, di Dukuh Rejosari, Desa:
Klayen,. Kecamatan Juwangi," Boyolali:
tempat penampungan untuk’ bekas ‘peng?)
huni*:Kemusa "= Sopawjro . Karsan, .60’
tahun, tampak bersemangat mengayupian
cangkul 4t kebunnya, i belakang X\lﬂ%h
-'Mumpun"hu]lll'!l:‘ui_h tUTUDS SRYALE
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yang baru satu bulan
Dulunya, laki-
buta huruf ity

poggal & Delub
Ngrakum
Kan.m meagaky

mulal menyukal Re-
josan yang berbukit.
N.lum “Diosini air-
ava mudah, gali ta-
pah $ rr:-u aimya
r.-.:x‘x
NITYS K:..\.\ tag-
;a. & grakum,
Karsan L"-s berjal-

bisa menanam

Keikhlasan  Karsan
pindah  desa  karena,
“Saya berutang budi pa-
da pemerintah.” Sco-
rang anaknya mendapat
kulizh program diploma di

kesempatan
IXIP Negen &.‘:arang. scdangkan scorang
h.:;.\n bisa ‘mh di SMP Negen
“Bayaranova m -...'ah " tutur Karsan, “Saya

orang yang tak tahu
nya lags. Ganti rugi pun
Tiwdak dipotong sedikit pun,”
vang kini menjabat ketua RT

umah Karsan, adalah sebuah

lan. Halaman
an tumpang

VY s

NN Periztah memingzalkan calon vadsh

dirobohkan beberapa bulan lalu. la lidu
dipindahkan ke SD Worc ejo, tak jauh
dari Rejosan. Istrinva k buka wa-
rung kelontonp dan tampak lans

Bila Saadi tampak bersyukur, ity juga
karena ia bisa m. nikmati pe bagai fasmlitas
yang tak ada i Ngrakum atau Nglanp. Di
tempat barunya ada pushesmas, pasar,
balai desa, dan maspd  any, megatt Dan
hingga pekan u Pak Suru wu mash
mendapatkan jatah Lantuan berupa ihan
asin, munyak goreng, supermi, gula pasir,
kecap, benih palawija. Juga, seekor badoa
dan’ jago

Tapi lain Saadi l..’: r L Yatmo Suda-
ryo. Bapak berusa § iU mengang-
gap semua nun u hak asgia
Tokoh informal dan Dukub Keduapnag,
Kelurahan Nglaap, Kemas:
KK yang lun ::.::‘:x:-f_'::

'

“Kedungpnng Baru™ 3

permukiman
leteag b

[ P

u bersamy 35 |

| mikknya

yang layak,”

lam ban l.".n !'lr\
pa am. Pend

tzapa’ mempero
ujarnya
tara x‘u, dal

ucdulh I'UAuh1 me

tang =dk h"fr”‘ ;
Devsoys fazs |
podat mesghilng de

telam wor * '

X st barrint 3o
betadas

Faact
s Lam3

""l!"" Jiog tama
e Sekagrgs
selshs . Ga  de-
muksean 4 SerSaga
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ety

ta menyerahian dak
leh pemggatton

am up

dur & togalan untuk menghin 'l.l;- te-

kanan petugas
K

myd ke Jakasta,
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Soepasd o
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Ska itulah Yatmo mie
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\,dung””‘bu vl T

selebaran
i Kedungombo

ati Boyolali menawarkan jatah

ah yang lebih luas buat pendu-
Kedungombo yang mau

|

‘.

| indah
|

=) ELASA malam 4 April 1989 laly, di
= Gereja Katolik Jetis, Yogyakarta,
) berlangsung suatu pertemuan mena-
gk Syaiful Sulun, Wakil Ketua DPR-
g nienemui Y.B. Mangunwi-
mo Mungun memang tinggal di
ks gereja itu. Kedatangan Syaiful
n kabarny: untuk minta pandangan
10 Mangun tentang masalah Kedu-
ngombo

Pertemuan empat mata
itu berlungsung seluma satu
jam, sejuk pukul 8 malam.
Kedatungan Syaiful Sulun
ini dinilai Romo Mangun
sebagui suatu itikad baik.
'Suyu bersyukur, ada sco-
rang wukil rakyat dari pusat
h bersedia turun ke ba-
1. Dan ekstra-khusus da-
tempat  saya,".

ang K¢
katanya

Kepuda tamunya ini, Ro-
mo Mangun menegaskan
bahwa yang dituntut oleh
warga Kedungombo ha-
ilah keadilan. "Para pe-
i sudah berkorban, tapi ,
sih harus berkorban la- ; ks
"ujarnya. Artinya, tanah Sl
an mereka hilang di- O
telan waduk, tapi mercka 31
masih harus berkorban lagi
unuk mendapatkan lshan :
dengan biaya ganti rugi yang tidak sesuai.

Menurut Romo Mangun, uqtuk me-
nyelesaikan kasus Kedungombo itu, gam-
pang. Ada dua alternatif pokok yang bisa
ditempuh. Purtama, beri mereka uang
| pesungon yang cukup agar mercka bisa
buka warung. Kedua, sediukan lahan gmulg
permukiman di tempat lain; selain di
Kayen. Selain alternatif pokok int, menurut
Romo Mangun, masih ada alternatif lain
yang bisa ditempuh, yaitu: bcr} mereka
tambahan ganti rugi dan beri mqrpka
kesempatan untuk membuka usaha di wa-
duk, misalnya usaha perikanan. 2

Dalam pertemuan itu, Romo Mangun
minta agar para dokter dan perawat, bisa
masuk ke daerah genangan Waduk Kedu-
'| ngombo. ’Kalau saya £
suk tidak apa apa, asalkan para dokter dan

long anuk-anak di sana,” pintanya.. Menu-

.| *pak naik, Saropaj-akhir
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uir. waduk-secara polan-palap’ teryg nonds

air sudah mencapai 82,40,"din 4udah hain

pir menggenangi.seluruh Desa Ngrukumi‘/|.

Di Desa Ngrakun, seperti yaug disaksikan
TEMPO, terjadi kesibukan luar basa. Pen-
duduk sibuk meribongkar rumah mereka,
lalu ramaj-ramai pindah. ke Jokasi, yang
belum terjamah zir. Di‘lapangan Guyung-
an, sekitar'1 kin dari: desa:itu, kini \elah
berdiri 30 buah rumah darurat, pindahen
dari Ngrakum.. . o N

Di tengah kesibukan ‘ini, .pemerintah
terus mengimbau pendnduk apar mening-
galkan lokasi waduk dan pindah ke tempat
yang 'telah disediakan. 'Kamis siang pekan
lalu, gebuah helikopter milik PT Mantrust
menderu-deru di atas lokas{ waduk, mene-
barkansselebaran, Ada, 15;ribu selebaran
dijatuhkan. ’ e e et X

Selebaran berukuran fo'io jtu dibuat tiga
warna: biru, kuning, dan jngga, ditandata-
ngani oleh Bupati.Boyolali Haji Muham-

tidak diizinkan ma-, [‘
perawat diperbolehkan masuk untuk meno-.

rut Romo Mangun, Syaiful Sulun menam- |
.| PIK permintaunnya itu. : | barw,
Bmcmam itu, di Kedupgombo, sendirj: | y2

* mad Hasbi. Ditulis daiam dua bahasa,.

'

semata-mata u gk

teraan. rakyat, sama sekali b
menyengsarakan. rakyat; 4 ;
- Masyarakat'di Kecamatun Kemusu, d
mikian bunyi selebaran itu, ¢f
mengambil  uang. ganti *rugi ‘dan’ szgera”
meninggalkan tempat Y'ar.g berminat bel

untuk setiap
kini .ditambah
1.000 m? untuk rumah dcn
1,000’ lagiuntuk
_y.wg X r A

A ”

TEMPQ, 15 APRIL 1989 -
_‘ o a el

e

pekan laly, elovas)

Jawa |

| parumet

itu, .agor segera’ |

tanah | berkurang

ol wargs” PQRI}awa)/Tong
: _cﬁ-uuh‘.::bmf

at Kaye
emb

l‘ 2 h
‘televisi ;

' jamibu dan mangga, berp
-ayam dan kambing, serta !
‘hari lainnya - Semua: ity ‘memb
' Kayen'seolah-olah dimanjzkany,
! penduduk yang'masih me;
tar :waduk tetgp
air. RORGALT Teal o £
" ‘Namuy, . Kayen ‘lernyata;
menarik ‘untuk ‘sebagian;
Kedungomba, Para,”pe
tot.” Sampai, awal ‘Apr]
-tambaban 8 KK yang, pindah ke
hinggd jumlah, pep.ukim di sana menja
| KK. Di bidang ransmigrasi,.

LAS i A
n waktu yangicuku
Mm;sww

pendudukini tidak cepa
: !ﬁ.nl:s-;‘.@mww"?m :
- menghidapi’; musim ; kering
i curah hujan
ssuutBupatis

Tempo, 15 April 1989
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Suara Merdeka, 25 Januari 1993

A~ Takut padi tak bisa dipanen, warga Kedungpi

pintu air waduk tak ditutup, Bila ditutup, padi mereka
g air dan bisa gagal dipanen. h

m:iuwmmm
kammmhf’ y
padi setidaknya di atas lahan sekitar
1 ha lebih. Bila padi mereka
berhasil, hasil yang bisa diterima
X warga diperkirakan sekitar Rp 5

"'Itu perkiraan warga, yang
i selama ini gagal panen karena
tanaman mercka tergenang air,”"
Berjanji Membantu
Permintaan penutupan lewat
surat itu diajukan setelah beberapa
Kali pertemuan dengan Gubem!u.
Dalam pertemuan itu, warga bisa

dengan prosedur kami
penundaan penutupan
itu ke Gubemur lewat surat.
ghy ini (kemarin-Red) pula
suratlewat faksimile.”

ing saat ini  berjanji membat.
Koo Setiap tahun warga Kedung-

dla Gubemur, Warga sring ménge-
kenaikan ketng-

di
5 ha, milik sekitar 30KK.

tu Waduk Kedungombo Jan

ombo, berkirim sura ke Gubernur H Mardiyanto, Mereka 194

memintabantuan lewat sural. Kepa-  warga

pring hanya saw kalibisa menanam |
di dlmh yang mengering itu. o
Warga biasanya menanami bekas [
genanganwadukity dengan pad i
Petani biasanya hanya
menanam benih padi dan mem-
buang tanaman penggnggu. Masa-
lah lain tak dilakukan, seperti
pemupukan, karena tanah sudah
subur.”

Karena sekarang ini musim
hujan,pihak proyek menutup pintu
air, Kebiasaan it dilakuken sejak
dulu, sehingga petani yang tak
tahu-menahu masalah itu kaget
Karenatiba-tiba padi merckatertut-

upair,

*"Petani tentu rugi banyak kare-
natanaman mereka di sabuk hijau
tak bisa dipetik hasilnya,” Kata-

n
yml(edungprms’ {ermasuk daerah
pling rendah di anara daerah lin
di kawasan Kedungombo. Bila
Mlangi, Klewor, dan lain-
hinbinmmmmkﬂi. "
kawasan i belum ten :

:i:g‘rrmnd’ hw;mmm Dl'l'ATA:PemdnSukohupnimPl_le M?‘zimwm
mereka harus pandai-pandai men- Sdnb,dmmnyangdig:hphm.ﬁwﬂb rawil,

perkirakan musim.(bs-66¢) wpijﬂm.mmmmwmm :

5= LSS . 5 RPOPES A“ﬂmmﬂp

Suara Merdeka, 18 Januari 2001



Hari-hari Penting
Menuju Kasasi

Kisah warga Kedungombo untuk mendapat hak-haknya bagaikan
cerita mosaik kepahlawanan, Mereka tak mengenal lelah dan
tak mengenal takut, Inilah kronologi hari-hari penting mereka.

1969: Perencanaan pembangunan
waduk mulai dilakukan dengan survei dan
studi kelayakan. Survei yang dilakukan
Proyek Pengembangan Sumber-sumber
Air Departeman Pekerjaan Umum dengan

konsultan Nedeco dari Belanda itu baru .

selesai (1] ih tahun kemudian. Kesimpul-
annya, proyek waduk akan meliputi 37
desa di tujuh kecamatan di Boyolali,
Sragen, dan Grobogan.

1981: Sarana pe- g
nunjang proyek, se-
perti jala1 raya, mulai
dikerjakan.

1982: Awal tahun
ini, aparat kelurahan
mulai menyampaikan
informasi tentang ren-
cana pembangunan
waduk.

September 1983:
Gubernur Javia Te-
ngah, H.M. Ismail, me-
ngeluarkan keputusan
lentang pedoman pe-
netapan besar gant
rugi tanah, bangunan,
dan tananan. Konon,
penetapan itu dilaku-
kan tanpa muzye:jwa- §
rah dengan penduduk. "

1%8:: Bsberapa aparat desa di Sragen
dan Grobogan mulai mer dgkau_peqduduk
untuk membicarakan ganti rugl. Di .Bi):;
lali, warga Kelumhg{: itemusu mengaju
ne an sertifikal ;

;\[;;::;0(;‘3;;5: Penduduk Kemusu diun-
dung ke Balai Desa untuk menden%ar ;fell)‘.
jclasan rencana pembangunan Wacu .
Ngrakum, Nglanji, dan Genengsarl a&:r
desa langsung melakukan pendataxdu“;;a.

penjelasan lebih dulu. Di De? Hos
cemplung dan thl:)“%le:\el;);':[l‘l:dﬂ sn7
sung disuruh membubu! f

MuuL cap jempol dan dipaksa menerima

ganti rugi.

Januari 1986. Cumat Kemusu meng-
undang warganya unluk mendapat peng-
arahan dari Musyawarah Pimpinan Keca
matan setempat. Dalam undangan dican-
tumkan, bila tidak hadir dikenai ancaman
Kitab Undang-undang Hukum Pidana pa-
sal 224 mengenai perbuutan tidak menye-
nangkan. Para bekas tahanan politik (ta-
pol) yang datang dimintai persetujuan un-

beberapa kepala desa riengundang war-
ganya untuk mendapat pengarihan, Bun-
tutnya, mereka dimintai tanda tangan, War-
gayang mulai menolak, seperti Djaswadi di
Kemusu, dilaporkan kenada Camat kare-
na dianggap meresah. 1.1 musyarakat,
Agustus 1986: Di koran terbitan Jawa
Tengah mulai ramai ibicarakan masalah
ganti rugi yang menjaci pelik. Djaswadi

tuk transmigrasi. Bulan-bulan Serikutnya,

ditangkap aparat karena membuatlaporan
ke kepala Kepolisian Daerah. .~
Oktober 1986: Aparat Peme‘rm_tgh
Daerah Tingkat II Sragen mencar] r:ama
28 warga yang telah mengadukan nasib-
nya ke Lembaga Bantuan Hukum. (LBH),
emarang. Berikutnya, LBH Yogyakar
mulai turun ke lapangan. ; iy
Desember 1986: 299 pendudukDe sa
Suko, Kecarnatan Miri, Sragen, menyata-
kan kesediaannya menerima ganti rugi. !\
Januari 1987; Kupala Desa [Tewor me-
manggil 30 warza yang memberi cap jem-
pol peinberian surat kuasa. Aparat menya-
takan bahwa surat kuasa ke LBH Yogya:
karta dianggap tidak ssh meski sudah sam=
pai ke pengadilan. Lurah setempat menya-
takan bahwa pihaknyaakan memukul war-
ga yan,; menolak ganti rugi. Enam warga
Klewor dipanggil ke Komando Rayon Mili-
ter selempat dan, berikutnya, di vajibkan
apel harian, yang diprotes LBH. Begitu pu-
la enam warga yang' di-"eks tapol (ET)™
kan di KTP-nya dipanggil lurah ditawari
transmigrasi ke Maluku kalau status “ET™
nya mau dihapus.

w

Februari 1987:
Djaswadi dun Aat S.
mengadu ke DPRD
menyampaikan masa-
_lah g inti rugi. Langkah
" itu disusul sembilan
-orang lainnya, !

Maret 1987: Dua
warga Kedungpring
dan Ngrapah mengadu
ke DPR,juiga soal gan-
. trugls TN :

April 1987: Du
‘orang yang s1dah ikut
transmigras: pulang ke
Desa Bawu, Keduanya
menyeluh, di daerah
" transmigrasi tidak se-

suai dengan yang di-
pemerintah, !
w1 Juni 1987: Ware:
Kemusu dipanggil aparat untuk gxe:vd:p.g:t
pengarahan, Temyala, tanda tangan i daf.
tarhad_lrdlublh sebagai daftar persetyj
menerima mﬁ rugi. Selain ity 25%“.-“
gmé:in diri ke hutan i <
agai anggota Partai Komuni aeln
(PKD. Korankoran Jakars ol ool
sxrkbteennta itu ngm besar- , terma-
suk tentang penduduk AR
kan. Langkah lainnya, 164 kep“.i'fﬁuﬁ;
warga Kecamatan Mirj, Sragen, my
ke LBH Yogyaaria TR
1987: Aparat mengadakan perte
muan dengan warga Desa %ge:\ewpeﬁ:

8, a1, 4 Aausius 1994

Fuium Kiapian; Nowor

T —
——
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Forum Keadilan, 4 Agustus 1994
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] 1 Li=
L waduk pasang. Dan kehidupan:10¢reka 7
a al ea l an pun tetap nestapa saat menyambut keme-
nangan hukum itu. *Bagi karr i, kemenang-

anitu masth tandatanya. Belum j asti,” kata

' .; Bejo, 29 tahun, anzk Pek Jenggot, tokoh |
] e i warga Kedurgpring yang kini bekerja se- ;. -*
bagai buruh di Jakarta. Karenaitu, mereka ,
: S 1m‘e(msa senang, apalagi punyz rencana. -
5 : muluk untuk memanfaatkan yang ganti
Harzpan bagi keadilan tak bisa ditenggelamkan. Tuntutan ganti rugi rugi tersebuL. 7.ty dér it LA ol s
34 warga Kedungombo di tingkat kasasi dimenangkan Mihkamah Mereka memang tetap takyzking! a1 ke
Agung. Inilah proses perjuan ka uh npaya h megangan yaag sudah dicaat dl 2,15 Ker-.
gung rjuangan mereka menempuh nupaya ulg.xm. tas itu. u tentu wajar, mengingat pejuang:s
- an mereka sudah berlangsung epam =
: : : ” P T tahun, 2 it o g et T eI
| antara kecipak air sungai Se- | keluarga), dtaupun di Kedungpring (54 ; Enam tahun laly itu, keadaanketiga pu-
rang di Waduk Kedungombo  keluarga), tanpa menghiraukan tahaya ¢luh empathamuemwarxabnm
| yang menelanbiayaRp 131833 yang siap menelan mereka! Warga di Ke-  -takjelas, ketika proyek waduk itu, yang di-.«
miliar ity, seorang wargaterde  dungpring itu, semula, mer, jajukan grgat- " proyeksixan bisa mengairi 10.000 hekiare:
ngar meratap. “Sembilan miliar an secara serempak. Tetapi, 19 oiang cian- .4 sawzh dan memberi tenaga listrik 2.5
rupiah tidak akan mampu mengembalikan  taranya kemudian menarik gugatar, se-:; MW, mulai dibangun pada; 1984, Waduk
apa yang selama ini kami miliki, yang telah orang meninggal dunia, dan34 sisanyu me- -, itu memakan tanah seluas 6.1667 hektare,
\erbenam ke dasar air. Uang itu tak akan  neruskan sampai tingkat kasasi yang ak- - dan 5.000 hektare digunzkan untuk ge-
mampu mengembalikan luka nati kami,”  himya menang ity. Walau masih untuk se-_“pangan air. Seluruhnya terletzk di Kabu-

kata Mbah Wito, 65 tahun, salah seorang ~ mentara. : : . paten Boyolali, Sragen, dan Grobogan. .-’
warga yang bertahan tinggal di sabuk hijau Kondisi para “pembaugkeng itv me- < £ Pms@gznhmgx.sebgmny:a.padaavmls
waduk di daerah Kedungpring. mang amat menyedihkan. Rumah mcfuh i'ny;banhnhnar.'l‘q: mulai 1985, berba
Mbah Wito lantas termangu. la mungkin  yang berdinding bambu,wgm_anzalrbih - gai persoalan muncul. Banyak warga yang _
\ak bisa membayangkan berapa be- Tl ) : - kecews, terutama karena-nilai ganti
samya uang yang harus dibayarkan b ! % ruginys yaog terlalu rendah, gara-
pemerintah kepada warga mbalelo A, gara Gubernur Jawa Tengah szat ity,
itu. Angka Rp 9,1 miliar menurut ke- hzk.lsmn' mﬂmmkharza secara spk
putusan MahkamahAxunzimP” : : s v Mg
i sama tak terukurnya dengan pen- : Tﬁh:mmmm Rp400
deritaan yang dialaminya. Tapi, per persegi untuk sawzh, Rp
yang jclas, hari-harinya tak lagi di- £ -
penubi tawa. 1a sudah kehilangan . 7.3ﬁ)munmkmmp'uwu npal
sawah, rumah, hewan piaraan, dan I danRp30 .szpmawm'm&p
tanaman yang dicintainya. la t_)ah‘ mm‘ i Da
kan harus menjual 10 ekor sapi ke- b Negeek s:mj Mm Mﬂl!ﬂ'lm_ :

sayangannya untuk bisa sekadar
hidup 4
Kesengsaraan tak hanya m.lhk

R 1., dalam dengar pendapat dengan
2% 1.omisi Il DPR, menetapkan ganti

-nigi Rp3.000 permeter. . . invg

Mbah Wito. Citro, 55 tahun, misak . Akibatnya, keresahan melanda ma-
nya, jug:e harus merelakan }ujuh syarakat. Pada April 1965, pendudi k
ekor s.pi miliknya. Yang lebih pa- Desa Kemusu, Kabupaten Boyolali,
rah, kerabat mereka sudah 14 - dilknpulkan dan dideri tahu rencana
orang meninggal dunia karena frus- ;pembangunan peoyek jtu. ‘Tanga di-
rasi. Bahkan, Mitrorejo, sebelum g Fiy i ¢uga, warga langsung dimintai cap’
menemui ajal, telah kehilangan ke- R 5 jempol dan 1nenerima gantirugt. Bisa. <3
warasan jiwanya. “Kalaupun kami ¥ : Jiduga, protes pun bermunculaniy ...

masih tetap waras dan bclu.m-mah.
itu hanya karunia l‘:;xmlltgk;:
Mbah Wito, at ik P eng. Na
ma yang terakhir ini telah diabadi-

" Aparat yang bertangg ing jawab

kan Emba Ainun Nadjib dalam dra- membebaskan tanzh malah sudah tak
manya yang lernyata tak boleh di- E B sabar. Jalan musyawarah pun tak per-
pentaskan itu. MMM‘“W&M

i dirilah yang
Barangkali, hanya harga g
membuat penduduk masih tetap nekat

apaial R e ST
! A beberapa wargs yangier:. .
dup di kawasan bibir danau di ry

f ,l\::‘\u\mll. Nono—l 8, Tawuw 1L, 4 houstus 1994

e ——

Forum Keadilan, 4 Agustus 1994
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Suara Merdeka, 12 Januari 1996

Kompleks, sehingga jika dipetani
satu, selalu saja ada persoalan yang
ik, Kendati dermiki

katanya, bukan sa'nl-satunya
jalan untuk menangani masalah Ked
N titu tidak harus
 warga di tempat
sudah:

Suara Merdeka, 16 Februari 2002



Lampiran 7: Bukti Sertifikat Tanah Hak Milik Warga
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